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I-UB I 

PEKD.-UIUMJAH

1 . Pandan.^an Umum

Dalam rangka menyuksesknn program pembangunan yang 

dewasa j.ni telah sarnpai jada pelaksanaan Pelita yang ke - 

tiga, Sudah tentu diperlukan dana cukup besar. Sedang sum 

ber pembiayaan yang tersedia berasal dari dana pinjarnan - 

atau bantuan luar negeri dan sumber - sumber dalam negeri.

Dana yang bersurnber dari pinjarnan luar negeri, ha - 

nyalah dana pelenglcap saja, sehingga sumber dana dalam 

negeri merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. 

Suinber dana dalam nejgeri yang utama berupa pendapatan 

negara yang berasal dari pajak yang dikenakan terhadap 

orang - orang pribadi atau badan - badan yan^ memperoleh - 

inanfaat atas terselenggaranya pemerintahan yang teratur 

dan terjaminnya kearnanan yan* merupakan syarat mutlak un - 

t.uk terlaksnnanya suatu tata perekonomian yan<j menguntun^- 

kan semua pihak, justru karena itulah setiap oron^ - orann 

pribadi atau badan - badan usaha yang hidup dalam suatu - 

negara harus berurusan dengan pajak.

Pajak disamping sebagai sumber pendapatan pemerintah 

yang kemudian dialokasikan pada pembiayaan rutin dan pem - 

bangunan, adalah merupakan sistim atau mekanisrne untuk me - 

ngadakan pemerataan pembagian pendapatan.

Gambaran tentang besarnya bantuan luar negeri

1
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2

dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri dari 

tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan 1930/1931 dapat 

terlihat pada tabel 1.

TABEL 1

JUMLAH BANTUAN LUAR NEGERI DIBANDINGKAN DSN GAN 

JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI 

1969/1970 - 1980/1981 

(DALAM MILYAR RUPIAH)

Tahun
Anggaran

Jumlah Bantuan 
Luar Negeri

Jumlah Penerimaan 
Dalam Negeri

Persentase

1969/1970 91,0 2*+3,7 37,3^

1970/1971 120, ̂ 3 ^, 6 3^,9^ j

1971/1972 135 ,5 ^28,0 31,66

1972/1973 157,8 590,6 26,72

1973/197^ 203,9 967,7 21,07

197V19 75 232,0 1.753,7 13,23

1975/1976 *♦91,6 2,2*fl,9 21,93

1976/1977 783,8 2.906,0 26,97

1977/1978 7 7 3 A 3.535A a ,76

1978/1979 1.035,5 if. 266,1 2^,27

1979/1980 1.^3,5 5. ¥*0,5 - 27 A 5

1980/1981
( APBN )

1 .501,6 9.055,3 16,58

Sumber t Nota Keuangan dan APEN 1980/1981
!

Jumlah bantuan luar negeri yang cukup besar ini oleh 

pemerintah dimaksudkan untuk mempercepat prosespembangunan
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agar dengan segera dapat merealisir masyarakat yang adil 

dan makmur .

Sudah barang tentu adanya pinjarnan luar negeri tersebut - 

akan menjadi beban bagi generasi mendatang,oleh karena itu 

ketergantungan pada pinjarnan luar negeri hendaknya sudah 

dikurangi dan perhatian mulai dialihkan pada penggalian 

sumber - sumber dalam negeri antara laincfengan peningkatan 

penerimaan pajak .

Hal ini sangat penting mengingat kontinuitas pinjarnan 

luar negeri tidak dapat diandalkan untuk pembiayaan r. 

pembangunan jangka panjang disaraping itu besarnya dana 

pinjarnan itu sendiri terganttwg kepada kepentingan dari 

negara pemberi atau kreditor, sedangkan sumber - sumber 

dalaa negeri yang berupa pajak adalah lebih stabil kalau 

dibandin^kan dengan dana yang bersumber dari pinjarnan luar 

negeri.

Pendapatan pemerintah dari sektor pajak telah' - 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dimungkin- 

kan oleh peningkatan volume pembangunan itu sendiri, yang 

telah memberikan pengaruh terhadap kenaikan pendapatan 

masyarakat.

Dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat berakibat. 

penambahan pendapatan pajak untuk negara,

Realisasi penerimaan pajak negara yang berhasil di­

pungut oleh Direktorat Jendral Pajak di Java Timur dari - 

tahun ketahun juga menunjukkan angka yang selalu meningkat,
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Jika pada tahun 1975/1976 realisasi penerimaan sebesar - 

Rp. ^6.135.701,000,- maka pada tahun 19-0/1931 telah - 

mencapai -Rp, 113,920,9^9.000,-.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang per- 

kambangan penerimaan pajak negara di Java Timur dari tahun 

1975/1976 sampai dengan tahun 1980/1931 dapat dilihat pada 

tabel 2 dibawah ini :

TABEL 2

PEHKSMBANOAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 1975/1976 - 1980/1931 

( DALAM RIBUAN RUPIAH )

Tahun Anggaran Jumlah Penerimaan

1975/1976 .................  1+6.135.701

1976/1977 .................  53.605.163

1977/1973 ...........’ . . . 69.6^9.173

1973/1979 .................  81.170*62*+

1979/1930 . . . ........... 89.007.*+73 -

1980/1931 .................  113.920.9^9

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak 

Jawa Tiraur* Departemen Keuangan 1981.

Dinegara yang sedang berkembang pada umumn/a kemampu­

an rakyatnya lemah, sehingga penerimaan negara dari sektor 

pajak tidak langsung biasanya Jauh lebih besar daripada 

penerimaan pajak langsung. Pemungutan pajak tidak langsung 

lebih mudah pelaksanaannya, administrasinya lebih sederhana 

dan langsung dapat dikenakan pada saat peristiwanya,sedang-
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pajak langsung menimbulkan masalah penilaian atau penafsir-

an sehingga roeuierlukan suatu siatim administrasi yang le - 

bih rumlt.

Negara kita sebagai suatu negara yang sedang berkembang -

tidak luput dari kepincangan dalam penerimaan pajak lang -

sung dan pajak tidak langsung.

TABEL 3

PEKK3MANGAN PENERIMAAN PAJAK LANGSUNG DILUAR MIIIYAK 

DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA

1975/1976 - 1980/1931 

( DALAM MILYAR RUPIAH )

Tahun Anggaran Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung

1975/1976 3^3,0 5*+o,5

1976/1977 *+27,2 725,0

1977/1978 562,6 880,5

1978/1979 687,6 1.079A

1979/1980 768,3 1.160,1

19B0/1981 
£ APBNJ

999,6

Sumber s Nota Keuangan dan APBN 1990/19B1

Penerimaan pajak langsung diluar minyak tersebut - 

penerimaan dari Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, Pajak - 

Kekayaan dan MPO*
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Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak lang -

sung salah satu usaha yang dilaksanakan Ialah dengan In - 

tensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapat­

an Usahawan ( PPd Usahawan ), Bahwa PPd Usahawan merupa - 

kan salah satu jenis pajak langsung maka setiap adanya 

penintfkatan penerimaan PPd Usahawan akan berpengnruh pada 

jumlah penerimaan pajak langsung.

Menurut keyakinan penulis, bila intensifikasi dan 

ekstensifikasi pemungutan PPd Usahawan dilaksanakan de - 

ngan sungguh-sungguh maka hasil penerimaan pajaknya masih 

dapat lebih ditingkatkan lagi.Berdasarkan pendapat Prof. 

DH. Sumitro Djojohartikusumo yang menulis dalam bukunya

sebagai berikut :

...Dengan perbaikan organisasi dan tata usaha pemerin- 
tahan dan penambahan kegiatan atas pemungutan pajak - 
pajak yang ada sekarang, masih banyak yang dapat dica- 
pai,Mungkin dapat diperoleh tambahan pendapatan sampai 
200% dari jumlah yang ada dewasa ini, jika cara pemu - 
ngutannya dan undang-undang yang ada serta hukuman-hu­
kuman dilaksanakan secara efektif. Segala sesuatu ha­
rus dilaksanakan atas penyempurnaan organisasi alat - 
alat pemerintahan, 1

Pengelolaan pemungutan pajak negara di J*awa Timur 

dilaksanakan oleh Kantor-Kantor Inspeksi Pajak dalam

Ungkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa 

Timur ialah, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara, Kantor

^Sumitro Djojohadikusu/no, Ekonoroi Pemhangunan , PT 
Pembangunan, Jakarta, I960, hal, 301,

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



7

Inspeksi Pajak Surabaya Selatan, Kantor Inspeksi Pajak 

Surabaya Timur, Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, Kantor 

Inspeksi Pajak Madiun, Kantor Inspeksi Pajak Kediri,Kantor

Inspeksi Pajak Malang, Kantor Inspeksi Pajak Jember dan
\

Kantor Inspeksi Pajak Bojonegoro.

Dalam menunaikan kewajibannya para _ 'petugas, pajak 

baik dibidang administrasi maupun dibidang tekhnis telah di- 

beri pedoman pelaksanaan antara lain dengan Pedcman Induk 

Tata Usaha Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, 

Pedcman Induk Tata Usaha Dinas Luar, ‘Pedoman Induk Tata 

Usaha Penerimaan Pajak dan Pedoman Induk Pengolahan Data. 

Agar supaya pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan 

dengan baik dan dapat memberikan hasil 3eperti v yang di- 

harapkan, diambil langkah - langkah penertiban yaitu yang 

dlkenal dengan Panca Tertib Direktorat Jendral Pajak yang 

meliputi Tertib Organisasi, Tertib Kepegawaian, Tertib 

Administrasi, Tertib Prasarana dan Tertib Operasionil.

Untuk menciptakan iklim perpajakan yang segar dengan 

ditetapkan tarip Pajak Pendapatan yang terus turun setiap 

tahun disatu pihak dan dilain pihak dituntut peningkatan 

penerimaan Pajak Pendapatan, maka agar dua sasaran dapat 

berjalan selaras diperlukan iesungguhan kerja para, petugia 

pajak, dan dengan'.intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak 

Pendapatan diharapkan sasaran tersebut dapat tercapai.

Sejauh mana hasil yang telah dicapai di Jawa Timur
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dapat diketahui dari analisa realisasi penerimaan pajak - 

Pendapatan dan dari pertambahan Jumlah Wajib Pajak yang - 

akan dibahas dalam skripsi ini*

Dalam pembaha3an selanjutnya akan diketahui pula sampai 

fcerapa jauh peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap ~ 

pajak negara yang dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak 

di Jawa Timur*

Masalah pajak tidak hanya menyangkut petugas pajak 

saja tetapi Juga menyangkut masyarakat Wajib pajak.

Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak 

Pendapatan Usahawan ini, diperlukan kesadaran yang tinggi 

dari setiap wajib pajak, dalam memenuhi kewajibannya untuk 

melunasi pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh berupa 

pendapatan, berdasarkan atas perundang - undangan yang ber­

laku, karena tanpa ada kesadaran masyarakat wajib pajak 

itu sendiri, mustahll usaha tersebut dapat berhasll dengan 

baik*

Betapapun besarnya potensi pajak yang ada dalam 

suatu wilayah, tidak banyak artinya bagi penerimaan negara 

bila pemungutannya tidak dilakukan dengan cara efektif 

dan effislen.

2. Pen.lelasan Judul

Judul skripsi INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI 

PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN . USAHAWAN DALAM ;RANGKA PE - 

NINGKATAK ' PENERIMAAM PAJAK NEGARA DI JAWA TIXUR, menurut
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penulis maksudnya adalah sebagai berikut i

- Intensifikasi Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan 

ialah semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang dipungut 

dari Wajib Pajak Pendapatan Usahawan yang sudah ada 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan 

ialah semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan dengan cara 

memperoleb tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan 

baru dan potenslil, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

- Pajak Pendapatan Usahawan ialah pajak yang dipungut 

ata# suatu pendapatan yang berasal dari golongan 

sumber usaha.

- Pajak negara ialah pajak yang pemungutannya dilaku- 

' kan oleh Pemerintah Pusat.

- Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak negara di 

Jawa Timur maksudnya ialah bahwa dengan peningkatan 

penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan tersebut akan 

dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak negara 

yang dipungut di Java Timur0

Secara ke3eluruhan maksud dari judul tersebut ada­

lah semua usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan
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penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang diperoleh dari 

hasil pungutan pajak terhadap Wajib Pajak Pendapatan 

Usahawan yang sudah ada maupun dari adanya tanbahan Wajib 

Pajak Pendapatan Usahawan baru yang potenslil sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan dapat mempengaruhi 

besarnya penerimaan pajak negara yang peraungutannya di­

lakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral 

Pajak di Jawa Timur.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sumber dana dalam negeri yang utama dalam pembiaya­

an pembangunan yang dilaksanakan oleh Peiaerintah berasal 

dari pajak.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang terus me-
«

ningkat, dana yang diperlukan untuk pembiayaannya juga 

meningkat, dengan demlkian dituntut adanya penerimaan - 

pajak yang terus meningkat.

Berhagai usaha telah dilakukan oleh Direktorat. - 

Jendral Pajak yaitu instansi yang di tugas lean mengelola 

penerimaan negara dari sektor pajak, dalam usahanya me­

ningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, yaitu dengan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

Pemilihan judul di dasar kan pada penga.ua tan , bahwa 

jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan merupakan wajib 

pajak yang terbesar dibandingkan dengan jeni3 vajib pajak
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lainny-i, dan potensi Pajak Pendapatan Usahawan cukup besar 

dan dapst dikembangkan.

Masalah pajak tidak hanya menyangkut petugas pajak saja.- 

tetapi menyangkut kita semua, oleh karena itu pembahasan 

maaalah ini selalu menarik, dan data yang diperlukan untuk 

mendukung analisa cukup tersedia,

Hal - hal tersebut diatas yang mendorong penulis metnilih 

judul INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN 1?AJAK - 

PENDAPATAN USAHAWAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEHERIMAAN - 

PAJAK NEGARA DI JAUA TIMUR.

*f. Tuluan JPen^sunaa

Tujuan dari pada penyuaunan skripsi ini adalah ke­

inginan untuk membahas permasalahan yang tirabul khususnya 

dalam bidang pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, dengan 

bekal teori - teori yang telah didapat dari Fakultas Bconomi 

Universitas Airlangga, dan untuk memberi pendapat atau 

peraiklran kepada para petugas pajak dan pembaca dengan 

jalan memecahkan masalah yang timbul pada usaha penlngkat- 

an penerimaan pajak dengan meneliti sampai berapa jauh 

pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai melalui usaha 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapat 

an Usahawan.

Slstimatlka Skripsi

Sistimatika skripsi disusun sebagai berikut t
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BAB I. Merupakan Bab Pendahuluan yang oerisi gambaran - 

umum yang menyelurah tentang is! skripsi ini, di­

mana memuat penjelasan judul, alasan pemilihan 

judul, tujuan dari penyusunah, serta metodologi 

yang dipakai untuk menyelesaikan skripsi ini.

BAB II. Bab ini membahas tinjauan umum tentang Pajak 

Pendapatan.

Pembahasan disini bersifat teoritis yang ada kait 

annya dengan masalah maupun judul skripsi, antara 

lain tentang pengertian dan dasar pemungutan &jak 

Pendapatan, saat timbulnya hutang pajak dansistim 

pemungutan Pajak Pendapatan,

BAB III, Dalam bab ini dibahas pelaksanaan p.etaungutanIfcjak 

Pendapatan Usahawan di Java Timur, mangetengahkan 

masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan pe­

laksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan - 

dan haail usaha peningkatan pemungutan Pajak - 

Pendapatan Usahawan antara lain tentang organ! - 

sa3i pelaksana, kegiatan - kegiatan dalam rangka 

pemungutan* Pajak Pendapatan Usahawan dan basil 

U3aha peningkatan peningkatan Pemungutan Pajak 

Pendapatan Usahawan di Jawa Timur, serta hanbat - 

an - hambatan yang dijunpai dalam pelaksanaannya.

BAB IV, Dalam bab ini mengetengahkan tentang peranan in - 

tensifikasi dan Eskten3ifikasi '//ajib Pajak
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Pendapatan Usahawan dalam rangka meningkatkan 

penerimaan pajak melalui kebijaksanaan beban pa­

jak yang semakin menurun, intensifikasi dan ek - 

stensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usaha -

wan 9ebagai pemerataan pendapatan dan pemerataan 

beban pembangunan dan mengenai prospek ekstensi­

fikasi jumlah Wajib Pajak pendapatan dengan sis­

tim Plot Design.

BAB V. Bab ini adalah bab KesimPulan da« Saran, yang me- 

rupakan bab terakhir dari skripsi ini.

Dalam kesimpulan memuat pengujian hipotesa, dan 

berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah 

diadakan diambil kesimpulan yang mencakup materi 

skripsi.

Didalam saran diutarakan popok - pokok pemikiran 

sebagai hasil dari pada pemecahan masalah yang 

menyangkut intensifikasi dan ekstensifikasi pe­

mungutan Pajak Pendapatan Usahawan di Jawa Timur. 

6. Metodologi

6.1. Permasalahan.

Yang menjadi perraasalalian adalah bahwa realisasi 

penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang berhasil dipu - 

ngut di Jawa Timur selama ini belu’n sesuai dengan potensi 

yang semestinya .

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
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negara di Jawa Timur, antara lain dapat dilaksanakan mela- 

lui U3aha meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Pendapat 

an Usahawan, karena penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan - 

masih rendah dan masih dapat dltingkatkan lagi, sehingga - 

penerimaan pajak negara dapat meningkat lebih besar lagi*

6.2. Hipotesa Kerja.

Sebagai dasar pembahasan pertnasalahan dalam skripsi 

ini dipakai hipotesa kerja sebagai berikut ;

Apabila pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemu­

ngutan Pajak Pendapatan Usahawan dltingkatkan terus dengan 

penyerapumaan aparatur perpajakan secara kwantitatip mau - 

pun kwalitatip maka realisasi- peneri-naan Pajak Pendapatan 

Usahawan akan dapat lebih meningkat lagi dalam rangka pe - 

ningkatan penerimaan pajak negara yang dipungut di Jawa - 

Timur,

6.3, Scope Analisa.

Agar skripsi ini pembahasannya dapat mendalam, maka 

scope analisanya dibatasi pada masalah Intensifies! dan - 

ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendpatan Usahawan yang di 

pungut di Jawa Timur oleh Kantor Inspeksi Pajak dalam ling 

kungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa 

Ti mur.

Analisa dibatasi pada pengaruhnya terhadap masyarakat wajib 

pajak dan penerimaan pajak negara khususnya yang dipungut 

oleh Kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah 

VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur.

1 *4-
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6 A .  Prosertur Pengumpulan dan Pengolahan Data,

6.W.1. Prosedur Pengumpulan Data,

Data primair diperoleh melalui cara wawancara de -

ngan para pejabat dan petugas di Kantor Inspeksi Pajak -

Surabaya Utara, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan ,

Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur dan Kantor Wilayah VI

Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur di Surabaya,

Dilain pihak juga mengadakan wawancara dengan para

Wajib Pajak Pendapatan Usahawan pada waktu meiakukan pem­

bayaran pajak maupun di terapat usahanya untuk memperoleh 

ke3an maupun pendapat yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pemungutan pajak.

Data sekundair diperoleh dengan studi kepustakaan
i

melalui literatur-literatur, moj#alah-raajalah yang berhu - 

bungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi, dan la- 

poran-laporan tentang realisasi maupun rencana penerimaan 

pajak.

6;^,2. Prosedur Pengolafc&n Data.

Untuk pengolahan data, sistim analisa yang dipakai

ialah s

a. Analisa Statistik,

Dalam analisa statistik ini yang dipakai adalah metode 

statistik diskriptip karena data yang diperoleh sebagi- 

an besar adalah data kwantitatip yang didapat dari su­

atu instansi pemerintah.
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b. Analisa komperatip.

Anallsa konperatip Ini ialah dengan membandingkan data 

dari tahun ke tahun dari -tempat yang sama atau dengan 

tempat yang berbeda.

Dengan memperoleh data yang relevan dan ada hubungannya 

satu sama lain dari penelitian-penelitian tersebut, maka

data yang telah terhimpun mula-mula disusun kemudian dije

laskan serta dianalisa dan akhirnya diambil suatu kesim -

pulan.
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TINJAUAN UMUM XENTANG PAJAK PENDAPATAN

1. Pengertian Pa.iak Pendapatan Dan Dasar PemunEutan Paja_k 

Pendapatan

Sebelum mulai membicarakan pengertian Pajak Pendapat 

an dan dasar pemungutan Pajak Pendapatan, terlebih dahulu.= 

akan diutarakan difinisi atau pengertian pajak.

Banyak literatur telah mengemukakan dlfinisi pajak diantara 

nya difinisi dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, sebagai - 

berikut i

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara ( peralihan 
dari sektor partikelir ke sektor pemerintah ) berdasar 
kan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada men- 
dapat jasa timbal ( tegen prestatie ) yang ‘larTgsung - 
dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pe­
ngeluaran umum ( publieke uitgaven ) 1

Dari difinisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan ;

a. Pembayaran pajak masuk ke kas negara

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang, dapat di - 

paksakan tanpa mendapat jasa timbal yang langsung dapat 

ditunjuk.

c. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Jelas bahwa pajak dapat dipaksakan, karena apabila hutang - - 

pajak tidak dibayar, hutang pajak tersebut dapat ditagih -

BAB II

^Rochmat Soemitro, Dasar Dasar Hukum Pajak Danfojak 
Pendapatan 19**4« PT Eresco, Bandung, 1977* hal, 22

17

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



13

dengan menggunakan kekerasan, urnpanya rnelalul surat paksa, 

sita dan apabila perlu diteruskan dengan penyanderaan.

Kalau ditinjau lebih lanjut,difinisi tersebut me- 

ngandung art! bahwa pajak dikenakan pada sektor swa3ta 

saja. Menurut pendapat penults hal ini tidak benar, karena 

pajak tidak hanya dikenakan pada sektor swasta saja tetapi 

kepada-perusahaan-perusahaan milik nepara juga dikenakan 

pajak misalnya Perusahaan Negara, Persero, Perusahaan Da­

erah, Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum.

Difinisi lain ialah dari Prof, Dr. P.J.A, Adriani, 

Guru Besar untuk Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam - 

menyatakan "pajak adalah suatu pungutan yang diadakan oleh 

Negara dengan jalan paksaan yuridis untuk menutup pengelu- 

aran tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk" 2

Selanjutnya Seligman menyatakan bahwa pajak adalah 

"a compulsary contribution from the person to the govern­

ment to defray the expenses incures in the common interest 

of all without reference to special benefits confered" ^

Jadi menurut Seligman, pajak adalah suatu kontribu- 

si yang dipaksakan kepada rakyat1 oleh Pemerintah untuk 

membiayai semua kepentingan bersama tanpa adanya suatu

2
Soedargo, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , N.V. 

Eresco, Bandung 19oh-, hal. 1

^E.R.A. Seligman, Essays in Taxation,the Macmillion 
Company, New York 1925, hal7 *+32
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pertlmbangan yang ditunjuk untuk special benefits.

Jecara administratip dan ekonomis pajak dapat di - 

bedakan menjadi dua golongan yaitu :

1. Pajak lannsung.

Pajak langsang dalam arti administratip ialah :

a) mempunyai kohir, (kohir adalah tindasan surat ke - 
tetapan pajak yang rnemuat nama dan alamat wajib - 
pajak, besarnya pajak, hari-hari pembayaran, besar 
nya angsuran, tahun pajak dan nomer ketetapan. 
Kohir ini diairapan di Inspeksi Keuangan dan menja­
di dasar penagihan dan segi-segi pembayaran dile - 
katkan pada kohir itu). Walaupun sebenarnya kohir 
itu merupakan tindasan dari surat ketetapan pajak, 
tapi pada hakeftatnya hal itu sebaliknya, karena - 
kohirlah yang terpenting, dan kohir inilah yang di 
tetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.

b) dikenakan berulang-ulang pada waktu yang tertentu 
(periodik) umparaa tiap-tiap tahun,*

Pajak langsung dalam artl ekonomia yaitu "pajak -

yang harus dipikul oleh wajib pajak sendiri dan tidak bo-

leh dilirapahkan kepada orang lain11 '

Yang termasuk dalam golongan pajak langsung umpamanya, Pa 

jak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan*

2. Pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung dalam arti kata administratip 

yaitu pajak yang tidak berkohir dan tidak dikenakan seca- 

ra berulang-ulang.Pengenaannya hanya kalau terjadi peris- 

tiwa-peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

^Rochmat Soemitro, op ci\ hal, 26

5 m i
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Dalam arti ekonorais pajak tidak langsung ialah pajak yang 

dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Yang termasuk dalaa golongan pajak tiiak langsung antara 

lain ialah Pajak Penjualan, Bea Meterai dan 3ea Lelang.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak, 

pajak langsung dan pajak tidak langsung, selanjutnya akan 

dibicarakan mengenai Pajak Pendapatan yaitu.pajak yang ter 

masuk dalam golongan pajak langsung,

Pajak Pendapatan ialah suatu pajak yang dipungut - 

atas suatu pendapatan, yang diatur pertama kali dengan 

Inkomsten Belas ting 1932 yang kemudian pada zanan penjajah- 

an J«pang, prdonanai tersebut masih tetap dinyatakan ber­

laku. Pada waktu itu Belanda mengundurkan diri ke Australia 

dan raenyusun konsep ordonansi dan diumuokan dalam Lemia ran 

Negara 19W1* No 17, serta dinyatakan berlaku sejak Januari 

19*+?, meskipun saat itu Belanda masih di Australia* 

Bersamaan dengan itu dicabutlah olehnya Inkom3ten Belas ting 

19 32.

Ordonansi yang baru tersebut secara materiil baru berlaku 

pada tanggal 1 Januari 19*+6 dengan nama Oorlags Belastln:g 

19^.

Pada waktu Republik Indonesia merJeka pada tanggal 

17 Agustus 19^5, Oor^ogs Bel.astl.ng 1 9 ^  berlaku di daerah 

Hindia Belanda yang dikuasai Eelanda, sedang daerah dLbavrah 

pemerintahan Republik Indonesia tetap berlaku Inkomsten.
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Eelasting 1912 . Di tahun 19̂ +6 Oorlogs Belastin.̂  19*+̂  di - 

ganti nama dengan Overgangs Belastinq 19 W  (pajak peralih- 

an 19^0. Pada tahun 19*+9, saat penyerahan kedaulatan oleh 

Republik Indonesia dinyatakan berlaku Ordonansi Overhangs 

Belasting 19^, yang kemudian dengan Undang - Undang No 21 

tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No, *fl nama diganti men­

jadi Pajak Pendapatan 19M* atau yang terkenal dengan nama 

Ordonansi Pajak Pendapatan 19M+, yang berlaku sampai saat 

ini, dengan perubahan dan tambahan yang terakhir padatahun 

1970 dengan Undang - Undang No, 9 tahun 1970,

Dalam melaksanakan pungutan Pajak Pendapatan,selalu 

berpegang pada Ordonansi Pajak Pendapatan 19Mf, yang telah 

mengatur mengenai subyek, obyek juga tata cara didalam pe- 

mungutannya, meskipun untuk tata caranya sendiri pada tahun 

1967 dengati Undang-Undang No. 6 telah dilaksanakan tata cara 

baru yaitu dengan MPS dan MPO, hanya saja ketentuan tata 

cara lama dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1 9 ^  sen - 

diri belum dicabut,

1,1, Subyek Pajak Pendapatan.

Subyek Pajak Pendapatan dapat dijumpai pada Ordonan­

si Pajak Pendapatan 19Mf pasal 1 (1) yang isinya 

"Dengan nama Pajak Pendapatan dipungut suatu pajak atas - 

pendapatan^ pajak mana dikenakan terhadap orang-orang yang 

bertempat tinggal di Indonesia'1 ^

6Ibid hal. 25*+
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Dari bunyi pasal 1(1) tersebut jelaa bahwa subyek Pajak 

Pendapatan adalah ;

a. Orang pribadi,

b. bertempat tinggal di Indonesia,

Orang pribadi dimaksudkan ialah orang atau manusia 

yang terdiri dari daging, tulang dan darah, tetapi tidak - 

lah semua orang di kenakan pajak, misalnya seorang wanita 

kavin sejak awal tahun takwim adalah orang pribadi, namun 

mereka tidak dikenakan pajak sendiri, tetapi suaminya yang 

dikenakan pajak atas gunggungan pendapatan dari suami dan 

istri, seperti tersebut pada pasal 6(1), kecuali wanita - 

kawin yang memperoleh pendapatan khusus dari pada dirinya 

sendiri. Ketentuan ini terdapat pada pasal 6(lO,

Juga terhadap anak-anak yang belum cukup umur,pajak 

nya dikenakan pada orang tuanya atau kepada walinya0

Disamping itu meskipun dengan syarat azas timbal 

balik, tidak juga dikenakan pajak atas orang pribadi yang 

tersebut dalam pasal 9 huruf a, yaitu kepada Wakil Diploma 

tik, Konsuler dan lain-lain wakil negara asing dan orang 

yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal ber- 

sama mereka,, asal mereka bukan warga negara Indonesia, dan 

tidak meiakukan pekerjaan atau perusahaan,

Pembebasan juga diberikan kepada pegawai sipil dan 

militer angkatan perang negara asing ( pasal 9 huruf b)dan 

kepada wakil-wakil organisasi internasional yang ditunjuk 

Menteri Keuangan (pasal 9 huruf a).
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S^feagai syarat kedua bahwa orang pribadi tersebut 

harus bertempat tinggal di Indonesia.

Penentuan tempat tinggal adalah penting untuk memastikan 

apakah seseorang dikenakan pajak. Inspeksi Pajak yang ber- 

wenang mengurus pajaknya ialah Inspeksi Pajak didaerah 

mana seseorang bertempat tinggal pada awal tahun takwim*

Dapat dimengerti bahwa subyek Pajak Pendapatan me - 

nurut pasal 1(1) Ordonansi Pajak Pendapatan 19^, hanyalah 

orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.

Tetapi bila diteliti lebih lanjut pasal-pasal yang termuat 

pada Ordonansi ini, selain seperti tersebut terdahulu,juga 

terhadap Orang-orang yang bertempat tinggal di luar negeri 

dan warisan yang belum dibagikan, dapat dijadikan subyek 

Pajak Pendapatan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 2 (1 ) 

dan pasal 2a (3).

Pasal 2 (1) berbunyi sebagai berikut ;

(1) Pajak Pendapatan dikenakan juga pada orang - orang 
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang;
a. memperoleh hasil dari barang-barang tak gaj*ak - 

yang terletak di Indonesia atau hak yang ter­
ikat pada barang tak gerak; 

b„ mempunyai hak atas hasil dari piutang yang, ■ 
pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang tak- 
gerak itu;

c. melakukan sendiri pekerjaan (termasuk pekerjaan 
dalam hufcungan perburuhan) atau perusahaan di- 
Indonesia atau melakukannya oleh wakil' atau.ku~ 
’s sanya;

d#, dengan cara lain daripada yang dimaksud pada,7 *■ 
huruf c, akan tetapi tidak berdasarkan suatu - 
perjanjian kerja yang berjalan,menarik keuntung- 
-an dari pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam 
hubungan perburuhan) atau perusahaan yang di­
lakukan d± Indonesia, kecuali jika keuntungan *
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itu dikenakan atau akan dikenakan pajak per - 
seroan; *

e. mempunyai hak atas gaji, gaji cuti,uang tunggu, 
j sokongan, pensiun dan lain-lain upah yang ter- 
ikat pada meiakukan sesuatu Jabatan atau pe­
kerjaan dan dibebankan pada keuangan urtum 
Indonesia, dan atas pensiun yang dibebankan*^. 
pada perusahaan yang dilakukan di Indonesia 7

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahva orang-orang yang 

bertempat tinggal diluar negeri dapat dljadikan subyak - 

Pajak Pendapatan asal mempunyai penghasilan dari' salah - 

satu atau lebih sumber - sumber pendapatan seperti ter­

sebut pada huruf a sampai dengan e pasal 2 (1) tersebut di- 

atas, atau lebih singkatnya bilamana mempunyai .hubungan - 

ekonomis dengan Indonesia,

Selanjutnya varisan yang belum dib^gikan dapat dijadikan- 

subyek Pajak Pendapatan,, Ketentuan ini, tercantum pada pasaL 

2a (3) yang bunyinya "Selama suatu warisan belum terbagi, 

maka warisan itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak -
Q

sebagai ganti mereka yang berhak"

Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari terlepasnya hasil 

hasil yang timbul dari warisan -warisan selama belum ter- 

bagi dari jangkauan Pajak Pendapatan, sebab mungkin sekali 

warisan tersebut dengan berbagai bentuk akan memberikan - 

bermacam - macam hasil.
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Namun dalam pelaksanaannya dltemui kesulitan, sehingga 

dalam praktek pengenaan Pajak Pendapatan atas hasil-hasil 

dari warisan jarang sekali dilakukan.

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa subyek Pajak Pen­

dapatan dengan memperhatikan pengecualian yang terdapat di
«

pasal 6 (1) dan pasal 9 huruf a, b dan c adalah s

1. Orang-orang pribadi yang bertempat tinggal di 

Indonesia.

2. Orang-orang pribadi yang bertempat tinggal diluar negeri 

yang mempunyai hasil dari sumber - sumber pendapatan ter 

sebut pada pasal 2 (1) huruf a sampai dengan e.

3. Warisan yang belum terbagi.

1.2. Obyek Pajak Pendapatan.

Setelah kita ketahui subyek Pajak Pendapatan 

penulis ketengahkan obyek dari Pajak Pendapatan, kar&na 

pemungutan Pajak Pendapatan atas sesuatu subyek bai*ulafi 

dapat dilakukan bilamana subyek itu juga memiliki obyek 4: 

sebagaimana disebutkan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan - 

19^f.

Obyek Pajak Pendapatan ialah pendapatan, sedang pengertian

pendapatan dalam Ordonansi dapat dltemui pada pasal 2b (1)

dan (2), yang berbunyi sebagai berikut s

(1) Dengan pendapatan dimaksud gunggungan jumlah uang 
atau nilai uang yang selama tahun takwim diperoleh 
seseorang sebagai hasil dari :
a. usaha dan tenaga,
b. barang tak gerak,
c. harta gerak,
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d. hak atas bayaran berkala.

(2) Sebagai pendapatan dimaksud juga tambahan harta 
yang ternyata dalam tahun takwim, kecuali jika hal 
sebaliknya dlbuktikan oleh wajib pajak. 9

Bahwa setiap hasil yang diperoleh dari keempat sumber

pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang dapat dikena

kan Pajak Pendapatan. Sedangkan terhadap wajib pajak yang

sumber - sunber pendapatannya tak jelas dan tidak djketahui,

bahwa ada tambahan harta dalam suatu tahun takwim, maka -

tambahan harta tersebut dianggap sebagai pendapatan yang

wajib dikenakan pajak, kecuali dapat dlbuktikan sebaliknya

oleh vajib pajak.

Bila ditinjau lebih lanjut pada pasal 2b (1) tersebut dapat 

ditemui tiga buah prinsip*

a« Dalam menghitung pendapatan seseorang, dianut prinsip 

stelsel' riil* Terlihat dari kata - kata jumlah uang atau 

nilai uang yang selama tahun takwim diperoleh.

b. Dalam menghitung pendapatan berprinsip pada teori sumber, 

yaitu hanya hasil dari sumber yang tersebut pada pasal 

2b (1) huruf a, b, c dan d dianggap sebagai pendapatan.

c. Dalam menghitung pendapatan berprinsip pada kompensasi 

horlzoqta^, dimana hasil negatip dari suatu golongan 

sumber dapat diperhitungkan dengan hasil positip golong­

an sumber lainnya, yang dalam pasal tersebut diwujudkan 

dengan kata " gunggungan jumlah" .

9Ibid, Hal. 2?6
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\ emak.iiun- kuta-kata '’gungg.in.;un ju'ilRir' ^ebenarnya tiuak - 

tepat karena dua <ata dipaVii pada satu kalimat yan/ nrli- 

nyu sama. Cunggungan beras.-il dari bahasa Ja.va dari kata - 

gunggung yang artinya menurut W.J.3. PoerwadarmAnta dalam 

bukunya y£ng berjudul Kamus Umuin Bahasa Indonesia yaitu :

11 gunggung r JW Jumlah, sejumlah, sebanyak ” 10

Yang perlu dilngat bahwa adanya hasil yang dianggap

bukan sebagai pendapatan seperti tersebut pada pasal 3 hu­

ruf c, d, e, f, g, h, j, k, n, o, dan p yang berarti hasil 

tersebut tidak dikenakan pajak (11 hat Larnpiran II),

Dengan uraian siapa subyek serta apakah obyek Pajak 

Pendapatan, tetapi perlu diperhatikan bahwa tAdaklah semua 

subyek Pajak Pendapatan haru3 membayar pajak, juga sebalik- 

nya belum tentu semua obyek Pajak Pendapatan dapat dikena­

kan pajak. Tejasnya seseormg baru dapat dikenakan Pajak - 

Pendaputari bila memenuhi syarat-syarat yaitu kewajiban p.j- 

jak subyektif dan kewajiban pajak otyektif.

Kewjjiban najak subyektif adalah kewajiban najak yang mn^c 

kat pada subyeknya, jadi dalam Pajak Pendapatan ialah oran£ 

pribadi yUng tinggal di Indonesia, atau orang yan^ tin'gal 

diluar nef*eri yang mempunyai hubun.-jan ekonomis dengan Indo­

nesia dan warisan yang belum terbagi,

Kewajiban pajak obyektif yaitu kewajiban pajak yang mrlekit 

pada obyeHnya, rtjsini adalah pendapatan itu sendiri, oenda-

1r)
W. J.»S. PoerwadarmAnta, Kamus Urn am Bahasa Indonesia, 

Cetakan kt=} IV,PII Balai Pus taka. Jakarta 19 hal. }>??-.
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patan mana yang melebihi batas pendapatan bebas pajak,bagi 

orang yang tinggal di Indonesia. Bagi orang yang tinggal 

diluar negeri kewajiban pajak obyektif ada bilainana mem - 

punyai pendapatan dari surnber-sumber tertentu di Indonesia, 

terhadupny-a tidak diber]akukan pengurangan berupa bet an 

perorangan maupun batas pendapatan bebas pajak,

2. ffaat Timbulnya Hutang Pajak

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jendral Pajak 

tidak dapftt terlepas dari persoalan hutang pajak pada umum- 

nya dan Pajak Pendapatan pada khususnya,

Berhasil tidaknya Direktorat Jendral Pajak mengemban tugas 

yang dibebankan kepadanya sangatlah tergantung bagaimana - 

mereka menetapkan pajak, raenagih hutang pajak kepada masya­

rakat, Tefttu saja peranan masyarakat sendiri tidak dapat 

dilepaskan,

Apabila dibandingkan dengan hutang biasa, dalam penagihan 

hutang pajak, negara mempunyai hak lebih, karena terhadap 

hutang pajak dapat dilakukan penagihan dengan paksa secara 

langsung dan dilindungi oleh hukum, misalnya dapat meiaku­

kan penagihan dengan surat paksa, slta dan dapat pula di - 

teruskan dengan pelelangan, bahlcan bila perlu dapot mela - 

kukan penyanderaan.

Untuk meiakukan rangkaian tindakan penagihan tersebut sa - 

ngatlah penting mengetahui saat timbulnya hutang pajak. 

Terhadap $aat timbulnya hutang pajak terdapat dua ajaran 

yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.
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Menurut ajaran materiil hutang pajak timbul bukan karena r 

ketetapan oleh fiscus, melainkan karena undang - undang. 

Pendapat ini disokong oleh Prof0 Adriani, juga dibetulkan 

Hoge Raad sebagai hakim tertinggi di Nederland dalam soal 

pajak.

Oleh undang - undang timbulnya hutang pajak dihubungkan - 

dengan suatu tatbestand yang dapat berupa %

1. keadaan, misalnya barang siapa yang pada tanggal 1 
Januari dari suatu tahun, memiliki kekayaan bersih 
melebihi batas kekayaan bebas pajak dikenakan Pajak 
Kekayaan,

2* peristiwa. bilamana terjadi suatu peristiwa kemati- 
an, kemudian terjadi perpindahan barang tak gerak , 
sebagai warisan, maka atas warisan ini terhutang bea 
warisan.

3. perbuatan, biasanya tatbestand berupa perbuatan,ini 
terkena Pajak Tidak Langsung seperti, cukai minuman 
keras, Pajak Penjualan Import atas pemasukkan baraig 
datfi luar negeri kedalam daerah pabean0 H

Menurut ajaran tersebut bahwa hutang pajak timbul semata - 

mata oleh karena undang - undang dan bukan karena tindakan 

Kepala Inspeksi Pajak yang berwenang menetapkan pajak,dalza 

bentuk surat ketetapan pajak#

Bila kemudian dikeluarkan surat ketetapan pajak, fungsinya 

hahya sebagai pemberitahuan tentang besarnya hutang pajak, 

dan kapan hutang pajak itu harus dibayar® Kemungkinan dapat 

terjadi surat ketetapan pajak dikeluarkan saat mana wajib 

pajak sud&h meninggal, menurut ajaran ini surat ketetapan 

pajak tersebut tetap dianggap sah, sedang hutang pajaknya

^Sintoso Brotodlhardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 
Cetakan ke VI, Eresco Bandung.Jakarta, i-97'1 Hal. 51

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



30

beralih kepada ahli warisnya,

Sedang menurut ajaran formil bahwa saat timbulnya hutang 

pajak ialah saat dikeluarkannya ketetapan pajak oleh Kepala 

Inspeksi Pajak* Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan pada 

segeorang yang telah meninggal dianggap tidak sah, dengan 

sendirinya hutang pajak seperti ini tidak dapat berpindah 

kepada ahli warisnya0

Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi 

Pajak, terhadap wajib pajak yang masih hidup berfuneSi 

sebagai :

a. menentukan saat timbulnya hutang pajak,

b. menentukan besarnya hutang pajak,

c. menentukan kapan hutang pajak harus dibayar.

Kedua ajaran tersebut diatas saling bgr.tentangan. - 

dan sampai saat ini pertentangan itu masih berlarfgsung - 

terus,

Bila kita melihat pada ordonansi Pajak Pendapatan 19Mt,baiwa 

Pajak Pendapatan dikenakan pada ser.ua orang yang tinggal 

di Indonesia yang memperoleh pendapatan melebihi batas pen­

dapatan bebas pajak, dapatlah dikatakan bahwa kita menganut 

ajaran materiil,

3. Sistim' Pemungutan Pajak Pendapatan

Didalam melaksanakan pemungutan pajak suatu negara 

dapat memilih salah satu dari ketiga cara yang dikemukakan 

oleh Prof, Adriani dalam bukunya Het Belastinereht yang me-
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nyatakan

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang - 
terhutang sesuai dengan ketentuan undang -undang 
perpajakan, dengan cara pembayaran dapat dilaksana- 
kan lewat:
a, pemenuhan dengan Bea Meterai,
b, pemenuhan dengan pembayaran ke Kas Negara,
Fiscus membatasi diri pada pengawasan baik secara 
insidentil atau secara continue,

2. Terdapat kerja sama antara wajib pajak dan fiscus , 
yang dapat divujudkan dalara bentuk:
a« pemberitahuan secara sederhana oleh wajib pajak,
b. pemberitahuan secara lengkap dari wajib pajak.

3. Fiscus menentukan jumlah pajak yang terhutang secara 
sepihak, tanpa bantuan oleh wajib pajak, 12

Untuk mengetahui sistim yang dipakai di negara kita, perlu

ditlnjau kedua sistim yang pernah dipakai oleh Direktorat

Jendral Pajak, yang dikenal dengan sistim lama dan sistim

baru yaitu MPS MPO*

Menurut sistim lama, selama tahun berjalan oleh fiscus 

dikeluarkah surat ketetapan sementara secara masal, tanpa 

bantuan dari wajib pajak, dalam hal ini masuk pada golong- 

an 3<,

Setelah akhir tahun dalam ketetapan pajak akhir ( rampung) 

terdapat dua kemungkinan, yaitu bila wajib pajak memasuk - 

kan surat pemberitahuan berarti ada kerja sama antara flsciE 

dan wajib pajak, dengan demikian masuk pada golongan 2, 

Sebaliknya apabila tidak ada pemberitahuan dari pihak wajib 

pajak, pajak akan ditetapkan secara Jabatan oleh fiscus 

jadi termasuk pada golongan 3«

Lembaga Administrasi Perusahaan Fakultas Ekonomi- 
Universitag Trisakti Jakarta, Seminar Perpajakan, Janunu , 
Jakarta 1972 Hal. 59
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DemikianlHh tinjauan tentang sistim pemungutan Pajak Pen­

dapatan pada waktu dulu sebelum sistim baru dilaksanakan.

Sekarang kita beralih pada sistim baru yang berlaku 

di Direktorat Jendral Pajak, yaitu sistim KPS dan MPQ. 

Selama tahun berjalan, terdapat dua kemungkinan,tergantung 

pada apakah wajib pajak dalara hal ini memenuhi kewajiban^a 

secara baik sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang 

atau tidak.

Eilamana kewajibannya itu telah dipenuhi, berarti diterap- 

kan golongan 1, tetapi sebaliknya bila kewajibannya tidak 

dipenuhi, golongan 3 yang dipakai.

Demikian pula pada akhir tahun, pada penetapan .rampung - 

sistim MPS - MPO terdapat tiga macam kssmngkinan sebagai 

berikut s

a, Dipakai golongan 1 bila vajib pajak telah menghitung , 

menyetor dan melapor pajak yang terhutang sesuai dengan 

Undang - Undang.

b, Dipakai golongan 2, bila wajib pajak tidak memenuhi ke­

wajiban: seperti tersebut pada huruf a.

c, Bila wajib pajak sama sekali tidak meiakukan perliitung- 

an penjelasan serta pemasukan surat pemberitahuan akhir 

dipakailah golongan ke 3*

Jelas kiranya bahwa tidak mutlak suatu negara me - 

makai salah satu golongan saja dalam pemungutannya,,tetapi 

dapat memakai ketiga golongan itu bersama - sama,. hal -
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tersebut tergantung keadaan dan kebutuhannya.

3 ,1 * Sistim lama,

P a d a  permulaan tahun pajak oleh fiscus dikeluarkan 

suatu surat ketetapan pajak sementara secara sopibak ber - 

daearkan £erkiraan, Oleh karena ini harus cepat selesai di 

kerjakan eecara masal, bahkan untuk lancarnya penetapan se­

tiap wajib pajak dianggap mempunyai suatu kenaikan pendapat 

an yang standing, sehingga tidaklah mengherankan apabila 

jumlah ketetapan pajak tersebut kadang-kadang berbeda jauh 

dengan kenyataannya*

Ketetapan sementara ini mungkin terjadi hal-hal yang mem. - 

beratkan wajib pajak, karena ketetapan pajaknya jauh me - 

lebihi keadaan seroestinya.

Hal demikian dapat menurunkan disiplin pembayaran karena 

hal - hal sebagai berikut :

a, Bilamana oleh wajib pajak dirasa ketetapan ketetapan 

sementara terlalu tinggi, kemudian dengan bukti yang di 

miliki wajib pajak dapat membuktikan bahwa ketetapannya 

berada diatas pajak yang sebenarnya, tertukalah ke - 

raungkinan untuk mengajukan penundaan pembayaran*

b. Bahwa ketetapan sementara tersebut dikeluarkan secara 

sepihak oleh fiscus atas dasar perkiraan, yang sudah 

barang tentu sulit dapat mendekati keadaan sebenarnya, 

hal ini dapat menimbulkan perasaan tertekan bagi wajib 

pajak.
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c. Angsursm ketetapan sementara yang saraa besarnya, lebih- 

lebih bila ketetapan sementara dikeluarkan dalam bulan 

Juli atau sesudahnya dalam suatu tahun berjalan, hanya 

tersedia waktu untuk mengangsur selama lima kali. 

Kemungkinan jatuh tempo angsuran itu tidak selalu ber- 

tepatan dengan tersedianya likwiditas wajib pajak.

d. Aparatur pajak masih kurang jumlahnya sehingga tidak 

dapat meiakukan penagihan secara baik.

Apabila ketetapan sementara ditetapkan terlalu rendah dari 

keadaan sebenarnya, sehingga pada ketetapan rampung terla­

lu tinggi, maka disini wajib pajak akan raerasa keberatan 

dan wajibpajak tersebut cenderung mengajukan keberatan.

3.2. Tata Cara pemungutan MPS dan MPO

Sistim MPO lebih dnlu lahir apabila dibandingkan - 

dengan sistim MPS, yaitu pada tanggal 1 Mei 1966 di Kantor 

Inspeksi Pajak Palembang.

Ktadaan daerah ini sendirilah yang merupakan sebab muncul- 

nya gagasan pemungutan pajak dengan sistim MPO.

Didaerah ijii terdapat banyak petani yang memperoleh hasil 

dari penjualan hasil bumi seperti karet, kopi dan sebagai- 

nya.

Pada da3arnya para petani tersebut harus menrbayar r 

Pajak Pendapatan, tetapi untuk mengenakan pajak sesuai, .. -r 

dengan aturan yang terdapat pada Undang - Undang , tidak 

mungkin kafrena mereka jauh berada di desa-desa dimana
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komunikasi sangat sulit. Keadaan yang sama terjadi pula
►

pada para pengumpul hasil bumi yang tidak mempunyai tempat 

tinggal tetap.

Bilamana terhadap petani dan pengumpul hasil bumi 

sulit dikenakan pajak, tidak demikian bagi pengusaha yang 

membeli hasil bumi. Pada umumnya mereka terdiri dari pe - 

dagang exportir dan pedagang lokal yang mempunyai tempat 

tinggal tetap sert'a jumlahnya relatip sedikit.

Timbullah suatu gagasan untuk memanfaatkan pengusaha 

pembeli hasil bumi dengan menunjuknya sebagai pemungut 

pajak pada rekanan yang mengadakan transaksi dengannya. 

Gagasan ini kemudian disampaikan kepada para pengusaha me- 

lewati rausyawarah dan akhirnya tercapai lessesuaian paham 

bahwa para pengusaha diberi wevenang untuk meraungutkan - 

pajak rekanan yang mengadakan transaksi, sebesar persen - 

tase tertentu dari nilai transaksi, yang kemudian terkenal 

dengan nama MPO.

Jelfis disini bahwa MPO bukan merupakan jenis. pajak 

melainkan merupakan tata cara atau sistim pemungutan pajak, 

baik untuk Pajak Pendapatan Usahawan maupun Pajak Persero­

an. Secara resmi sistim MPO mulai berlaku pada tanggal 1 - 

April 1967 dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak 

tanggal 22 Maret 1967»

Kurang lebih dalam waktu lima bulan sejak berlaku - 

nya sistim MPO, yaitu pada tanggal 26 Agustus 1967,setelah 

pengesahan Undang - Undang No08 tahun 1967, tentang per -
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ubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pen - 

dapatan 19M+, Pajak Perseroan 1925, Pajak Kekayaan 1932 , 

barulah sistim MPS berlaku, sedangkan sistim MPO yangtelah 

berlaku terlebih dahulu, dengan Undang-Undang No. 8 tahun 

1967 mempunyai landasan hukunu Namun demikian pelaksanaan 

sistim MPS baru pada tahun 1963.

Rencana untuk mengadakan perubahan sistim pemungutan 

pajak dari sistim lama menjadi sistim baru, , siidah - 

lama sejak dirasakan ke kurang mampuan cara lama, dan ber - 

alihlah pandangan dari cara lama buatan Negara Belanda ke 

sistim yahg dipakai oleh Jepang dan Amerika Serikat yaitu 

sei).f assessment.

Dalam self assessment aktivitas pemungutan pajak diserah - 

kan kepada wajib pajak, serta mewajibkan kepada wajibpajak 

untuk menghitung sendiri besarnya pendapatan, laba atau - 

kekayaan bersih dan menghitung sendiri besarnya PajaU 

Pendapatan, Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan dan menyetor - 

kan ke kaa negara.

Sistim self assessment hanya akan berhasil bilamana 

didukung oleh pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi 

dari wajib pajak, masyarakat serta administrasi yang baik 

dan petugas - petugas pajak yang penuh pengabdian dan ber- 

tanggung jawab.

Menyadari kondisi masyarakat, juga administrasi dan para 

petugas pajak masih jauh dari syarat - syarat diatas, maka 

sebagai langkah permulaan diterapkan sistim MPS - MPO.
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... dalam tahun berjalan wajib pajak secara otoraatis 
harua melakukan penghitungan pajaknya sendiri,menyetor 
kannya serta melaporkan pajaknya sendiri. Tata cara - 
demikian dapat di'katakan dengan tata cara penetapan - 
sendiri atau biasa disebut dengan self assessment.*3

Pada setiap akhir tahun, wajib pajak diberikan for- 

mulir Surat Pemberitahuan atau SPT, Dengan dasar data yang 

tercantum dalam SPT serta dari sumbsr data lainnya, kepada 

wajib pajak yang bersangkutan ditetapkan jumlah pajak yang 

semestinya terhutang, meskipun pada wajib pajak yang ber- 

sangkutah telah diberikan kesempatan untuk perbaikan dengan 

penyetoran MPS akhirnya.

... bahwa selama tahun berjalan diterapkan sistim self 
assessment, tetapi pada akhirnya juga masih harus me - 
nunggu ketetapan dari fiscus. Sehingga disini dapat di 
katakan bahwa pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Ke - 
kayaan dan Pajak Perseroan dengan berlakunya tata cara 
MPS dan MPO ini mempergunakan sistim Semi Self Assess­
ment. lit

Uraian - uraian diatas menunjukkan bahwa sistim self
* * * J * - 

assessment belum dapat diterapkan di Indonesia, sedangkan 

tata cara MPS dan MPO merupakan semi self assessment.

3*2.1* Tata cara MPS.

MPS kependekan dari Menghitung Pajak Sendiri, dan - 

kemudian dapat diperluas lagi dengan arti menghitung, me - 

nyetor, melaporkan pajak sendiri.

X% a t a  Cara MPS dan MPO Tentang Cara Memenuhi Pajak, 
Berita Pq.lak, 2 Oktober 1973, hal.39
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Pada sistim MPS, wajib pajak diserahi suatu kepercayaan 

untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya sendiri, 

dan pihak fiscus hanya meiakukan pengawasan bila perlu me­

ngadakan verifikasi.

Hal ini perlu karena pengetrapan sistim self assess,ment se 

cara murnl belum dapat dilaksanakan,

Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1967, antara lain 

menetapltan pelaksanaan MPS sebagai berikut :

Kewajiban selama tahun berjalan.

1. Wajib pajak MPS, wajib menghitung, pajak yang ter­

hutang selama masa pajak.

2* Wajib pajak MPS wajib menyetorkan pajak yang

terhutang pada Kas Negara atau tempat lain yang di 

tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak paling lambat 

dalam waktu limabelas hari setelah berakhirnya masa 

pajak,

3. Wajib pajak, wajib melaporkan jumlah pajak yang telah 

disetornya, pada Inspeksi Pajak setempat paling 

lambat dalam waktu 20 hari setelah berakhirmya masa 

pajak.

Dalam hal wajib pajak meiakukan kesalahan, masih di 

berikan kesempatan baginya untuk mengadakan pembetul 

an dalam waktu 10 hari setelah jangha waktu laporan 

tersebut diatas.

Kewajiban pada akhir tahun berjalan.

Setelah pada akhir tahun pajak, wajib pajak mem -
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punyai kewajiban :

1. Melakukan perhitungan akhir mengenai jumlah pajak 

yang terhutang selama satu tahun takwim, menurut ke- 

tentuan undang-undang yang bersangkutan dan memper- 

hitungkan jumlah pajak yang telah disetor baik be- 

rupa MPS masa, MPO wajib bayar, Pajak atas Bunga, 

Deviden dan Royalty dan Pajak Pendapatan Buruh,

2. Memasukkan surat pemberitahuan akhir pada Inspeksi 

Pajak paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan se- 

telah tahun pajak berakhir, kecuali ada perpanjang- 

an waktu oleh Kepala InSpeksi Pajak atas permohonan 

wajib pajak,

3* Menyetor kekurangan pajak, bilamana pajak yang ter­

hutang menurut undang-undang lebih besar darL jumlah 

yang telah disetornya, penyetoran atas kekurangan 

itu harus dilakukan sebelum surat ■ pemberitahuan 

akhir dimasukkan,

Bahwa adanya kesangsian terhadap dipatuhinya kewajiban- 

kewajiban oleh wajib pajak, masih diperlukan penelitian 

oleh fiscus baik terhadap kewajiban selama tahun pajak 

maupun setelah akhir tahun.

Dalam sistim MPS ini wajib pajak tidak dilepas sama sekall 

tetapi diawasi, terutama dalam penentuan pajak yang ter­

hutang pqda akhir tahun.

Bilamana wajib pajak tidak memasukkan surat pem­

beritahuan, setelah diperingatkan dan ditegur secara ter-
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tulis, dikeluarkanlah ketetapan secara jabatan atas dasar 

taksiran fiscus.

Pembayaran MPS masa tidak tergantung pada diberi - 

kannya surat ketetapan pajak oleh fiscus baik untuk yang 

masa dan yang rarapung, melainkan kewajiban itu sudah 7 

timbul setiap masa pajak, dan besarnya tiap setoran ber- 

beda - beda sesuai dengan perufcahan dasar perhitungan.

Untuk kelengkapan sistim MPS, dipakailah terus - 

sistim MPO yang sudah lebih dulu digunakan, jadi sistim ini 

berjalan berdampingan,

3.2.2, Tata cara MPO.

MPO kependekan Menghitung Pajak Orang, namun dapat 

diperluas dengan arti menghitung, memungut,menyetor dan 

melapor pajak orang lain.

Dengan demikian terdapat dua pihak, pertama adalah orang 

yang meiakukan perhitungan, memungut, menyetor dan me - 

laporkan pajak orang lain dan pihak kedua ialah yang di 

hitung, dipungut dan disetorkan pajaknya oleh pihak per­

tama, Pihak pertama biasa disebut wajib pungut MPO ( wapu 

MPO) dan pihak kedua sebagai wajib bayar MPO (waba MPO).

Untuk dapat menjadi wapu MPO haruslah ada syarat- 

berupa penunjukan dari Inspeksi Pajak setempat dengan^ 

nomer pengukuhan, Penunjukan tersebut dilaksanakan secara 

selektif dengan memperhatikan unsur s

*» Yang dapat ditunjuk adalah orang atau badan.

l+o
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fc. Orang atau badan tersebut harus bonaflde.

c. Adininistrasinya balk.

d0 Dapat dipercaya, bila mereka sebagai wajib pajak MPS 

setorannya harus teratur dan bereso

e. Transaksi relatip besar dan frekwenslnya tinggi.

f. Kelangsungan usahanya terjamin.

Syarat - syarat ini perlu diperhatikan agar kepercayaan 

yang telah dilimpahkan kepada mereka dapat dilaksanakan 

dengan baik dan tidak sia - sia.

Setelah menerima penunjukan dari Inspeksi Pajak,wapu 

MPO tersebut mempunyai wewenang untuk menghitung jumlah 

pajak yang terhutang dan memungut jumlah pajak yang ter­

hutang dari rekanan yang mengadakan transaksi dengannya.

Disamping mempunyai wewenang, wapu MPO juga mem - 

punyai kewajiban menyetorkan jumlah pajak yang telah di 

pungut setiap masa pajak ke kas negara paling lambattujuh 

hari setelah akhir masa pajak dan melaporkan penyetoran 

MPO tersebut ke Inspeksi Pajak setempat paling lambat 20 

hari setelah akhir masa pajak serta memberikan bukti pe­

mungutan MPO kepada rekanan yang telah dipungut pajaknya. 

Dengan sistim MPS dan MPO ini ada kemungkinan bahwa1/
seseorang atau sesuatu badan dapat menjadi i

a. Sebagai wajib pajak MPS semata-mata.

b. Sebagai wajib pajak MPS dan sebagai wajib bayar MPCX

c. Sebagai wajib pajak MPS dan sebagai wajib pungut 

MPO.
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d. Sebagai wajib pajak MPS, sebagai wajib fcayar MPO.'̂  - 

dah sebagai wajib pungut MPO.

e. Sebagai wajib pungut MPO semata - mata,

f. Sebagai wajib bayar MPO semata - mata,

Didalam praktek sering dijumpai kesulitan, apabila 

seseorang atau badan sebagai wapu MPO mengadakan hubungan 

ekonomis dengan seseorang atau badan yang juga sama - sama 

ditunjuk sebagai wapu MPO, dalam hal ini diberikan ke - 

tentuan - ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam perdagangan pengumpulan, seperti perdagangan 

pengumpulan hasil bumi ditunjuk sebagai wapu MPO 

ialah pihak pembeli, dan sebagai waba MPO ialah pen- 

jual.

b. Dalam perdagangan pembagian, sebagai wapu MPO di ' - 

tentukan penjual dan sebagai waba MPO ialah pembeli,

c. Dalam penyerahan Jasa, maka sebagai wapu MPO adalah 

penerima jasa.

d. Perdagangan interinsulair sebagai wapu MPO ada‘lahv 

pembelinya,

e. Khusus untuk transaksi dengan instansi Penerintah 

sebagai wajib pungut adalah instansi^Pemerintah tadi 

yang dilaksanakan oleh para Bendaharawan, sedangkan 

wajib bayarnya adalah pihak - pihak yang mengadakan 

transaksi dengan instansi Pemerintah tersebut.

Pada hakekatnya MPO adalah pelengkap dari pada MPS yang

If2
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disadari belum dapat diterapkan secara murni di Indonesia. 

MPS dan MPO sifatnya sebagai pembayaran dimuka dan selama 

tahun takwim berjalan, tidak dapat diperhitungkan satu 

sama lain,

Baru pada akhir tahun kedua pembayaran tersebut, diper - 

hitungkan dengan pajak yang benar - benar terhutang,

Urituk menjaga jangan sampai terjadi kelebihan pern - 

bayaran MPS dan MPO dari pajak yang terhutang maka ai - 

usahakan sedemikian rupa misalnya melalui penentuan tarip 

untuk tiap jenis usaha yang berbeda - beda baik untuk MPS 

maupun MPO,

Namun deraikian belumlah menjamin bahwa pajak yang tSlah' 

disetor lewat MPS dan MPO akan selalu lebih kecil atau 

sama dengan pajak yang terhutang.
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PELAKSANAAN.PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 

USAHA WAIT DI JAWA TIMUR

BAB III

1* Orga^isasi Pelaksana

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan . 

khususnya dan pajak negara pada umunmya,di Jawa Tinur di 

selenggarakan oleh Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor 

Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak (Jawa Timur) masing- 

masing 2

1* Inspeksi Pajak Surabaya Utara,

2. Inspeksi Pajak Surabaya Selatan,

3. Inspeksi Pajak Surabaya Timur.

*f. Inspeksi Pajak Mojokerto

5. Inspeksi Pajak Madiun.

6. Inspeksi Pajak Kediri*

7. Inspeksi Pajak Malang.

8. Inspeksi Pajak Jember.

9. Inspeksi Pajak Bojonegoro.

1.1. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jendral'1- 

Pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak mempunyai 

tugas membantu menyelenggarakan pelaksanaan tugas Direkto­

rat Jendral di daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksana- 

an yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Wilayah - 

Direktorat Jendral Pajak mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tugas Direktorat 

Jendral Pajak dibidang pemberian bimbingan,pembina- 

an dan pengamanan tekhnis secara langsung terhadap 

pelaksanaan tugas Kantor - Kantor Inspeksi Pajak; 

Kantor-Kantor Inspeksi Ipeda dan Kantor Lelang di 

daerah wewenangnya;

b. pengamanan dan pemantapan kebijaksanaan tekhnis 1( 

rencana kerj.a dan rencana penerimaan Direktorat - 

Jendral Pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang di 

tetapkan oleh Direktur Jendral Pajak;

c. pengendalian dan penilaian serta memberikan pe - 

tunjuk-petunjuk kepada Kepala Inspeksi Pajak,Kepala 

Inspeksi Ipeda dan Kepala Kantor Lelang Negara di 

daerah wewenangnya.

Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak (Jawa 

Timur) berkedudukan di Surabaya, termasuk Kantor Wilayah 

type A yang terdiri dari :

a, Bagian Urnum, yang mempunyai tugas dibidang pelayan­

an tekhnis dan administratif terhadap pelaksanaan 

tugas Kantor Wilayah;

b. Bidang Bimbingan Pajak Langsung, yang mempunyai. 

tugas dibidang bimbingan pemungutan, penetapan dan 

penyelesaian keberatan pajak langsung oleh Kantor-

**5

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



U6

Kantor Inspeksi Pajak;

c* Bidang Bimbingan Pajak Tidak Langsung, yang mem - 

punyai tugas dibidang bimbingan cara pemungutan, pe 

netapan dan penyelesaian keberatan pajak tidak 

langsung oleh Kantor-Kantor Inspeksi Pajak dan pem- 

binaan serta bimbingan pelaksanaan tugas Kantor - 

Lelang;

d. Bidang Perencanaan Penerimaan dan Penagihan, yang - 

mempunyai tugas dibidang perkiraan penerimaan serta 

bimbingan penagihan dan tata usaha penerimaan Kantcr 

Kantor Inspeksi Pajak;

e. Bidang Pemeriksaan Buku dan Pengusutan, yang mem - 

punyai tugas dibidang pembinaan serta menyelenggara 

kah pemeriksaan buku dan pengusutan terhadap wajib 

pajak tertentu;

f. Bidang Pengendalian Wilayah, yang mempunyai tugas 

dibidang pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas 

Kantor - Kantor Dinas Luar.

ga Bidang Bimbingan Ipeda, yang mempunyai tugas di 

bidang bimbingan cara pembaharuan, pengenaan, pe­

mungutan dan penyelesaian keberatan oleh Kantor - 

Kantor Inspeksi Ipeda di daerah.

Bagan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak

Type A, dapat diikuti pada Gambar 1.

1,2, Tugas dan fungsi Kantor Inspeksi Pajak.
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Kantor Inspeksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan 

pemungutan pajak-pajak negara secara langsung di daerah 

wevenangnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan peraturan per- 

undang-undangan yang berlaku,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Inspek­

si Pajak mempunyai fungsi s

a. Mehyusun dan memelihara adrainistrasi mengenai subyek 

dart obyek perpajakan di daerah wewenangnya;

b. menyelenggarakan secara langsung kegiatan pemungutan 

pajak - pajak negara di daerah wewenangnya berdasar­

kan suatu rencana kerja tahunan;

c. melaksanakan ketetapan penerapan peraturan-peraturan 

perpajakan yang menjadi wewenangnya;

d. membina semua unsur dan faktor dalam rangka inten - 

sifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan tugas pe - 

mungutan pajak;

e. mengamankan segala sesuatu yang menyangkut tugas- 

tugas tersebut pada huruf a sampai dengan d diatas,

Di Jawa Timur terdapat 9 Kantor Inspeksi Pajak yang ter- 

diri dari:

a. 1 (satu) Kantor Inspeksi Pajak Type A yaitu Kantor 

Inspeksi Pajak Surabaya Utara;

b. 2 (dua) Kantor Inspeksi Pajak Type B 1 yaitu Kantor 

Inspeksi Pajak Surabaya Selatan dan Kantor Inspeksi

k8
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Pajak Malang.

c. 6 (enam) Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 masing - 

maslng Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur, Kantor 

Inspeksi Pajak Mojokerto, Kantor Inspeksi Pajak 

Madiun, Kantor Inspeksi Pajak Kediri, Kantor Inspek 

si Pajak Jember dan Kantor Inspeksi Pajak Bojonegaro.

Kantor Inspeksi Pajak Type A terdiri dari #

a. Kordinator Administrasi, yang mempunyai tugas me - 

nyelenggarakan kordinasi harian, bimbingan dan pe - 

mantapan pelaksanaan tugas Seksi Urnum, Seksi Pusat 

Tata Usaha dan Seksi Keberatan;

b* Kordinator Tekhnis, yang mempunyai tugas menyeleng- 

garakan kordinasi, bimbingan dan pemantapan pe - 

laksanaan tugas beberapa Seksi Penetapan dan Kantor 

Kantor Dinas Luar dilingkungan Kantor Inspeksi Pajak1,

c. Seksi Umum yang mempunyai tugas menyelenggarakan se- 

gala sesuatu yang menyangkut kepegawaian, keuangan 

periengkapan dan tugas-tugas hubungan masyarakat 

serta urusan rumah tangga Kantor Inspeksi Pajak;

d. Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan,yang mem­

punyai tugas menyusun perkiraan penerimaan dan pem­

bukuan piutang pajak serta melaksanakan peraturan- 

peraturan dibidang penagihan dan restitusi;

e. Seksi Keberatan,yang mempunyai tugas menyelenggara­

kan penyelesaian surat-surat keberatan dan surat- 

surat pernohonan banding wajib pajak;

if9
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e. SekSi Pus at Tata Usaha yang mempunyai tugas me : - 

nyelenggarakan dan menelihara tata usaha pengukuhan, 

pengiriman surat pemberitahuan pajak (SPT),pencatat- 

an $lat-alat keterangan dan melaksanakan segala se - 

suatu yang menyangkut tata usaha berkas wajib pajak;

f. Seksi Alat Keterangan dan Pemeriksaan Buku, yang mem­

punyai tugas melaksanakan pemeriksaan buku, menyusun 

laporan hasil pemeriksaan buku serta mengolah dan 

menyalurkan alat keterangan kepada Seksi Pusat Tata 

Usaha dan satuan-satuan organisasi lairmya;

g. Seksi-Seksi Penetapan,yang mempunyai tugas me 

nyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan ke - 

wajiban wajib pajak dibidang setoran masa dan me - 

laksanakan segala sesuatu yang menyangkut penetapan 

pajak, masing-masing mengenai jenis pajak yang men - 

jadi tugasnya;

h. Kantor-Kantor Dinas Luar Tingkat I, yang . mempunyai 

tugas melaksanakan pemeriksaan setempat,melaksanakan 

tugas-tugas pengendalian wilayah dan menyusun lapor­

an pemeriksaan setempat serta laporan umum,

Seksi Penetapan pada Kantor Inspeksi Pajak Type A terdiri:

a. Seksi Penetapan I (PPs/PBDR/MPO);

b. Seksi Penetapan II (Penetapan Bidang Penanaman 

Modal).

c. Seksi Penetapan III (PPd/PKk).
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d. Seksi Penetapan IV (Pajak Pendapatan Buruh).

e. Seksi Penetapan V (Pajak Tidak Langsung).

Untuk lebih jelasnya dapat diikuti Bagan Organisasi Kantor 

Inspeksi Pajak Type A yang tercantum pada Garnbar 2.

Kantor inspeksi Pajak Type B 1 terdiri dari !

a. Kordinator Tekhnis;

b. Seksi Umum;

c. Seksi Perencanaan Penerimaan dan penagihan;

d. Seksi Keberatan;

e. Seksi Pusat Tata Usaha;

f. Seksi Alat Keterangan dan Pemeriksaan Buku;

g. Seksi - Seksi Penetapan ;

- Penetapan I (PPs/PBDR/MPO);

- Penetapan II (Penetapan Bidang Penanaman Modal);

- Penetapan III (PPd/PKk/PPd Buruh);

- Penetapan IV (Pajak Tidak Langsung);

h. Kantor-Kantor Dinas Luar Tingkat I.

Bagan Organisasi Kantor Inspeksi Pajak Type B 1 dapat di 

Ikuti pada Gambar 3*

Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 terdiri dari :

a. seksi Umum;

b. Seksi Pusat Tata Usaha;

c. Sekgi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan;

d. Seksi Keberatan;

e. Seksi-Seksi Penetapan ;

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



52ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



53

9*
LU
CL
>-
t-

*
<

w
UJ
Ou
CO
2

oc

g
z
2

§
CO

1
o
x
O
z
<
a
<
CQ

- — h-

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



- Penetapan I (Pajak Langsung);

- Penetapan II (Pajak Tidak Langsung);

f. Kaptor Dinas Luar Tingkat I/Alat Keterangan dan Pe- 

meriksaan Buku*

Bagan Organisasi Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 tercantum 

pada Gambar *+.

l A ,  Tempat kedudukan dan daerah Wewenang Kantor Inspeksi 

Pajak,

Sesuai dengan isi Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No, KEP-951/MK/11/8/1975 tanggal 27 

Agustus 1975 ditetapkan bahwa s

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara bertempat keduduk­

an di Surabaya,dengan daerah wewenang meliputi daerah 

administrasi pemerintahan Kecamatan Semampir, Kecamatan 

Pabearj Cantikan, Kecamatan Krembangan,Kecamatan Bubutan, 

Kecamatan Tandes.

2o Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan bertempat ke - 

dudukan di Surabaya, dengan daerah wewenang meliputi 

daerah administrasi pemerintahan Kecamatan Genteng, Ke- 

camatan Sawahan, Kecamatan Tegalsari, -serta Kecamatan 

Wonokromo dan Kecamatan Wonocolo.

3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur bertempat keduduk­

an di Surabaya, dengan daerah wewenang meliputi daerah 

administrasi pemerintahan Kecamatan Gubeng, Kecamatan 

Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Rungkut ,
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Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten 

Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan.

U-, Kantor Inspeksi Pajak Malang, bertempat kedudukan di r 

Malang, dengan daerah wewenang meliputi daerah adminis- 

trasi pemerintahan Kotamadya Malang, Kabupaten Malang , 

Kotamadya Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kotamadya 

Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang.

5, Kantor Inspeksi Pajak Madiun, bertempat kedudukan di 

Madiun, dengan daerah wewenang meliputi daerah adminis­

trasi pemerintahaan Kotamadya Madiun, Kabupaten Madiun, 

Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo 

dan Kabupaten Magetan*

6, Kantor Inspeksi Pajak Kediri, bertempat kedudukan di 

Kediri dengan daerah wewenang meliputi daerah adminis­

trasi pemerintahan Kotamadya Kediri, Kabupaten Kediri, 

Kotamadya Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, 

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

7. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, bertempat kedudukan di 

Mojokerto dengan daerah wewenang meliputi daerah ad- 

ministrasi pemerintahan Kotamadya Mojokerto, Kabupaten- 

Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Jombang,

8. Kantor Inspeksi Pajak Jember, bertempat kedudukan di 

Jember dengan daerah wewenang meliputi daerah adminis - 

trasi pemerintahan Kabupaten Jember,Kabupaten Bondowoso, 

Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.
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9. Kantor Inspeksi Pajak Bojonegoro, bertempat kedudukan 

di Bojonegoro dengan daerah wewenang meliputi daerah ad- 

ministrasi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 

Tuban dan Kabupaten Lamongan®

2. Kemlatan Dftlam Rangka Pemungutan Pajak...
*

Usahawan

2.1. Pemberian Nomor Pokok Kepada Wajib Pajak Baru.

Tata cara pemberian nomor pokok kepada wajib pajak 

baru diatur dalam pedoman Induk Tata Usaha Pajak Langsung 

dan Pajak Tidak Langsung.

Bahwa tiap usul untuk memberi nomor pokok kepada wajib ' - 

pajak baru, dari siapapun, dengan bentuk dan alat apapun 

harus melalui Kepala Seksi Dinas Luar Tingkat I/Alat Ke­

terangan dan Pemeriksaan Buku, dengan membuatkan alat Ke­

terangan dengan bentuk KPDL 11 A dalam rangkap dua.

Dalam hal keadaan yang mendesak dan wajib pajak perlu ■ - 

segera mendapatkan nomor pokok untuk sesuatu pembayaran , 

maka kepada wajib pajak diberi nomor pokok lokal atau nomor 

pokok sementara;oleh Dinas Luar segera diadakan penelitian 

dan setelah diterimanya KPDL 11 A dari Dinas Luar maka 

nomor pokok nasional harus segera diberikan sebagai ganti 

nomor pokok lokal tersebut.

Lembar pertama KPDL 11 A tersebut dipergunakan untuk di- 

teruskan ke Unit Tata Usaha Nomor Pokok Perorangan kalau 

mengenai wajib Pajak Pendapatan Usahawan. Kepala Unit Tata 

Usaha Nomor Pokok setelah meneliti bahwa calon wajib pajak
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tersebut belum dikenal pada Kartu Pendaftaran Induk Wajib 

P a j a k  tersebut, maka calon wajib pajak tersebut dibukukan 

k e d a l a m  Buku Register Nomor Pokok dan selanjutnya dibuat - 

kan kartu pendaftaran wajib pajak, dan dibuatkan pula surat 

pemberitahuan nomor pokok yang diberikan kepada wajib paj& 

yang bersangkutan, Selanjutnya untuk raenyelenggarakan peng- 

awasan terhadap pelaksanaan kewajiban vajib pajak dibidang 

setoran masa dan melaksanakan segala sesuatu yang me- 

nyangkut penetapan Pajak Pendapatan Usahawan menjadi tugas 

Seksi Penetapan III pada Kantor Inspeksi Pajak Type A dan 

B 1 atau Seksi Penetapan I pada Kantor Inspeksi Pajak Type 

B 2 . Seksi - seksi yang bersangkutan akan membuat kartu 

pengawasan induk,kartu pengawasan pembayaran dan kartu 

pengawasan laporan. Kartu pengawasan induk dipergunakan 

u n t u k  mencatat keadaan wajib pajak selama 5 tahun hingga 

akan merupakan dokumentasi berharga tentang perkembangan 

wajib pajak, keadaan dan perkembangan usaha wajib pajak, 

Kartu pengawasan pembayaran yaitu kartu untuk tempat me- 

nempelkan segi pembayaran, sedangkan kartu pengawasan 

laporan ialah kartu yang dipakai untuk mencatat tanggal 

penerimaan laporan, bulan pembayaran masa, tanggal pem 

bayaran dan nomor kas pembayaran masa beserta jumlah uang- 

nya dan tangg&l dikeluarkan peringatan dan teguran,

2,2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak.

Prinsip pemungutan pajak yang merupakan suatu cara 

pelaksanaan pemungutan pajak untuk mencapai tujuan yang
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telah ditentukan itu, Direktorat Jendral Pajak telah mem­

punyai Tri Dharma Perpajakan, Panca Tertib Direlctorat * 

Jendral Pajak, Plot Design dan usaha-usaha lain dalam 

rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

2.2.1. Tri Dharma Perpajakan,

Ada 3 (tiga) pokok cara bertindak yang terkandung 

didalam Tri Dharma Perpajakan yaitu s

1. Pemungutan pajak meliputi segenap wajib pajak.

Ini mengandung arti bahwa pemungutan pajak itu ticak 

mengenai pilih bulu atau pilih kasih. Bagi orang yang me­

nurut peraturan seharusnya terkena pajak, harus tidak di- 

benarkan untufc menghindarinya ataupun-dihindarkannya .

2. Pemungutan";pajak meliputi obyek' semestinya,

Yang dimaksud dengan obyek di*ini ialah obyek pajak 

yaitu sasaran pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud - 

oleh undang * undang, pada sasaran inilah diperoleh nilai 

dasar untuk tiikenakan pajak, nilai dasar ini disebut pula 

tax - base. 4an pengenaan pajak itu ialah pengenaan suatu 

tarip pada tŝ x - base tersebut. Dalam Pajak Pendapatan - 

obyek pajaknya ialah pendapatan dan tax-basenya ialah 

nilai atau jumlah pendapatan bersih diatas BPBP (Batas Pen­

dapatan Bebas Pajak). Biasanya tax-base ini disebut Pen­

dapatan Sisa Kena Pajak (PSKP).

3« Pemungutan pajak tepat pada waktunya. * 1 *
i

Dharma yang ketiga dari Tri Dharma Perpajakan ini 

mengandung petunjuk tentang pelayanan yang cepat,pelayanan
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yang menyenangkan dan efektif, Baik bagi petugas maupun 

bagi wajib pajak, waktu adalah berharga. Walaupun perkata- 

an tepat waktu bukanlah berarti cepat, namun ketepatan - 

waktu pastilah menimbulkan akibat rasa dalam diri 1 manusia 

yang bersangkutan sebagai rasa yang menyenangkan,

Pelayanan yang menyenangkan ialah pelayanan yang menganing 

sikap sebagai berikut ;

- sikap rela melaksanakan hukum pajak sebagaimana adanya 

_ sikap rela melaksanakan tugas;

- sikap tidak memihak walaupun terhadap dirinya sendiri se- 

kalipun;

- sikap menghargai wajib pajak; dan

- sikap ramah tamah,

Petugas yang mampu memberikan pelayanan yang tepat pada * 

waktunya adalah petuga3 yang bekerja dengan effektifitas 

yang tinggi,

Secara teoritis sistim MPS dan MPO adalah menjalan- 

kan pembayaran pajak pada saat wajib pajak mampu mem - 

bayarnya. Tetapi menurut kenyataanya wajib pajak kebanyak- 

an tidak mau ruemanfaatkan peraturan yang sebenarnya dapat 

menolong dirinya dari kesulitan itu, mereka meiakukan setor- 

an sesuka hatinya tanpa mengkaitkan dasar perhitungan yang 

sebenarnya .

O l e h  karenanya Direktorat Jendral Pajak telah mengadakan 

bimtingan MPS yang pada pokoknya wajib pajak diajak datang 

ke Kantor Inspeksi Pajak untuk mend&patkan penerangan dan
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bimbingan, supaya mereka dapat mengisi SPT akhir dengan. 

baik sedemikian rupa sehingga petugas pajak tidak lagi - 

mengadakan verifikasi dikemudian hari.

Bagi vajib pajak yang telah mengisi SPT akhir sesuai den^n 

bimbingan, maka hutang pajak tahun lalu telah dianggap . - 

rampung.

Tetapi walaupun telah diberikan bimbir.gan pada kenyataan - 

nya wajib pajak tetap menyetor sesuka hatinya sendiri, hal 

ini dikarenakan belum ada kesadaran dan kejujuran dari - 

pihak wajib pajak,

Kalau pada MPS persoalan pertama terletak pads - 

jumlah setoran pajak yang masih jauh dibawah yang seharus­

nya, berbeda dengan MPO ditinjau dari segi penerimaan cukip 

meyakinkan, tetapi bahwa tujuan MPO disamping untuk meng - 

ataankan penerimaan juga untuk mengadakan pertambahan wajib 

pajak, tetapi maksud terakhir ini tidak tercapai karena 

biasanya dokumen-dokumen yang diterima oleh Inspeksi Pajak 

banyak berisi nama dan alamat palsu, sehingga tidak dapat 

digunakan sebagai alat ekstensifikasi, juga sulit untuk 

intensifikasi karena banyak pula wajib pajak yang sudah di 

kenal di administrasi Inspeksi Pajak tetapi tidak mau me- 

nyebutkan nama dan alamat sebenarnya dalam dokumen MPO.

Sebab lain yang dapat menghambat pelaksanaan sistim 

MPO, misalnya karena sistim MPO dapat menimtulkan persaing- 

an yang tidak sehat di^ntara para pengusaha, karena tidak 

se^ua pengusaha yang bergerak pada jenis usaha yang sama
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dapat ditunjuk sebagai Wapu MPO.

Hal tersebut diatas dapat menghambat penerimaan paj^k - 

khususnya Pajak Pendapatan Usahawan, karena bilanana wajit 

pajak dibiarkan menyetor sesuka hatinya berarti menghamfcat 

penerimaan, disamping itu bagi wajib pajak yang telah 

dengan jujur meiakukan penyetorannya dan kewajiban lainnya 

akhirnya akan merasa adanya ketidak adilan dan iapun akan 

terbawa arus untuk ifcut berbuat demikian, sedangkan MPO 

dengan pungutan yang tidak merata menyebabkan wajib pajak 

lari kepada badan atau orang yang ditunjuk sebagai wajib 

pungut.

2.2.2. Panca Tertib Direktorat Jendral Pajak.

Negara kita yang sedang membangun disegala bidang 

itu mengalami kemajuan-kemajuan tertentu. Untuk dapat me- 

ngikuti kemajuan itu maka cara pemungutan pajaknya harus 

pula ada penyesuaian agar supaya pelaksanaan Tri Dharma - 

perpajakan dapat berlangsung secara baik.

Penyesuaian itu dapat berwujud dalam bentuk sarana- sarana 

tertentu atau tata - tertib tertentu.

Sejak Pelita I penyesuaian didalam pemungutan pajak telah 

dilancarkan dengan sarana yang dikenal dengan Panca Tertib 

yaitu :

a. Tertib organisasi.'

Dalam hal yang dimaksud dengan organisasi . ialah 

organisasi Direktorat Jendral Pajak yaitu serangkaian 

hubungan formil dan informil dari tugas-tugas dalam tubuh
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Direktorat Jendral Pajak untuk raencapai tujuan yang di - 

tentukan. Ringkasnya dapat dikatakan bahwa untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan maka Direktorat Jendral Pajak 

harus mempunyai organisasi yang aesuai. Ini »engandung arti 

bahwa ketepatan memilih organisasi dan dalam pelaksanaannya 

organisasi yang tepat itu akan merupakan potensi tersendiri, 

dalam arti mempermudah tercapainya tujuan*

b, Tertib administrasi*

Administrasi yang selalu up to date dan senantiasa 

siap pada waktunya, adalah mengandung potensi yang besar

untuk melayani pemungutan pajak atau pelaksanaan tugas yang 

effisien, Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi tidak 

dibenarkan apabila petugas berpendirian pokoknya asal 

selesai, melainkan harus senantiasa berusaha untuk mendapat- 

kan ' . cara yang tepat dan siap dalam waktu yang tepat - 

pula,

c, Tertib prasarana. .

Yang dimaksud prasarana disini ialah alat - alat dan 

tenaga yang menunjang penyelenggaraan tugas pekerjaan untuk 

mempercepat tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Agar supaya prasarana mempunyai potensi yang besar harus - 

selalu memenuhi *+ syarat yaitu ;

syarat tempat, syarat waktu, syarat jumlah dan syarat jenis.

d, Tertib personalia,

Pada hakekatnya personalia ini adalah paling pokok ,

karena lain-lairtnya akan dipengaruhi oleh manusianya.
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Yang meiakukan peterjaan adalah manusia dan yang ingin - 

mencapai tujuan juga manusia,Untuk memperbesar potensinya 

agar supaya manusia itu dapat bekerja lebih efektif, lebih 

teratur dan lebih tertib manusia menggunakan Grganisasi, 

administrasi dan prasarana dalam meiakukan tugas pekerja- 

annya itu, Bahwa manusia dapat merupakan potensi positip 

dan dapat pula negatip, artinya dapat terjadi manusia atau 

sekelompok manusia bersikap menghalangi tercapainya tujuan 

karena mempunyai kepentingan lain*

Dengan tertib personalia ini diarahkan agar manusia me - 

rupakan potensi yang positip

e, Tert£fc Operasionil.

Operasionil yang dimaksud disini ialah tindakan 

atau pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perpajakan.

Potensi operagionil adalah potensi untuk mengubah kemampu 

an menjadi tindakan nyata. Jadi yang dituntut adalah tin­

dakan nyata sesuai dengan kemampuannya.

2.2.3 Plot design.

Dengan surat edaran Direktur Jendral Pajak 

No, SE-10/PJ.532/1930 tanggal 9 Mei 1930, Direktorat Jen­

dral Pajak raelaksanatea ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak 

Pendapatan dengan sistim atau metode plot design.

Plot design ini mempunyai 2 sasaran yaitu plot Ipeda dan 

plot lokal.

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



65

2.2.3.1 Plot Ipeda. .

Plot Ipeda ialah pelaksanaan ekstensifikasi di 

lakukan dengan menggunakan data Ipeda. Ekstensifikasi ini 

disebut juga ekstensifikasi plot nasional.

Tindak lanjut pelaksanaan plot Ipeda ini oleh Direktur - 

Jendral Pajak telah dikeluarkan Surat Keputasan No. . . - 

Kep-653/PU.5/1930 tanggal 13 Nopember 19$0 tentang pe - 

tunjuk pelaksaan ekstensifikasi jumlah wajib pajak, Pajak 

Pendapatan dengan plot design wajib Ipeda Perkotaan, 

Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan dengan menggunakan 

daftar dan data Wajib Ipeda Perkotaan yang digarap dengan 

sistim plot design.

Sasaran ekstensifikasi ini ialah Wajib Ipeda . Per­

kotaan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Pendapat­

an (PPd), Medan sasaran ditentukan ;

a. Seluruh Kotamadya di Indonesia.

b. Seluruh kota Kabupaten dimana jumlah Wajib Ipedanya 

mencapai jumlah 10.000 (orang/badan) keatas,

c. Seluruh kota-kota dimana terdapat Kantor Inspeksi - 

Pajak.

d. Khusus bagi Inspeksi Pajak yang wilayahnya meliputi 

daerah perkotaan yang sedang tumbuh secara relatip 

pesat, daerah semacam ini dijadikan medan sasaran 

ekstensifikasi.

Ekstensifikasi dengan sistim plot design dimulai dengan
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menentukan batas ekstensifikasi yang disingkat E, yaitu - 

batas ketetapan Ipeda berapa rupiah yang dirluga memenuhi 

Syarat sebagai Wajib Pajak Pendapatan,

Wajib Ipeda Perkotaan yang kohirnya dibawah E tidak dijadi 

kan sasaran ekstensifikasi. Kohir Ipeda yang menjadi ukur- 

an ialah kohir tahun 1979. Besarnya E ini ditentukan oleh 

Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, selain itu juga di 

tentukan target ekstensifikasi yang disingkat T bagi ma - 

sing - masing Inspeksi Pajak0

Untuk menunjang pelaksanaan ekstensifikasi dibutuh - 

kan kelengkapan data petuiijuk. tentang Wajib Ipeda Perkota 

an. Data petunjuk ini dikurapulkan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang disingkat Q. Formulir Q ini disampaikan ke 

pada Wajib Ipeda dan setelah diisi dikerabalikante Inspeksi 

Ipeda untuk diadakan pendataan dalam, dengan mengadakan pe 

ngelompokan ;

a. Wajib Ipeda yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dipisahkan dari Wajib Ipeda yang sudah 

mempunyai' NPWP.

b. Wajib Ipeda yang belum mempunyai NPWP, . dipisahkan 

lagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Wajib Ipeda 

yang kohirnya E keatasdan kelompok Wajib Ipeda yang 

kohirnya dibawah E,

Dari kelompok Wajib Ipeda yang belum mempunyai NPWP dan 

besarnya ketetapan Ipedanya E keatas dibuatkan daftar -
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dengan bentuk PD1 untuk dikirimkan ke Inspeksi Pajak.

Di Inspeksi Pajak daftar PD1 tersebut di tata usahakan di 

Kantor Dinas Luar Tingkat I dan dibuatkan daftar dalam - 

bentuk Dnl. Berdasarkan daftar Dn1 tersebut Petugas Dinas 

Luar (PDL) meiakukan pendataan medan yaitu tindakan me - 

ngumpulkan data dari setiap Wajib I^eda untuk dipakai me­

nentukan dapat atau tidaknya dijadikan Wajib Pajak Penda­

patan Usahawan*,

Wajib pajak baru yang dihasilkan dari pendataan - 

medan masih merupakan wajib pajak yang memerlukan pembina 

an. Agar supaya dalam jangka tertentu mereka mampu me- 

menuhi kewajibannya dengan baik maka pembinaan perlu di 

lakukan sebaik-baiknya oleh Dinas Luar„

Wajib pajak baru yang dihasilkan tersebut harus me- 

menuhi syarat sebagai berikut ;

a. Subyek dan obyek pajak yang ditemukan adalah sama 

sekali baru.

b. Wajib pajak yang bersangkutan belum pernah ter: 

daftar di Inspeksi Pajak manapun, atau dengan per- 

kataan lain belum pernah diberikan NPWP.

Nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak ini selama 

dalam pembinaan ialah nomor pokok regional yang disingkat 

NPR, dan selacia dalam pembinaan pajak yang dikenaian ha­

nya Pajak Pendapatan saja*

Setelah pengukuhan wajib pajak plot nasional dengan
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nomor pokok regional dilakukan, segera diterbitkan surat

keputusan tentang penentuan MPS* Besarnya MPS yang harus

disetor betiap bulan ditentukan pada Pasal 19 ayat ( 1 )

huruf c Petunjuk Pelaksanaan Ekstensifikasi Jumlah Wajib

Pajak "Pajak Pendapatan" Dengan Plot Design Wajib Pajak 

Ipeda Perkotaan yang berbunyi sebagai berikut s

c. Pengenaan pajak sebagai wajib pajak PPd dibina me- 
lalui pengenaan MPS yang wajib dilunasi setiap-. - 
bulan. Besarnya MPS setiap bulan sebagai langkah 
pembinaan ditentukan sebagai berikut j 
1* Untuk yang berdomisili dikota-kota Jakarta , 

Surabaya, Medan, Semarang, Bandung dan Paleabang 
Rp 5.000,-

2. Untuk yang berdomisili didalam Kotamadya dan * 
kota Administrasi selain yang telah disebut ‘ 
angka 1 diatas Rp 3000,-

3. Untuk kota Kabupaten dan daerah Administrasi - 
Rp 1000,- 1

Sebelum tahun pajak berakhir kepada setiap wajib pajak 

yang dibina diberikan formulir surat pemberitahuan pajak 

pembinaan atau yang disebut SPT Plot.

Pengisian dan pengiriman SPT Plot juga mendapat pembina­

an dari Petugas Dinas Luar.Ketetapan rampung hanya dapat 

diterbitkan apabila SPT Plot telah dimasukkan oleh wajib 

pajak yang bersangkutan*

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor s KEP . 

653/PU.5/1930 » tercantum pada lampiran..

Direktorat Jendral Pa.1akTPetun.1uk _ Pelaksanaan 
Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak "Pajak Pendapatann 
Dengan Plot Design l/ajib Ipeda Perkotaan, Jakarta 1980, 
Kal.l^
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2.2.3.2 Plot lokal.

Pada plot-lokal, pelaksanaan ekstensifikasi di 

tangani langsung oleh Inspeksi Pajak masing - masing 

serentak di Indonesia dimana sasaran yang dituju sebagai 

sumber data adalah terserah pada pilihan dari Inspeksi 

Pajak yang bersangkutan*

Sasaran yang dituju sebagai sumber data perlu memperhati- 

kan ketentuan - ketentuan sebagai berikut ;

a. Pemilihan plot lokal sebagai sasaran sumber data 

ekstensifikasi dapat berupa buku telepon, surat - 

ijin usaha perdagangan (SIUP) dan sebagainyadengan 

catatan tidak boleh memakai sumber data Ipeda se­

bagai plot lokal karena terakhir ini merupakan plot 

nasional.

b. Femilihan suatu sasaran sebagai plot lokal hendak- 

nya disertai pertimbangan yang cukup matang dimana 

wajib pajak yang nanti dihasilkan sebagai hasil 

ekstensifikasi, baik subyek maupun obyek relatip 

memiliki potensi yang stabil atau dengan perkataan 

lain kesalahan memilih plot yang hanya menghasil - 

kan wajib pajak tidak obyektip harus sejauh 

mungkin dihindarkan.

Setelah plot dipilih, pekerjaan mula - mula yang harus 

ditangani ialah mengumpulkan data seitunder, yang disetut 

pendataan dalam yang diperkirakan dapat menghasilkan
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wajib pajak baru. Berdasarkan pendataan dalam, kemudian' 

dilakukan pendataan luar atau pendataan medan. Berdasarkan 

hasil dari pendataan medan ini dilakukan pengukuhan wajib 

pajak baru,

Pemilihan plot lokal pada Inspeksi Pajak dalam 

lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa 

Timur dalam tahun 1930 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi Pajak Surabaya Utara, memilih plot daerah yang 

meliputi daerah pertokoan, real estate dan industri,

2. Inspeksi Pajak Surabaya Selatan, memilih plot daerah 

yang meliputi daerah pertokoan, real estate dan Industil

3. Inspeksi Pajak Surabaya Timur, memilih plot daerah yang 

meliputi daerah pertokoan, real estate dan industri.

!f. Inspeksi Pajak Mojokerto menilih nomor rumah (jalan).

5. Inspeksi Pajak Bojonegoro memilih surat ijin usaha per- 

dagangan (SIUP),

6. Inspeksi Pajak Jember memilih,SIUP, DLLAJR dan Kantor 

Perindustrian, Kantor Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan 

Umum, Depot Logistik dan Perusahaan Jawatan Kereta Api.

7. Inspeksi Pajak Malang,memilih penguasaan wilayah.

8. Inspeksi Pajak Kediri, memilih surat ijin usaha per - 

dagangan.

9. Inspeksi Pajak Madiun , memilih surat ijin usaha per - 

dagangan.

Plot lokal ini pelaksanaannya dimulai pada tahun 1980 se - 

rentak di seluruh Indonesia
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2.2.b. Keharusan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam rangka raenunjang tugas dalam perpajakan 

Menteri Keuangan R e p u b l i k  Indonesia dengan Surat Keputusan

No. ̂ lJ/KMK. 01/1977 tanggal 30 Desember 1977 telah menge - 

luarkan keputusan tentang pencantuman Nomor Pokok Wajib, - 

Pajak pada Dokumen Ekspor/Impor/Antar Pulau/Cukai dan . - 

Dokumen Pembayaran oleh Kantor Perbendaharaan Negara kepala 

Rekanan/Pemborong serta izin-izin yang diberikan oleh . - 

Direktorat Jendral lainnya serta Badan dalam lingkungan 

Departemen Keuangan.

Tujuan dari keharusan mencantumkan NPWP adalah untuk men- 

jaring badan atau orang yang seharusnya menjadi wajib pajak 

tetapi selama ini selalu saja dapat lolos dari pendaftaran 

sebagai wajib pajak, sehingga dengan demikian terhindar 

pula dari kewajiban pembayaran pajak secara baik, Tegasnya 

sas aran utama dari pada keharusan mencantumkan NPWP adalah 

terhadap subyek pajak, yaitu badan-badan usaha atau orang 

yang karena perusahaan atau usahanya memperoleh pendapatan 

tertentu, sehingga terhadapnya berlaku kewajiban membayar 

pajak Pendapatan.

2.2.5. Pengawasan pembayaran masa, dengan :

- raeneliti pemenuhan pembayaran masa oleh para wajib 

pajak;

- memberikan instruksi-instruksi tertulis tentang 

pengamanan operasionil kepada Kasubsi / Pemegang 

Buku Tabelaris;
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- mencatat instruksi tersebut dalam buku khusus;

- mengadakan penelitian mengenai dipenuhinya '■ 

instruksi - instruksl yang sudah diberikan.

2.2.6 Pengawasan atas pencairan tunggakan.

Mengadakan pengawasan atas pencairan tunggakan

dengan :

- penertiban administrasi penagihan;

- mengadakan penagihan secara aktif persuasip;

- menyelesaikan surat-surat keberatan;

- mengadakan rapat-rapat tentang pencairan tunggak­

an.

2.2.7. Pemeriksaan tahun berjalan*

Mengadakan pemeriksaan tahun berjalan dengan :

- memberi; dorongan kepada wajib pajak untuk memenuhi

penyetoran masa yang sesuai dengan keadaan se­

benarnya dan pada waktunya;

- membantu kelancaran dan peningkatan penerimaan - 

pembayaran masa;

- Waktu pemeriksaan relatip singkat tetapi memberi 

hasil yang effektif;

- meraperoleh tambahan wajib pajak baru yang poten - 

siil.

2.2.8. Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT).

Memperluas pengiriman SPT dengan s

- pengiriman SPT tepat pada waktunya dan menyeluruh 

kepada wajib pajak yang bersangkutan;
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- memberikan/raengirimkan SPT kepada para pejabat 

negara eselon III keatas;

- memberikan/mengirimkan SPT Direksi melalui per­

usahaan perusahaan milik negara yang bersangkutan.

3 Hasil Usaha Peningkatan Pemungutan Pajak Pendapatan 

Us aha van d̂ L Jawa Timur,

Seperti telah dikemukakan, bahwa dalam menyelenggara 

kan pemungutan pajak Kantor Inspeksi Pajak telah mempunyai 

pedoman atau ketentuan-ketentuan didalam melaksanakan tugas 

nya, dimana pedoman atau ketentuan-ketentuan tersebut ber­

laku untuk seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia.

Namun demikian hasil dari pelaksanaan pemungutan pajak' - 

tiap-tiap Inspeksi Pajak selalu berbeda, tergantung pada 

keadaan dan kemampuan daerahnya dan petugas pelaksananya.

Hasil yang dapat dicapai oleh Kantor-Kantor Inspeksi 

Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral 

Pajak (Jawa Timur) dalam melaksanakan pemungutan Pajak Pen­

dapatan Usahawan raaupun pajak negara pada umuranya dapat - 

penulis sajikan sebagai berikut.

3.1 Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan.

Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan Pajak Pen­

dapatan Usahawan selalu meningkat, baik dilihat dari setop- 

an masa atau MPS maupun kohir. Pada tahun 1975/1976 rea - 

lisasi penerimaan tercatat Rp 2.1i+Q.631+.OQ0,- dan terus 

meningkat sehingga pada tahun 1930/1931 menjadi sebesar
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Rp >f.8l8.808.000,-. Pada tahun 1975/1976 setoran MPS se- 

tesar Rp 1.027.872.000,- dan setoran yang raelalui kohir - 

Rp 1.312.762.000,-. Pada tahun 1980/1981 setoran MPS telah 

meningkat pula menjadi Rp 1.770.372.000,

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, penulis sajikan 

data realisasi penerimaan PPd Usahawan dari tahun anggar- 

an 1975/1976 s/d 1980/1981.

TABEL U

REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN 

DI JAWA TIMUR DARI TAHUN ANGGARAN .

1975/1976 s/d 1980/1981 

( DALAM RIBUAN RUPIAH )

7lf

Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan PPd Usahawan

MPS Kohir Jumlah .

1975/1976

1976/1977

1977/1978

1978/1979

1979/1980

1980/198I

1.027.872 

1.651.359 

I.851.U91+ 

2.266.389 

2.5^2.995 

3.0W A 36

1.112.762 

‘ 1.058.01+9 

1.029.1^3 

1.100.7^ 

1 .358. I'll

1.770.372

2.1>+0.63‘+ 

2.709A08 

2.880.637 

3.367.132 

3.901.136 

i+. 818.808

Sumber: Laporan-laporan Triwulan ke IV Tahun Anggaran,Kan- 

wil VI Ditjen Pajat Jatim,Departemen Keuangan 1931.

Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan ter­

sebut terus meningkat.

Kalau dibandingkan dengan rencananya pada tahun anggaran

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



75

1975/1976 realisaslnya melampaul rencana, tetapi pada tiga 

tahun anggaran kemudian yaitu tahun 1976/1977, 1977 / 1973 

dan 1973/1979 realisaslnya tidak dapat memenuhi target 

karena banyak ketetapan pajak belum dilunasi yang akhirnya 

menjadi tunggakan, dan tunggakan paiak ini semakin mem- 

besar .

Sebab lain ialah adanya wajib pajak Pendapatan Usahawan - 

yang beralih ke Pajak Perseroan, Setelah diadakan se 

rangkaian usaha pencairan tunggakan dan penagihan aktip- 

persuasip maka pada tahun anggaran 1979/1930 dan 1930/1981 

realisasi penerimaan dapat melampaui rencananya.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 5.

TABEL 5

RENCANA DAK REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENDAPATAN 

USAHAWAN DI JAWA TIMUR D^RI TAHUN ANGGARAN

1975/1976 s/d 1930/1931 

(DALAM RIBU'AN RUPIAH)

Tahun Anggaran1
1' 1

Penetiaaan PPd Usahawan
Reneana

•
Realisasi Persentase

1975/1976 2.112.500 2.1k).631+ 101,3

1976/1977 3.022.675 2.709.^8 89,6

1977/1970 3.130.700 2.830.637 92

1978/1979 3.6^1.1+31 3.367.132 92,5

1979/1980 3.861.627 3.901.136 101

1980/1981 l+ A l 1f.56l+ U-. 818.8C8 109

Sumber! Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa 

Timur 4 Departemen KeW^gan 1981,
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3.2 Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan.

Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan beberapa . - 

tahun terakhir ini pertambahannya ternyata seret sekali , 

malahan pada tahun 1973 justru tidak bertanbah tetapi se­

baliknya yaitu berkurang.

Hal inilah yang selalu menjadi bahan pemikiran oleh para 

pimpinan Direktorat Jendral Pajak, Kalau dilihat dengan 

adanya pembangunan yang dilaksanakan semakin meningkat, 

tentu diharapkan Jumlah wajib pajaknya pun akan meningkat 

pula, tetapi kenyataan yang ada jumlah Wajib Ba'jak Penda­

patan Usaha rot) seret sekali perkemhangannya.

Usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya telah 

dilaksanakan misalnya dengan return guidance atau bimbir.g- 

an MPS, operasi door to door, penetapan tambahan wajib -
*

pajak 1 1 pengiriman SPT kepada para Direksi Perusahaan- 

Perusahaan Negara dan para pejabat negara yang mendiiduki 

eselon III keatas dan sekarang yang sedarig giat dilaksana 

kan ialah ekstensifikasi Wajib Pajak Pendapatan dengan - 

sistim plot design,

Pada 1 Jantiari 1976 jumlah Vajib Pajak . Pendapatan 

Usahawan tercatat 31*933 wajib pajak, dan selaJU 2 tahun 

meningkat menjadi 33.75$ wajib pajak pada 1 Januari 1973. 

Tahun 1978 jumlah wajib pajak tersebut justru berkurang 

sehingGa tinggal 32.677 wajib pajak pada 1 Januari 1979* 

Dua tahun berikutnya jumlah wajib pajak mengalami kenaik- 

kan yaitu :ada 1 Januari 1931 tercatat 3^.U 17 wajib pajak.
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Data jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan dan jumlah 

seluruh wajib pajak yang terdaftar di Jawa Timur, dapat 

diikuti. pada tabel 6.

TABEL 6

JUMLAH WAJIB PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN DAN JUMLAH 

SELURUH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI JAWA TIMUR 

DARI 1/1/1976 s/d/l/l/l98l

Keadaan pada Jumlah Wp terdaftar dl Jawa Timur

PPd Usahawan Pajak Negara

- 1976

- 1977 

-1978 
- 1 9 7 9  

- 1980

- 1931

31.933

32. 161+

33.753

32.677

33.071

3^1+17

372 

5“+. 653 

51+. 356 

55.618 

57.91+7 

59.312

Sumber: Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa 

Timur, Departemen Keuangan 1981.

3.3. Peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap pajak

negara ,di Jawa Timur.

Besarnya peranan Pajak Pendapatan Usahawan ter - 

hadap penerimaan pajak negara yang dipungut di Jawa Hmur

dapat diketahui dengan mengadakan perbandingan antara

realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan dengan

realisasi penerimaan pajak negara setiap tahunnya y yang 

dapat diikuti pada tabel 7*
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TABEL 7

PERAHAN PAJAK-PENDAPATAN USAHAWAN TERHADAP 

PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR 

1975/1976 s/d 1980/1981 

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun Anggaran ■ Realisasi Penerimaan

PPd. Ush Pajak Negara' Peranan(^)

1975/1976 2.1140.63*4- 185.701 ^,63

1976/1977 2.709.V08 53.605.163 5,05

1977/1973 2.380.637 69.6^9.173 >+,11+

1973/1979 3.367.133 81.170.621*

1979/1930 3-901.136 89.007.1+73 i+,39

1980/1931 *4-. 810.808 113.920.9^9 M 5

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa 

Timur, Departemen Keuangan 1981.

Dipandang dari jumlah penerimaannya sistim pemungut 

an MPO selama ini keadaannya cukup mantap, dimana pe - 

nerimaan MPO dari tahun anggaran 1975/1976 sampai dengan 

1930/198i terus meningkat, tetapi kalau dilihat dari segi 

dokumennya sulit dijadikan bahan untuk nenunjang usaha 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pen - 

dapatan Usahawan karena banyak dokumen yang tidak lengkap 

dan dengan alamat palsu.

Realisasi penerimaan MPO tercantum pada tabel 8 .
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TABEL 8

REALISASI PENERIMAAN MPO DI JAWA TIMUR

TAHUN 1975/1976 s/d 1980/1981

(DaLAM RIBI1AN RUPIAH)

Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan

1975/1976 ............... ll.3iO.U9U

1976/1977 ............... lU-.i5if.29i

1977/1978 ............... 22.525.0 33

1978/1979 ............... 2U.612.533

1979/1980 ............... 33.29B.U07

3930/1931 ..............................  Jf6.55J.66U

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak 

Jawa Timur, Departemen Keuangan 1931

TABEL 9

JUMLAH PEGAWAI PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK 

DI JAWA TIMUR TAHUN 1976 s/d 1981

Keadaan Pada Jumlah Pegawai

1-1-1976 ............... I.U37

1 -1-1977 ............... I.U25

1-1-1978 ............... 1.53U-

1-1-1979 ............... 1.53U

1-1-1980 ............... l .?59

1-I-1981 ............... 1.571

Sumber s Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak 

Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981.
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Jumlah pegawai pada 1 Januari 1976 tercatat 1.^37 » 

sedans pada 1 Januari 1977 hanya 1.W2? hal tni karena pada 

tahun 1976 terdapat h orang yang menjalani masa pensiun T 

dan ada pegawai yang dirautasikan keluar daerah Java Timur 

sedang pada tahun yang sama tidak ada penerimaan pegawai - 

baru.

Pada 1 Januari 1978 dan 1 Januari 1979 jumlah pega­

wai tercatat 1*53^ yang berarti terdapat tambahan pegawai 

109 apabila dibandingkan dengan keadaan pada 1 Januari 1977i 

karena pada tahun 1977 mendapat'tambahan pegawai baru,

Pada 1 Januari 1980 keadaan pegawai 1.559 atau suatu tambah­

an pegawai £5 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Jumlah pegawai pada 1 Januari 1981 mencapai 1.571 yang ber­

arti terdapat tambahan pegawai sebanyak 19 yang berasal da- 

ri siswa Sekolah Tinggi Akuntun Negara di Jakarta.

Sejak 1 Januari 1976 sampai dengan 1 Januari 1931 - 

terdapat tambahan jumlah pegawai sebanyak 123.

Dengan adany3 tugas-tugas atau pekerjaan yang selama ini - 

terus berkembang, dimana Direktorat Jendral Pajak di Jawa 

Timur pada tahun anggaran 1975/1976 berhasil memasukkan pa 

jak negara sebesar Rp if6.135.701.000,- dan pada tahun ang­

garan 1980/1961 pajak negara yang berhasil dipungut telah 

meningkat menjadi Rp 118.920.9^9.000,-.maka untuk dapat le- 

bih memantapkan tugas-tugas Direktorat Jendral Pajak di 

Jawa Timur di waktu mendatang, jumlah pegawai yang ada se - 

karang ini masih perlu ditambah*
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h. Hambatan Hambatan yang dl Jumpai Dalara Pe]qfrsarp^q

Pemungutan Pa.iak Pendapatan Usahauran

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usaha 

wan, dijuwpai hambatan-hambatan sebagai berikut:

a. Pada waktu dilakukan pemeriksaan seterapat oleh Pe - 

tugas Dinas Luar, raeneraui kesukaran untuk dapat ber 

temu dengan wajib pajak atau calon wajibnya sendlri, 

sedangkan orang yang ditemui tidak mau memberi ke - 

terangan yang sebenarnya karena tidak tahu atau - 

memang dilarang memberikan keterangan.

b.„Wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) 

biasanya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ke- 

adaan semestinya, oleh karena itu masih diperlukan 

keterangan atau data lain untuk dapat dlpakai se - 

bagai dasar penetapan -pajaknya.

c• Adanya Wajib Pajak Pendapatan Usahawan yang mengem- 

bangkan usahanya dengan mengadakan perubahan bentuk 

usaha yang semula sebagai usaha perseorangan di 

rubah menjadi bentuk badan hukum, sehingga pajak- 

yang dikenakannya beralih dari Pajak Pendapatan ra«n 

jadi Pajak Perseroan (PPs).

d. Sulit mengadakan pemeriksaan setempat secara ire- 

nyeluruh, karena terbatasnya juralah Petugas Dinas 

I^ar.
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PERANAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKaSI 

WAJIB PAJAK PENDAPATMi USAHAWAN

1. Intensifikasl dan Ekstenslflkasi Wajib Pa.iak Pendapatan
*  i
Ilsahawan dalam jrangka Menirigkafrkan Penerimaan P_ajak me- 

„ lain! Kebi/jaksanaan Beban Pa.iak. yang Semakin Menurun.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemungutan pajak ' 

pada umumnya ffleliputi dua tujuan, yaitu untuk mengisi kas 

negara atau tujuan budgeter dan tujuan mengatur . misalnya 

untuk mengatur perekonomian ataupun untuk menciptakan iklim 

perpajakan yang semakin segar.

Untuk mencapai tujuan pertama yaitu budgeter, maka 

penerimaan pajak diusahakan sebanyak mungkin agar dana yang 

masuk ke kas negara terus meningkat.

Untuk menciptakan iklim perpajakan yang semakin segar 

dalam pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, Pemerintah me- 

laksanakan kebijaksanaan beban pajak yang semakin menurun 

berupa penurunan tarip Pajak Pendapatan Usahawan dan dengan 

menaikkan batas pendapatan bebas pajak setiap tahunnya.

Pada ketetapan pajak tahun 1976 tarip 50$ dikenakan 

pada pendapatan sisa kena pajak (PSKP) diatas Rp7.500.000,- 

tahun 1977 pada PSKP diatas Hp 8.1*00.000,- dan seterusnya 

sampai dengan tahun 1980 pada PSKP diatas Rp 18.000.000,-.

Demikian pula dengan batas pendapatan bebas pajak ■-

BAB IV

82
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(EPBP) setiap tahunnya juga dinaikkan yaitu pada tahun - 

1976 untuk diri wajib pajak Rp. 120.000,-; setiap istri 

sah Rp. 120.000,- dan anak yang menjadi tanggungannya Rp,

56.000,- . Tahun 1977 untuk diri wajib pajak menjadi Bp..

135.000,-, istri yang sah Rp. 135.000,- dan anak yang men­

jadi tanggungannya Rp. 60.000,-. Tahun 1978 untuk diri û jib

pajak Rp.156.000,-, setiap istri sah Rp.156.000,- dan anak 

yang menjadi tanggungannya Rp. 73.000,- Pada tahun 1930 

BPBP telah meningkat menjadi Rp.2LtO.OOO,- untuk diri wajib 

pajak, Rp.2^0.000,- untuk setiap istri yang sah dan Rp .

120.000,- untuk anak yang menjadi tanggungannya.

Untuk lebih jelasnya lihat daftar pada tabel 10.

TABEI 10 

BATAS PSNDaPaTAN BEBaS PAJAK 

TAHUN 1976 S/D TAHUN I98O 

(DALAM RUPIAH)

BPBP I 1976 1977 1973 1979 1980

Diri Wajib Pajak

Tiap-tiap istri 
yang sah

Tiap-tiap orang 
keluarga sedarah 
dan semenda da - 
lam garis lurus 
dan anak angkat 
belum dewasa yang 
menjadi tanggung- 
an sepenuhnya.

120.000

120.000

5^.000

135.000

135.000

60.000

156.000

156.000

72.000

17^.000

17^.000

78.000

21+0.000

2^*0.000

120.000

Sumber:Penuntun Pengisian.Surat pemberitahuan Pajak Pendapatan, 

Direktorat J.endral Pajak,' Departemen Keuangan 198l*' dan - 
diolah penulis.
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Perhitungan BPBP seorang wajib pajak yang beristri 

satu dan menanggung 3 orang anak, pada tahun 1976 Rp . 

*402.000,-, tahun 1977 menjadi RpA50.000,-, selanjutnya 

tahun 1973 Rp.528.000,-; tahun 1979 Rp.582.000,-;dan tahun 

1930 meningkat lagi menjadi Rp0Si+OoCOO,- ,

Jika pendapatan bersihnya diperhitungkan tetap Rp.5.000.000,- 

maka Pendapatan Sisa Kena Pajak pada 'tahun . , 1976 Rp . 

Lf.598.000,- tahun 1977 R p A . 550.000,- tahun 1973 Rp. 

ltA72.000,- tahun 1979 RpAAlS.OOO,- dan pada tahun 1980 

RpA.160.000,- .

Cara menghityng Pajak Pendapatan Usahawan yang terhutang 

ialah dengan menerapkan tarip Pajak Pendapatan atas Pen - 

dapatan Sisa Kena Pajak.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka Pajak Pendapatan 

Usahawan yang terhutang dapat dihitung yaitu pada tahun 

1976 Rp.l.051.2*40,- tahun 1977 Rp.903.000,- tahun 1978 Rp. 

750.156,- tahun 1979 Rp.733.1lK),- dan tahun 1980 Rp. 

5Wf.000,- , yang artinya setiap tahun pajak yang terhutang 

terus menurun.

Selisih pajak pada tahun 1976 dengan tahun 1930 adalah Rp. 

1.051.2^,00 - Rp. 5^.000,00 = Rp.507.2UO,00; atau dengan 

perkataan lain pajak pada tahun 1930 besarnya :

(Rp.5^.000,00 2 Rp. 1.05112*+0,00) X 100% = 51,75^ dari - 

pajak tahun 1976.

Batas Pendapatan Bebas Pajak, Pendapatan Sisa Kena Pajak 

dan Pajak Pendapatan Usahawan yang terhutang, bagi wajib
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pajak yang beristri satu dan raenanggung tiga orang anak 

pada tingkat pendapatan bersih Rp.5*000.000,00 dapat di- 

ikuti pada tabel ll*

TABEL 11

JUMLAH BPEP, PSKP DAN PAJAK P3NDAPATAN USAHAWAN

TAHUN 1976 S/D 1930 

(DALAM RUPIAH)

Tahun
, Jurilah 

Keluarga

Pendapatan

Bersih
1 BPBP ' PSKP ' PPd.Ush

.1976 K/3 5.000.000 *+02.000 >+. 598.000 1.051.000

1977 «/3 5.000.000 ^50.000 v.550.000 903.000

1973 K/3 5.000.000 528.000 v. 1+72.000 750.156

1979 K/3 5.000.000 582.000 If.!+13.000 738. 1*t0

1980 K/3 5.000.000 81+0.000 *)-. 160.000 5 ^ .0 0 0

Sumber : Data diolah penulis.

Dengan tarip umum Pajak Pendapatan Usahawan yang 

setiap tahunnya semakin menurun, diperlukan langkah-langkdi 

agar supaya penerimaan pajak tidak menurun tetapi malahan 

harus meningkat.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pendapatan Usaha 

wan tersebut adalah melalui intensifikasi dan ekstensifi- 

kasi pemungutannya.

Dari tabel k dapat diketahui bahwa tahun 1975/ 1976 

realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan tercatat 

Rp. 2.1H0 .639.OOO,- dan pada tahun 1980/1981 terus me-
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ningkat menjadi Rp ^  813,803.000,- yang berarti dalaa >- 

waktu lima tahun mengalami kenaikan Rp, if,Si3.303.000,- - 

Rp 2.1lt0,639.000)- = Rp 2.678.169,000,- atau suatu kenaik­

an 125,11 %.

Jelas bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi jualah Wajib 

Pajak pendapatan Usahawan telah berhasil meningkatkan pe- 

neriraaan pajak,

Apabila ditinjau dari perkembangan jumlah wajib 

pajaknya, seperti tercantum pada tabel £, dapat diketahui 

bahwa jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan pada tanggal

1 Januari 1976 tercatat 31*933 wajib pajak dan seterusnya 

berubah sehingga pada tanggal 1 Januari 1931 tercatat se- 

banyak 3U A 17 wajib pajak, yang berarti selama lima tahun 

mengalami pertambahan wajib pajak sebanyak 2 A 3 1* atau - 

suatu pertambahan 7,22

Persentase pertambahan penerimaan Pajak .Pendapatan 

Usahawan apabila dibandingkan dengan persentase pertambah 

an jumlah wajib pajaknya, dalam jangka lima tahun tadi 

ternyata angkanya jauh berbeda dimana pertambahan pe­

nerimaan pajak naik 125,11 % dan jumlah wajib pajaknya 

hanya bertambah 7,22

Hal deraikian menunjukkan bahwa usaha intensifikasi lebih 

berhasil dari usaha ekstensifikasi.

Keadaan demikian apabila berlangsung terus dapat merupa - 

kan titik rawan yang perlu segera diatasi dengan men -
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dorong usaha ekstensifikasi jumlah wajib pajaknya atau me- 

nempatkan usaha ekstensifikasi pada urutan utama dalam pe- 

laksanaan tugas.

Akibat yang dapat tirabul apabila ekstensifikasi kurang di 

perhatikan yaitu wajib pajak yang sudah ada merasa diper- 

lakukan kurang adil,karena mereka memikul beban kenaikan 

pajak setiap tahunnya dilain pihak ada sementara orang s 

yang seharusnya dikenakan pajak tetapi pada kenyataannya 

bebas dari pengenaan pajak akan berhasil mengumpulkan ke- 

untungan yang relatip lebih cepat dari mereka yang telah 

menjadi wajib pajak.

Akibat selanjutnya akan dapat merubah kepatuhan wajtbj' * 

pajak dalam njelaksanakan pembayaran pajak - pajaknya men­

jadi kurang patuh dan akibat yang lebih parah kalau wajib 

pajak tersebut malahan menghilang.

Dengan uraian tersebut jelas bahwa untuk dapat men- 

ciptalcan iklim perpajakan yang semakin segar maka usaha 

ekstensifikasi jumlah Wajib Pendapatan Usahawan harus di 

laksanakan dengan penuh kesungguhan hati oleh para pe - 

tugas pajak terutama para petugas dinas luar.

Dari tabel 2 diketahui realisasi penerimaan pajak 

negara di Java Timur tahun 1975/1976 sampai dengan tahun 

1980/1931 yang secara terus menerus mengalami kenaikan. 

Kalau pada tahun 1975/1976 realisasi penerimaan Rp . 

*+6.135.701.000,- maka pada tahun 1980/1931 meningkat men-
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jadi Rp.113.920.9^9.000,- yang berarti selama li.ua tahun 

terjadi kenaikan Rp.72.73?.2^3.000,-

Apabila tahun 1975/1976 dipakai sebagai dasar perhitungan 

realisasi penerimaan naik (Rp.72.735.2^3.000,- : Rp. 

1+6.135.701.000,-) X 100$ s 15 7 A 3  %

Dari tabel 7 iiketahui peranan Pajak Pendapatan 

Usahawan terhadap pajak negara yang dipungut di Jawa Timur. 

Tahun 1975/1976 peranannya sebesar ^,63$ selanjutnya pada 

tahun 1976/1977, tahun 1977/1973, tahun 1973/1979, tahun 

1979/1930 dan tahun 1930/1931 berturut-turut sebesar 5»05& 

lf,l^; V,15# ; *f,33/< dan b,05%.

Besarnya peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap pajak 

negara selalu berubah, kadang-kadang naik dan ada pula yang 

turun, hal ini disebabkan antara lain karena kebijaksanaan 

perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah melalui Keputusan 

Menteri Keuangan untuk setiap jenis pajak berbeda dan

waktunya juga tidak bersamaan. Misalnya untuk Pajak Per- 

seroan dikeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan Paket
*

27 Maret, untuk Pajak Penjualan juga dikeluarkan ke - 

bijaksanaan tersendiri dan denikian pula untuk Pajak Pen - 

dapatan kebijaksanaannya juga lain* Oleh karena itu akibat 

terhadap penerimaan pajak untuk masing-masing jenis pajak 

juga berlainan, Sebab lainnya ialah karena tiap jenis pajak

mempunyai masalah yang berbeda-beda.

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



39

2 Intensifikasl dan Ekstensifikasi Pemungutan Pa.jak Pen - 

dapatan Usahawan Sebagai Pemerataan Pendapatan dan Feme 

rataan Beban Pembangunan

Telah dikemukakan dimuka bahwa Tri Dharma Perpajakan 

mengandung 3 pokok cara atau pedoman bertindak yaitu .

1* Pemungutan pajak meliputi segenap wajib pajak,

2* Femungutan pajak meliputi obyek yang semestinya.

3. Pemungutan pajak tepat pada waktunya.

Apa yang terkandung dalam pedoman pertama jelas dl- 

dalamnya mengandung arti prinsip keadilan, prinsip keharus- 

an ekstensifikasi dan jiwa pemerataan.

P e m un gutan pajak haruslah bersifat umum dan merata. 

Pengertian uraum dan merata ini bukan berarti k^pada semua 

warga negara harus dikenakan pajak yang sama, Tindakan se- 

macam ini bukan keadilan tetapi justru tidak adil kerena 

walaupun setiap warga negara itu mê iilliki hak dan kesempat- 

an yang sama untuk melakukan usaha namun hasil yang di - 

peroleh tidak sama, kemampuan untuk membayar pajak juga - 

tidak sama.

Umum dan merata diartikan semua orang yang seharusnya ter- 

kena pajak haruslah dikenakan pajak, maksudnya disini apa- 

bila memenuhi syarat yang ditentukan dengan undang- undang 

atau peraturan yang berlaku, sedang pajak yang dikenakan 

harus diukur menurut kemampuan sebagaimana yang ditentukan 

dalam undang - undang atau peraturan - peraturan yang: '-r

berlaku.
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Apabila terdapat orang yang seharusnya terkena pajak, 

tetapi dapat, lolos dari pengenaan pajak, hal ini menirnbul- 

kan ketidak adilan. Semakin banyak orang yang dapat lolos 

semacam ini, semakin menimbulkan ketidak adilan, oleh 1-- 

karena itu merupakan kewajiban setiap petugas pajak untuk 

selalu mengusahakan pertambahan jumlah vajib pajak atau 

ekstensifikasi jumlah wajib 'sjak agar supaya jumlah yang 

lolos dari pengenaan pajak semakin berkurang*

Ekstensifikasi itu bukan hanya penting bagi perpajakan saja, 

tetapi juga sangat penting bagi pembangunan negara kita. 

Dengan ekstensifikasi berarti jalur pemerataan, baik itu 

pemerataan pendapatan ataupun pemerataan beban pembangunan. 

Uraian ini sekaligus menunjukkan bahwa fungsi pajak bukan 

hanya memungut uang untuk mengisi kas negara, tetapi juga 

penting artinya bagi pembangunan.

Agar supaya pemungutan pajak yang dilakukan meliputi se - 

genap vajib pajak tentu saja bukan hanya kegiatan-kegiatan 

mencari wajib pajak baru, tetapi wajib pajak yang sudah ada 

dan sudah terdaftar itu harus dipelihara dengan taik,jangan 

sampai menghilang. Pemeliharaan yang baik dalam bentuk pe- 

layanan yang baik oleh petugas pajak kepada wajib pajak , 

dilakukan dengan hubungan saling keterbukaan, saling raeng-
4

hargai dan bukan saling mencurigai.Wajib pajak memerlukan 

pelayanan yang cepat, rapi dan penuh keramah tamahan dan 

jauh dari maksud maksud yang merugikannya*

Dalam taraf sekarang ini pelayanan yang dilakukan • oleh -
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petugas pajak belum dapat dikatakan baik namun baru dalam 

usaha memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pedoman kedua Tri Dhanna Perpajakan ialah pemungutan 

pa j a k  meliputi obyek yang seraestinya.

Pemungutan pajak yang baik ialah pemungutan pajak meliputi 

obyek yang semestinya, yaitu bahwa obyek yang seharusnya 

terkena pajak itu haruslah dikenakan pajak sebagaimana 

mestinya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, tidak 

dikurangkan dan juga tidak dilebihkan dari semestinya.

Pada hakekatnya intensifikasi merupakan pelaksanaan Dharma 

ke dua dari Tri Dharma Perpajakan, Yang menjadi keinginan 

intensifikasi, apabila seluruh kapasitas atau potensi yang 

terkandung dalam segenap wajib pajak yang sudah terdaftar 

itu dapat digali menjadi pajak nyata masuk ke Kas Negara. 

Tetapi hal ini tidaklah mungkLn sempurna seperti itu, yang 

dapat dilaksanakan adalah berusaha mendekati yang sempurna 

itu dan semakin dekat adalah semakin baik.

Pada umumnya orang sudah tahu dan mempunyai kesadaran se- 

penuhnya? bernegara itu mutlak perlu untuk hidup . bersama 

dalam suatu bangsa. Untuk kehidupan suatu negara itu orang- 

pun sudah pasti tahu diperlukan biaya, untuk itu diadakan 

pungutan pajak, Dengan demikian orangpun sudah sadar mem - 

bayar pajak adalah mutlak perlu untuk kepentingan negara 

dan kepentingan hidup bersama, Tetapi didalam lubuk hatinja 

ada faktor penghalang, uang yang digunakan untuk membayar 

pajak itu pada hakekatnya adalah mengurangi pendapat&nnya.
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Dalam diri setiap orang ada pula kecenderungan mementing - 

kan diri sendiri, oleh karena itu kemudian tlmbul per 

tentangan dalam diri-sendiri, disatu pihak kesadarannya 

berblcara bahwa membayar pajak itu perlu dan dilain pihak 

lubuk hatinya menentang bahwa kepentingan diri sendiri itu 

perlu di dahulukan, keinginan ini mendorong orang untuk me- 

nunda atau menghindari pembayaran pajak.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemungutan pajak me - 

liputi obyek yang sernestinya merupakan tugas yang berat 

dalam perpajakan.

Dalam permasalahan perpajakan sebenarnya yang lebih menge- 

tahui besarnya pendapatan yang diperoleh atau besarnya ke- 

kayaan yang dimiliki ataupun besarnya keuntungan yang di - 

peroleh adalah wajib pajak sendiri. Oleh karena itu penting 

sekali partisipasi dari masyarakat untuk member!tahuk&n

tentang besarnya pendapatan yang diperoleh selama setahun 

atau besarnya kekayaan yang dimiliki pada 1 Januari atau - 

pun keuntungan yang diperoleh selama setahun.

Partisipasi masyarakat melalui pengisian SPT dengan 

benar dan memasukkan SPT tepat pada waktunya akan mencipta- 

kan keadaan pemungutan pajak secara wajar dan menyeluruh 

meliputi masyarakat wajib pajak, diraana besarnya beban se- 

suai dengan kemampuan wajib pajak serta pemungutannya tepat 

pad# waktunya.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak di- 

arahkan kesuatu pedoman dimana pemungutan pajak meliputi
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obyek yang semestinya, dan besar kecilnya Pajak Pendapatan 

Usahawan ditetapkan antara lain dengan tarip progresip maka 

■bagi wajib pajak yang berpendapatan rendah tarip pajaknya 

juga relatip lebih tinggi.

Sebagai contoh ialah pada tarip umum Pajak Pendapatan tahun 

19 8 0,tarip 5$ dikenakan pada pendapatan sisa kena pajak di- 

bawah Rp.2^0.000,- dan tarip 5®% dikenakan pada pendapatan 

sisa kena pajak diatas Rp.13.000*000,- 

Dengan uraian tersebut diatas maka intensifikasi dan 

ekstensifikasi pemungutan Pajak: Pendapatan Usahawan dapat 

dipakai sebagai usaha pemerataan pendapatan dan pemerataan 

beban pembangunan.

3. Prospek ekstensifikasi Jumlah Wajib Pa.iak Pendapataq

£lP.t, ge.slfin

Pertambahan jumlah wajib pajak seperti tercantum pada 

tabel 6 ternyata seret sekali tidak sebanding'dengan per - 

kembangan ekonomi yang semakin meningkat.

Usaha ekstensifikasi yang dulu telah dilaksanakan rmisai - 

nya return guidance atau bimbingan MPS, operasi door to 

door, penetapan tambahan wajib pajak bersih 11% kesemuanya 

tadi tidak dapat menghasilkan tambahan wajib pajak seperti 

yang diharapkan yang berarti mengalami'-kegagalao.

Menurut pendapat penulis kegagalan tersebut disebab- 

karena tidak diatur mekanismenya, pengawasan juga kurang 

dan tidak ada kesungguhan hati dalam pelaksanaannya*

Untuk berhasilnya ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak
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Pendapatan Usahawan dengan sistim piot design yang sedang 

dilaksanakan pada saat ini harus memenuhi syarat - syarat 

sebagai berikut j

a. Mekanisme ekstensifikasi dari tahap ke tahap yang lain 

harus sampai tuntas, artinya tahap penelitian, tahap pe- 

laksanaah dari pendataan medan sampai pengukuhan men - 

jadi wajib pajak efektip harus jelas.

b. Mekanisrae harus mencakup dan dapat memaksa ' kesungguhan 

dalam pelaksanaannya.

c. Sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya dan sedapat 

mungkin memanfaatkan sarana yang telah ada0

Bagaimanapun sistira itu diciptakan secara baik kalau ke - 

sungguhan pelaksanaannya kurang maka hasil yang di idam - 

idamkan tidak mungkin akan dapat dicapai sepenuhnya, 

Masalahnya sekarang ialah bagaimana caranya untuk dapat 

mendorong kesungguhan dalam pelaksanaan,

Kesungguhan akan dapat timbul bilamana para pelaksana me - 

mahami latar belakang dari pada diadakannya ekstensifikasi 

ini. Mi s a l n y a  dilihat dari segi penerimaannya dapat me 

nimbulkan rasa senang, namun dilihat dari jumlah wajib 

pajak dapat raenimbulkan rasa prihatin.

Timbulnya rasa prihatin dari para pimpinan dan para 

pelaksana akan dapat mendorong kesungguhan,

Oleh karena itu para pelaksana perlu digugah hatinya untuk 

meraahami ldtar belakang diadakannya ekstensifikasi jumlah 

wajib pajak dengan sistim plot design .
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Perlu disadari bahwa seluruh petugas pajak dewasa ini /..» 

menghadapi lcenyataan sebagai berikut :

a. Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan sejak dahulu - 

dan sudah bertahun - tahun tidak banyak berbeda. 

b« Sementara itu pembangunan di Indonesia sudah berjalan 

sampai Pelita III, dan perkembangan ekonomi menunjuk - 

kan kemajuan, yang seharusnya diikuti pula oleh per - 

kembangan jumlah wajib pajak.

Harus disadari oleh para petugas pajak sehingga hati 

nuraninya mengakui bahwa jumlah wajib pajak seharusnya 

jauh lebih banyak dari yang sudah ada sekarang ini.

c. Kondisi jumlah wajib pajak Pendapatan Usahawan yang se­

karang ada ini cukup memprihatinkan bahkan dapat me - 

rupakan titik rawan dan meraerlukan perhatian untuk - 

segera diatasi,

■id. Pemecahannya ialah harus dicarikan cara yang lebih >  

efektip hingga dapat mengembangkan jumlah Wajib Pajak 

Pendapatan Usahawan sampai jumlah yang wajar*

Dari penelitian Direktorat Pengusutan dan " Pengendalian 

Wilayah, Direktorat Jendral Pajak di Jakarta, jumlah wajib 

Pajak Pendapatan Usahawan di Indonesia yang dianggap wajar 

berjumlah seldtar 5 7 3*8 3? wajib pajak sampai dengan 

663,U61* wajib pajak. Yang jelas ialah jumlah Wajib Pajak 

Pendapatan Usahawan per 1 Januari 1930 sebanyak 196.329 

wajib pajak adalah sangat tidak wajar.

Kenyataan yang menjadi latar belakang diadak.annya
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ekstensifikasi ini tila telah diketahui dan disadari oleh 

para petugas pajak merupakan suatu pendorong untuk rae - 

laksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh 

tanggung jawab dan kesungguhan hati.

Agar supaya para petugas mengetahui dan memahami diada - 

kannya ekstensifikasi ini pimpinan perlu memberikan pen - 

jelasan-penjelasan kepada bawahannya atau penataran bagi 

petugas - petugasnya.

Petugas pajak perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang 

masalah perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pe - 

laksanaan ekstensifikasi, karena seperti telah dikemukakan 

dimuka bahwa dalam masalah perpajakan ini berhasil atau. - 

tidaknya sangat tergantung dari partisipasi dari masyarakat 

wajib pajak, maka petugas yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat harus mempunyai bekal yang cukup berupa pe - 

ngetahuan perpajakan untuk dapat memberikan ■ penerangan: 

kepada wajib pajak bila diperlukan,

Dalam ekstensifikasi ini akan banyak berhubungan, - 

dengan wajib pajak baru atau calon wajib pajak baru. 

Menghadapi wajib pajak baru atau calon wajib pajak, sebaik 

nya pendekatannya dilakukan secara berhati-hati, supaya - 

calon wajib pajak atau wajib pajak baru tersebut dapat di 

bina menjadi wajib pajak yang benar - benar efektip.

Dalam pembinaan wajib pajak yang penting dapat me - 

rubah wajib pajak yang cenderung menghindari pajak men - 

jadi wajib pajak yang sadar bahwa membayar pajak merupakan

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



97

suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Di lain pihak petugas pajak juga harus menyadari 

bahwa raereka berkewajiban untuk memasukkan pajak se - 

raaksimal mungkin ke kas Negara,

Ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan 

dengan sistim plot design di masa mendatang cukup baik 

karena dari kenyataan yang ada sekarang ini dapat kita -

lihat kegiatan usaha semakin berkembang misalnya dengan 

dibangunnya pusat pertokoan, daerah industri, daerah pe - 

mukiman serta banyaknya pemilik kendaraan bermotor baru 

dan usaha-usaha lain yang memungkinkan dipilih untuk di- 

jadikan medan sasaran plot lokal,

Dengan penyempurnaan aparatur perpajakan secara * 

kvalitatip maupun kwantitatip disertai kesadaran masyaiakat 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak 

lebih baik yang didukung dengan kesungguhan * memasukkan 

pungutan pajak ke kas negara se maksimal mungkin dari para 

petugas pajak, maka realisasi penerimaan Pajak Pendapatan 

Usahawan maupun jumlah Wajib Pajak Pendapatan ' Usahawan 

akan jauh lebih meningkat dan akan mempunyai peranan yang 

lebih berarti terhadap penerimaan pajak negara yang di - 

pungut di Java Timur.
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l'!i'3JUULAK HAN JAE,\K

2, Koslmrulan

1, Berbagai usaha t^lah dilaksanakan dal^m ran^ka inten­

sifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Fenda - 

patan Usahawan yaitu don^an penyempurnaan di bidang- 

organisasi, administrasj, prasarana, kepegawaian, o- 

perasionil serta sistim pemungutan dan ; ̂ dcnian nemu- 

ngutan pajak*

Hasil intensifikasi pemungutan Pajak Pendapat 

an Ugahawan yang dilaksanakan di Jawa Timur, dapat - 

dilcetahui dari adanya data kenaikan realisasi peneri 

maan Pajak Pendapatan Usahawan khususnyu dan pajak - 

npgara iiada umunnya setiap tahun.

Re:'li-cjs! ;jenerjrnijan Pajak Pendapatan U .Mw m  terus 

menin^K;.t, jika padu tahun 1 9 7 5 /1 9 7 6 baru berjumlah- 

Rp ?.l^).6;j9*000,O') mak.j pada tahun 19:V/l?3l telah- 

meningkat mencapai Rp *t. 8l9. $03,000,00 yang berarti 

naik 125,11 Demikian pula yang terjadi pada pajak 

negara, kalau pada tahun 1975/1976 baru berjumlah - 

Rp U-6.185.701.000,00 naka pada tahun 19‘30/198l telah 

meningkat menjadi Rp 118.920.9*+9.000,00 yang artinya 

naik 157,^9

Berdasarkan uraian tereebut dan pembahasan pada bab - 

bab aebelumnya maka hlpot&aa yang dipakai dalam pem - 

buatan skripel -ini telah dapat diuji dan dapat dite - 

rima.
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2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak 

Pendapatan Usahawan disamping sebagai usaha untuk 

menirigkatkan penerimaan pajak juga sebagai pemerata. 

an pendapatan dan pemerataan beban pembangunan.

3 , Intensifikasi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan 

dharma kedua dari Tri Dharma Perpajakan^aitu pe- 

rnungutan pajak meliputi obyek semestinya.

Yang menjadi keinginan intensifikasi ialah apabila 

seluruh kapasitas 'atau potensi yang, terkandung- pada 

segenap wajib pajak itu dapat digali sehingga men - 

jadi pajak yang nyata masuk ke kas negara,

Yang menjadi keinginan ekstensifikasi ialah apabila 

pemungutan pajak dapat menjangkau seluruh wajib pajak 

atau pemungutannya meliputi segenap wajib pajak. 

Ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usaha - 

wan mengalami kegagalan karena sistimnya tidak di 

atur, pengawasannya kurang dan tidak ada kesungguhan 

dalam pelaksanaan. Pada 1 Januari 1976 jumlah Wajib 

Pajak Pendapatan Usahawan terdaftar 31*933 dan pada 

1 Januari 1930 terdaftar 33* 071 * Selama empat tahun 

tambahan wajib pajak 1.1 3 8, berarti rata-rata tam - 

bahan wajib pajak dalamgatu tahun hanya 273,.

5. Ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak dengan sistim plot 

design dimulai sejak tahun 1980.3istim plot design - 

mempunyai dua sasaran yaitu *
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a. PXot Ipeda, pelaksanaan usaha ekstensifikasi di 

lakukan dengan menggunakan data Ipeda yang di- 

sebut juga dengan plot nasional,

b. Plot lokal, pelaksanaan ekstensifikasi ditangani 

langsung oleh Inspeksi Pajak diraana sasaran yang 

dituju sebagai sumber data terserah pada pilihan 

dari Inspeksi Pajak yang bersangkutan,

Tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan setelah - 

berlakunya ekstensifikasi dengan sistim plot design 

dalam safcu tahun tercatat 1.3^.

6. Prospek intensifikasi dan ekstensifikasi peraungut -

an Pajak Pendapatan Usahawan'untuk masa mendatang 

cukup baik, karena potensi pajak yang terkandung - 

dalam masyarakat cukup besar tetapi belum terjangkau 

atau belurn dapat digali menjadi pajak yang masuk 

ke kas negara.

2* Saran *

1. Perlu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dengan memperbaiki mutu dan mental 

pegawai. Mental pegawai yang lebih mementingkan 

diri pribadi dari kepentingan dinas sedapat mungkin 

dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi dengan 

cara menegakkan disiplin pegawai. Kepada pegawai - 

yang ternyata melanggar disiplin diambil tindakan 

tegas sesuai deng&n ketentuan yang fcerlaku dan apa-
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bila perlu diberikan sangsi yang cukup memadai, agar 

supaya pegawai tersebut dapat mengendalikan kemauan - 

nya untuk mementingkan diri pribadi.

Pelayanan yang baik dapat dilaksanakan apabila pe­

tugas dalam menjalankan tugas dilakukan dengan tulus 

hati semata- mata untuk kepentingan dinas.

2. Data yang berhubungan dengan kegiatan usaha 'wajib . 

pajak atau calon wajib pajak sangat penting dalam - 

rungka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan - 

Pajak Pendapatan Usahawan, sedangkan data yang ter- 

cantum dalam surat peraberitahuan (SPT) biasanya tidak 

lengkap dan masih disangsikan kebenatannya.

Tanpa tersedianya data yang cukup penetapannya - - 

tidak akan dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Untuk itu perlu dijalin hubun^an bj-ik dengan pihak in- 

stansi lain agar supaya data yang tersedia dapat di 

manfaatkan untuk menunjang penerimaan pajak. Misalnya 

data yang ada di Kantor Kantor Wilayah Departemen Per- 

dagangan dan Koperasi, Kantor Peraerintah Daerah,Kantor 

Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai,Kantor Wilayah 

Direktorat Jendral Anggaran dan Perusahaan - Perusahaan 

Milik llegara.

3. Meningkatkan pengetahuan tekhnis perpajakan bagi para 

petugas dinas luar agar supaya dapat dengan mudah me - 

ngiai daftar atau kesan urnum yang dipakai . sebagai . -
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dasar pjengukuhan calon wajit pajak menjadi wajib 

pajak, disamping untuk menjawab dan menberikan 'pen - 

jelasari yang diperlukan oleh calon wajib paj.ak,

b. Karena dalam pemeriksaan sering dialami kesulitan me- 

nemui calon wajib pajak di tempat tinggalnya, .sebaik- 

nya petneriksaan dilakukan dengan memilih waktu yang 

tepat, misalnya antara jam 1^,00 - jam 16 ,0 0 dimana 

diharapkan mereka sudah berada di ruitah.

5. Untuk dapat menjangkau wajib pajak yang lebih luas - 

perlu diadakan penambahan pegawai terutama untuk tugas. 

- tugds dinas luar, karena dengan adanya ekstensifi - 

kasi jumlah wajib pajak dengan plot design tugasnya 

semakin bortarr.tah dan bcrke:nbang*
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Laapiran I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

SURAT KEPUTUSAN DIREJCTUR JENDERAL PAJAK 

NCMCR ; KEP-653/PU.5/19&)

T E N T A N G

pETUNJUK PELAKSANAAN EKSTENSIFI KASI JUMLAH WAJIB PAJAK 

"PAJAK FENDAPAT/JI "DENGAN PLOT DESIGN WAJIB IPEDA PER t 

KOTAAN.

DIR3KTUR JENDERAL PAJAK,

Memperhatikan : Jumlah wajib pajak Pajak Pendapatan sampai

dengan 1-1-1980 belum menunjukkan perkem - 

bangan yang memuaskan;

Menimbang : 1. bahwa junlah wajib pajak Pajak Pendapat­

an perlu ditingkatkan sejalan dengan per 

kembangan ekonomi;

2. bahwa berdasarkan penelitian yang dilaku 

kan oleh Direktorat Pengusutan dan Pe - 

ngendalian Wilayah dengan menggunakan - 

metode Plot Design telah menunjukkan ada 

nya potensi untuk meningkatkan jumlah -

wajib pajak Pajak Pendapatan;

Mengingat : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak tang

gal 9-5-19 3 0 Noraor ;3E-21/PU/1930-PTUP

tentang Rumusan Raker Ka Kanwil Ke- I -
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Menetapkan

Tahun Anggaran 1930/1931;

2. Pasal 3 yo, pasal 7 Surat Keputusan -

Direktur Jenderal Pajak tanggal 19 A- 

pril 1972 Nomor D. 15.U/I/D/3-13 ten - 

tang Pedoman Induk Dinas Luar; jo‘ .

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

tanggal U- Januari 1973 Nomor:

D*i5A/V/c/2-oi/i-55/73.

M E M U T U S K A N :

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERa L PAJAK TEN TANG PE- 

TUIIJUK PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI JUMLAH WA - 

JIB PAJAK "PAJAK PENDaPATAU" DENGAN PLOT DE - 

SIGN WAJIB IPEDA PERKOTAAN.

Pasal 1

Ekstensifikasi jumlah wajib pajak P.Pd.dengan 

menggunakan metode Plot Design dilaksanakan - 

dengan berpegang pada PETUNJUK PELAKSANAAN - 

seperti lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di 

tetapkan.
Ditetapkan di ; JAKARTA

Pada tanggal ; 1 3 KOPEMBER 1930

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
Karena berhalan^an 

SEKRETARId DIREKTORAT JENDERAL PaJAK

ttd

Drs. AHMAD DIN
I.1:? 060001509
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Lampiran 111

O R  D O N  A N S I P A JA K  P E N  D A P  A 1 A N  1944

(sebagaimana Urakhir diabah dan ditambah dengan 
U .U . No, 9 Tahun 1970),

* Pa sal L

(1) Dengan nama Pajak Pendapatan dipungut sualu pajak a(a* 
pendap.iian, pajak mana dikenakan lerhadap orang-orang 
yang beitetnpai unggai di Indonesia.

(2) Apakati orang bcricmpat tinggal di Indonesia ditentukan me- 
nurul keadaan.

♦ Pasal 2.
(I) Pajak pendapatan dikenakan juga pada orang-orang vang 

tidak bertempai (inggaf di Indonesia, yang :
a. memperoJeh ba.si) dan baiang-barang takgerak yang ler 

letak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang tak­
gerak itu;

b. mempunyai hak atas hasil dari piutang yang pokoknya di- 
jam in oleh hipotck pias barang tpkgerak yang terietak di 
Indonesia atau yang terikat pada barang takgerak itu;;

c. melakukan sendiri pekerjaan (lerm asuk pekerjaan dalam 
hubungan perburuhan) atau perusahaan di Indonesia aiau 
melakukannya oleh wakU *tau kuatanya;

d. dengan cara lain daripada yang dimaksud pada huruf c, 
akan tetapi tidak berdasarkasMuatu perjanjian ktrja yang 
berjalan, menarik keuntungan dm* pekerjaan (termasuk 
pekerjaan dalam hubungan perburuhaa) atau perusahaan 
yang dilakukan di Indonesia, keouaU’Jika keuntungan itu 
dikenakan atau fkan dlkenakaft’pAjak perstroan;

e. mempunyai hak a tat gaji, gaji cud, uang tunggu, sokong- 
an, pensiun dan lain-laio uptfaytngicrikat pada melaku- 
kan iesuatu jnbaUn *uui pekeijaiui4#n dibebaakan pada 
keuangan umuiji. lodonctia, difc M s  penyiun yang dibe- 
bankan pada peruiahaan yai^j0̂ t fi4kan di Indonesia.

* Teks resmi menurut Undang'Undangi

1
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(la ) Untuk m elaksaiakan ordonansi ini tcrmasuk pula dalam ke- 
uangan umum Indonesia: keuangan daerah swatam ra dan 
dana pensiun, dana pensiun janda, dan anak yaiun piatu, 
yang diadakan untuk pegawai negeri dan pegawai daerah 
swatantra, begitu pula subsidi yang diberikan untuk tenaga 
guru pada sekolah partikelir dan dibebankan pada anggaran 
belanja Indonesia;

(2) Tidak dianggap sebagai meiakukan suatu pekerjaan atau  per- 
usahaan di Indonesia oteh mereka yang tidak bertempat ting- 
gal di Indonesia, ialah :
a. dlhapuskan.
b. dihapuskan.
c. pekerjajtn pegawai atai a&at-alat pengangkutan yang me- 

melihara blu-lintas antara pelabuhan yang terlctak di In ­
donesia dan tidak terletak di Indonesia.

* Pasttl 2a.

(1) Dihapuskan.

(2) Dihapuskan.

(3) Selama suatu warisan belum terbagi, maka warisan itu seba­
gai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka 
yang berhak. '

• Paw l 2b. •

(1) Dengan pendapatan dimaksud gungpuigan jum lah uang atau 
nilai uang yang selama tahun takwim diperoieh seseorang se- 
bagai hasil d a r i:
a. usaha dan tenaga,
b. barang tak gerak,
c. harta gerak,
d. hak atas bayaran berkala.

(2) Sebagai pendapatan dimaksud |uga tambahan harta yang ter- 
nyata dalam tahun takwim, W u a li jik a  hat sebaliknya 
dibuktikan oleh w ajib pajak.

* ' I  eks resmi menurut Undang-Undang
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(3) Jik a  kewajiban pajak menurut pasal 8c ayat ( I)  d an(2) hanya 
ada selama sebagian dari tahun takwim, maka bagian ini 
menggantikan tahun takwim. Bagian tahun takwim tersebut 
disebut "M asa pajak'*.

* Pasal 2c.

(1) H asil usaha dan tenaga terdirl dari hasil yang tidak termasuk 
hasil dimaksud pada pasal 2c seperti : keuntungan, gaji, 
upah, lantiem, gratifikasi, hadiah, uang jasa* honorarium, 
uang duduk, uang vakansi* uang hadlir, perumahan dengan 
cuma-cuma, makan dengan cuma-cuma atau hasil lain yang 
dengan nama atau bentuk apa pun diperoleh dari perusahaan 
atau pckerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perbu- 
ruhan) dan dari segala pekerjaan yang berdiri sendiri.

( la )  H asil usaha dqn tenaga yahg dimaksud pada ayat ( l )  pasal 
lni» kecuaii hasil bersih yang diperoleh karena pengoperan 
hak dai>atau baglannya dalam maaUch»p> perseroan firma. 
perseroan komandiator, kongsi don sebagainya, bagi seorang 
anggauta maatschap perseroan firm o, perseroan komanditor, 
kongsi dan sebesainya yang dipcroteh dari badan-badan ter­
sebut tidak dianggap sebagai hasil ucaha dan tenaga dalam 
arti kata ayat ini,

(lb ) Jum lah pengurcmoan dari keuntungAn bersih sesuatu maats­
chap, perseroan firm a, perseroan kom anditor, kongsi dan se­
bagainya, menurut lib e l seperti dimaksud dalam pasal 4a Or- 
donansi Pajak Perseroan, tidak dikenakan pajak .pendapat­
an.

(1c) Menteri Keuansen dapat menjjadoken r peraturan tentang 
penghiiungan basil bersih dari jenis^cnis perusahaan terten- 
tu, mengingat pada keadaan-keadaen istimewa, sekian per- 
seratus dari pada percdaran brutonya;

(2) Dalam hasil-hasU tersebut antara Ittiif termasuk juga :
a. keuntungan yang diperoleh dari pengoperan alat perusaha­

an atau alat pekerjaan bebas yang menurut tujuannya 
semula tidak dimaksudkan untuk dtoperkan dan pada

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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(3) a. Sebagai h u ll perusahaan dianggap juga keuntungan yang 
diperoleh dari pengoperan saham atau tanda laba, dim iliki 
tidak sebagai modal perusahaan, dari perseroan yang mo- 
dalnya untuk seluruhnya atau sebagian terbagi atas saharn- 
saham dan dalam perseroan mana yang mengoperkan 
mempunyai suatu kepentingan. Memasukkan surat-surat 
effek demikian dalam modal perusahaan disarnakan de­
ngan suatu pengoperan; menarik surat-surat eflok demi­
kian dari modal perusahaan merupakan suatu pcmbclian.

b. Kepentingan dimaksud dianggap ada, jik a  yang mengopcr- 
kan( baik sendiri maupun bersama dengan keluarganya, 
dalam (ifna tahun terakhir lebih dari satu perempai bagian 
dari jum lah modal nominal yang telah disetor, langsung 
maupun tidak langsung menjadi pemegang saham. Dalam 
hal in i dianggap scmata-mau sebagai keluarga : isteri,

' keluarga'sedarah dan semenda dalam garis lurus dan 
dalam cterajat kedua dari garii'Simpang.

c. Kerugian berhubung dengan pengoperan termaksud pad a 
huruf a tidak diperhatikan.

* Pastil 2d.

Sebagai hasil batang tak grrak dianggap scmua keunmngan 
yang diperoleh dari gedung, tanah, tambang dan peraiiun yang 
tidak digunakan dalam perusahaan atau pekerjaan, sepeui* sewa. 
nilai .sewa dari rumah dan turutajmya yang digunakan &cndin» 
keuntungan yang diperoleh karena mengoperkan hak nvngguna- 
kan atau menempati atau mcnyewasuatu barang tak ger<ik, keun- 
tuugan yang diperoleh karena scsuatu hak kebendaan yang icrikai 
pada suatu barang tak gerak, keuntungan yang diperoleh karena 
penjualan atau penukaran barang tak gerak,

* Pasat 2 t.

( I)  Sebagai hasil harta gerak dianggap semua keuntungan yang 
diperoleh dari harta yang bukan merupakan barang tak gerak 
dan dari harta yang tidak digunakan dalam perusahaan aiau

umumnya tiap keuntungan yang diperoleh dengan alat
demikian.

b. penggunaan sendiri hasil dan atau persediaan perusahaan.
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pekerjaan sendiri seperti bunga, sewa baring gerak, keun- 
tungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran ba- 
rang gerak.

(2) dihapuskan.

•P asa l I f.

H asil hak atas bayaran berkAla terdiri d arig aji cuti, gaji non aktif, 
uang tunggu, tunjangan, pensiun , bunga seumur hidup, tan- 
time, begitu pula pemberian yang terutang untuk penghidupan, 
perumahan atau untuk hal lain dan umuntnya semua bayaran dan 
pemberian yang terutang dan tidak termasuk hasil hubungan pcr- 
buruhan dan yang berakhir pada meninggalnya yang berhak atas 
bayaran atau pemberian iiu  atau meninggalnya orang lain.

*

Pasal J.

Tidak dianggap sebagai pendapatan ialah ;
a.di^apuskan;
b. dihapuskan; i

* c. nlkmat mendiami rumah dengan percuma oleh Presiden Re­
public Indoehsia <H Jakarta, begitu pula nllai sewa lapangan- 
lapangan termapuk lingkungan Is tana di bogor dan di Cipa- 
nas; ■

d. apa yang diperoleh dari keiuarga sedarah dan semenda dalam 
garis lurus atau yang diperoleh anak angkat dari orang mu 
angkatnya untuk penghidupan ataii pendidikan, begitu pula 
apa yang oleh orang tua diberikah kepada anaknya yang 
belum dewasa dan apa yang diberikan oleh orang tua angkat 
kepada anak angkatnya beropa suatu bunga seumur hi lup 
atau bayaran bcrkala lainnya;

e. nikmat perawatan kedokicran dengan percuma dan pemakai* 
an ohat-obatan dengan percuma;

f. nikmat makan dan tinggah dengan percuma di kapal oleh 
pegawai pelayark^pai itu; .

g. nikmat makan dan tinggal dengan percipna dalam asrama, 
oleh pegawai mUitcr angkatan darat. jin g ^ ta n  lautdan ang- 
kaian udura;

• Teks rcsini menurut Undang-Undang .
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h. pengganti yang diberikan untuk biaya yang terikat pada me- 
iakukannya suatu jabatan dan pekerjaan;

i. dihapuskan;

j.  (unjangan perang yang diberikan kepada pegawai m iliier 
angkatan d ira t, angkatan laut dan angkatan udara;

k. nikmat pemakaian sendiri barang gerak;

1. dihapusjcan;

m dihapuskan.

* n. penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Umum Indo­
nesia sfckedar penghasilan ini oleh Pemerintah Republik In­
donesia dibebaskan dari pajak;

* o. keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran
barang tak gerak, sepanjang barang tak gerak tersebut 
berasal dari warisan atau hibah atau jik a  penjualan maupun 
penukaran dilakukan dalam waktu lebih dari dua belas bulan 
tettlah dipCrolehnya barang tak gerak yang bersangkutan 
atau jik a  harga juai atau nilai uang barang yang dimaksud itu 
tidak m elebihijum lah yang ditenutkan oleh Menteri Keuang­
an.

p. keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran 
harta gerak sepanjang harta gemk tersebut berasal dari waris- 
an atau hibah atau jik a  penjualan maupun penukaran dilaku­
kan dalam waktu lebih dari enajp bulan setelah dtpei olehnya 
harta gerak yang bersangkutan atau jik a  harga ju a l atau nilai 
uang harta yang dimaksud itu tidak melebihi jum lah yang di- 
tcntukan Menteri Keuangan.

Pasat 4.
(dihapuskan).

Pasal

*(1) H asil suatu sumber pendapatan untuk menghitung jum lah 
bersihnya.'tHkurangkwi dengart :
a. biaya untuk mempferoleh/ fatmungut dan mempcrtahan- 

kan hasil itu beban-beban yang memberatkan hasil itu.

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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b. apa yang menurut kebiasaan pedagang yang harus dUusut- 
kan dari benda-benda yang digunakan dalam  pekerjaan 
atau perusahaan, dan' dari piutang yang timbul dalam 
mclakukan pekerjaan atau perusahaan;

c. dihapuskan;
d. dihapuskan;
e. dihapuskan;
f. dihapuskan.

( la )  Pendapatan kotor untuk menghitung pendapatan bersihnya, 
dikurangi dengan bunga, tunjangan pensiun dan tunjangan 
seumur hidup yang terhutang.

*(2) Mengenal mereka yang tidak bertempat kediaman di Indo­
nesia, maka untuk perhitungan jum lah bersih yang dipt-rolch 
sebagai hasil sumber pendapatan yang bersangkutan hanya 
dipotongkan:

r ke»l biaya, beban, susut benda seru  penghapusan piutang 
dan iut&n yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal

• in ijiu ru f t  dan b; 
kc-2 bunga hutang yang dijam in oleh hipotek atas harta

f , tetap yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada 
pada itu;

satu dan lain dengan tidak mengurangl apa yang ditentukan 
dalam pasal 5a.

(3) Tidak diperkenonkan untuk dikurangkan ialah:
a. biaya-biaya untuk mana diberikan ganti rugi dimaksu Jkan 

dalam p isal 3 huruf h;
b. pengeluaran-pengeluaran untuk penghidupan atau untuk 

pendidikan keluarga sedarah dan s#menda dalam garis 
lurus dan anak angkat, begitu pula bunga seumur hidup 
dan lain-lain pembayaran berkala yang diberikan orang 
tua kepada anaknya yang beluifi dew sftAtau yang diberi- 
kan orang tua, angkat kepada anak vxgtytnya;

c. pengeluaran untuk pcm bclian, pendirta^ perbaikan atau 
perubahan tanah, bangunan, alat ketfa.perkakas dan ben­
da-benda Jaimtya yang digunakan untuk mclakukan suatu 
pekerjaan atau perusahilan dan pengeluaran untuk peng­
operan, pengluasan, perbaikan atau perubahan perusaha-

• Teks resmi menurut Undang-Undang
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an, set# dan b in  tcpanjctio pcnccluaran itu tidak dapat 
diaoggsp pebxsaai bteya biosa sehari-hari dari pekerjaan 
atmi p^fttnhasn itu.

(4) Grm ifJhaiJ, tamjem <hi» upzb  esrtipa itu dianggap diperoleh 
eefem aiafnin^ktH ra ctau it e a  pajak dimaksud pada pasal 
Ee ayci (-tj d ^ aw  mans jum hhnya ditetapkin.

( I} . , Jifca &gtaktok&n ptrctm a^pereturan untuk meneiap- 
' ken pcfofepaiten bcrsib d a t a  rswiatu tahun dihitung kerugi- 

cn . wicslft in i d&urJrt£$an dari pendapatan  bersih
dtlana 4;(Chtyat) tahun betffcutpya, dimulai dengan tahun 
jgrtcm * u iiri tolm h-jahun ftn, <

(1) O aten k trog ian  dim o&f&i j ^ J d ayat (1 ) tidak icrmaksud 
fteru^U A jim 34ideriU i k irc n i pittjualan atau penukaran ba- 
ns?d T O ' t& t* c  dim akiud pada  pasai 2d

(B) Kcrugfftu Icafeaa penjuafcn tU upenukaran barang dimaksud 
" fa ty . )ianyo tefQX dikU&nghan dalam tahun takwim 

fcerugfel tfrcebut didcrita, keuntungan yang diperoleh 
d e tip sf j i^ s d a n  ctcu pctts&crcri barang-barang sejenii 
lalnipycu 4 1

fteJtf,i
U> Ptndapatea seorang wanita y&ntj telah kawin pada awal 

tahun takwtm atau pada awol mata pajak dimaksudkan pada 
pasal 8* dyfct (4) begitu ptib fcerogtonnya yang berasal dari 
uhun-tatnm  yang lampau yo n jte lu m  diperhitun^kan sepcrii 
dimaksudkan pada pasat StV^ttianggap sebagai pendapatan 
atau kerugian suaminya*

(2) Ketetapaft t» jak  suam i-istefj'jijilkkukan terpisah dalam  h a l ;
a. hidup tofpisah kafena keputusap hakim;
b. dikehendaki dengan tertulltf oleh isteri bexdasarkan pemi- 

sahai3Mkpkayaan.dan/atau ^ q id ip atari jnenurut hukum 
tertyljs etaupun tidak te rtu ^ ^ n g  berbtku baginya.

(3) Dalam hal feperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b maka

* Teks resral men unit Undang-Undang ’
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pajak ditctapkan berdasarkan gunggungan pendapatan ber­
sih suam i-isicri.
Suami-isteri masing-masing diberi sural ketetapjn-pajak 
yang memuat jum lah pajak sesuai dengan imbangan penda­
patan bersih mereka,

(4) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak diberlakukan terha- 
dap penghasilan seorang wanita yang semaca-mata oiperoleh 
sebagai hasil pekerjaan selaku buruh seperti dimaksud dalam 
pasal 17a ayat (3) ke-2.

Pasal 7.
(Dihapuskan).

• Pasal 8.

(1) Tidak dipungui pajak, apabila pendapatan bersih seiahun 
seorang w ajib pajak yang dimaksud dalam pasal I ayat ()) 
tidak melebihi batas pendapatan bebas pajak seperti ditetap- 
kan oleh Mepteri Keuangan.

(2) Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan bebas pa 
ja k ,v«eperU yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, discbut 
pendapatan sisa kena pajak, atas daaar mana pajak dilutung 
menumt tarip progresip antara'lQ%  (icpuluh perseratus) dan 
50f# (tim apulub perseratus).

(3) Tarip seperti tertera dalam ayat (2) paial ini, diterapkan lang- 
sung pada pendapatan kotor seorang wajib pajak yang di­
maksud pada paaal 2 ayat (1) dan pasal 2a ayat (3).

(4) Pengeluarafrpengeluaran wajib pajak untuk keperluan pem­
berian sumbangan kepada badan-badan yang ditunjuk oteh 
Menteri Keuangan dikurangkafl satinggi-tingginya tiga per- 
bcraius dari pendapatan sisa-keoa-pajak teraebut.

(5) Lapisan-lapisan pendapatan sisa kena pajak* dan tarip-iarip 
yang benalt&kutan seperti dimaksud pada iiyat (2) pasal ini 
ditetapkttn oleh Menteri Keuangan;1 '

(6) D irektur Jenderal Pajak b erw m ng  untuk menetapkan batas 
ketetapan terendah d i baw ih' balas mana keietapan pajak 
tidak dapat ditagih. ‘

* Teks rcsmi menurut Undang-Undang
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Pasal 8a.
(Dihapuskan).

* Pasal 8b. .

( I )  Pada penelapanpajak bagian-bagian pendapatan tersebut di 
bawah ini ditetapkan tersendiri dan tidak dikenakan menurut 
pasal S, akan tetapi menurut ayat (2) pasal ini. 
ke-1 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoper­

an atau pembubaran suatu perusahaan atau bagiannya, 
dengan mengecualikan keuntungan yang diperoleh dari 
persediaan barang-barang dagangan; 

ke-2 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoper- 
an seluruhnya benda-benda yang digunakan untuk me- 
lakukan pekerjaan bebas, begitu pula pada penghentian 
atau pengoperan seluruhnya atau sebagian pekerjaan 
bebas;

ke-3 keuntungan yang dimaktud pada pasal 2c ayat (2) hurul
a, jik a  alat perusahaan atau pekerjaan bebas yang ber* 
ungkutan sekurang-kurangnya t$lah empat lahun  men­
jad i bagian kekayaan perutahaan atau pekerjaan bebas 
w^jib pajak yang bersaittkfttan; 

ke*4 keuntungan yang diperoleh karena pengoperan saham 
atau tanda laba dimaksud pada pasal 2c ayat (3); 

kc-5 uang tebus, ganti-rugi dan bantuan yang diberikan:
a. untulc mengganti upah yang tidak diperoleh atau 

akan tidak diperoldi, bayaran berkala yang telah 
atau belum berjalan dan hasll-hasil lainnya;

b. karena penghentian M u  tidak mclakukan pekerjaan 
dalam arti sduas-luairtya, begitu pula karena mele- 
paskan harapan atauhaM fegi dalam suatu perusaha­
an atau pekerjaan b e b a s ;-  f"  "

satu dan lain sepanjang .uang tebus, gawi-rugi dan ban­
tuan itu tidak diberikan. benipa suatu hak atas hasil 
berkala yang tergantuntgada hidup jescorang, seperti 
bunga seumur h $ u p  d an .ty iian  keuntungan; 

ke-6 keuntungan ying  diperoleh^ Icarena penjualan atau 
penukaran harta gerak dah barang tak gerak dimaksud 
pada pasal 2d dan pasal 2e.

* Teks resmi menurut Undang-Undang' '
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II

* ke*7 keuntungan >.mg diperoleh ben?»u pemberian saiuim- 
saham barn .itaii penamhaban Mai nominal sal.am* 
salum  tanpa pcinegang saham nv motor sesuatu, sepan* 
jang pemberian saham-saham h*»rj atau penamb.than 
nilat nominal saham-saham itu dilakukan oleh b.idan 
usaha, dimana sipenenma keuntuiwan memiliki saham- 
sahamnya, dalam rangka mcmperbesar jum lah modal 
scliubungan dengan penilaian kembah aktiva tetap \ang 
dimaksud dalam pasal 3a Ordonansi Pajak Perscioan 
iW,

(2) Tarip paiak untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan 
tcrsendiu itu her jumlah sepuluh perseratus, kecuali jika me- 
nurul ketentuan pasal 8 pajaknya akan lebih rendah.

Pasal 8c.

(1) Kewajiban pajak mereka yang bertcmpat tinggal di Indone­
sia, dim ulai pada saai mereka dilahtrkan atau menetap di In ­
donesia; berakhir pada saat mereka mcninggal dunia atau 
meninggaJkan Indonesia untuk selama-lamanya.

(2) Kewajiban pajak mereka yang tidak berlempat-tinggal di In- 
donesia;
M ulai pada saat mereka mendapaL satu atau lebih suinber 
pendapatan seperti dimaksud pada pasat 2 ayat (1), atau pada 
saat mereka meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 
telah berhak atas hasil dari satu atau lebih sumber penda- 
patan serupa itu; berakhir pada saat mereka tidak berhak lagi 
jtu i kenikmatan hasil sesuatu sumber pendapatan seperti 
dimaksud pada pasal 2 ayat (1), atau pada saat mereka 
menetap di Indonesia, telah berhpk atas hasil dari satu atau 
kbih sumber pendapatan serupa « i

(2a' kew aiiliun pajak waitiun yang be^ir ir»hagi dimaksud pada 
pasal 2a ayat M) dim ulai pada saat t rjadmya warisan belum 
terbagi ifq dan bet A h ir pada saa' pembngian warisan telah 
selesai.

(3) Pajak Jtpuugut {crscodiri atas ,M)p bagian dari tahun 
takwim. vf.ama m ana seorang wa* tjak bertempat-tinggal 
aiau tui Hcft**fnpat tinggal di f' »esta.

• leks ie<ii i mk*i: nut 1 ndanp ndan
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It

(4) Dari mereka yang kewajiban pajaknya dim ulai pada atau 
scielah 1 Januari atau bcrakhii Ja lam  tahun takwim, maka 
pnjak ditetapkan atas sekian pci tiga ratus enam puluh 
bagian dari jum lah yang diperoleh dengan perlakuan pasal 8, 
sehanyak jum lah hari dari m u,a pajak, dengan pengertian, 
bahwa tiap butan ya#g pcnuh vnng lermasuk pada masa pa­
jak itu, dihitung sebanyak tigapuluh hari.
Pada itu maka untuk pclakua'i pawl 8 pendapatan bersih 
yang diperoleh selama masa pajak dihituug dahulu hingga 
jum lah setahun.

(5) Untuk menjalankan pasal 8 maka keadaan pada awal tahun 
takwim atau pada awal masa pajak adalah menentukan.

* Pasal 8d.

(1) Pajak yang dengan memperhatikan pasal 8c ditentukan me- 
. nurut tarip pasal 8 ayat (3), dikurangkan dengan pajak yang

telah dipungut di muka atas pendapatan itu atau atas bagian- 
bagiannya, Jik a  jum lah p^}ak yang telah dipungut di muka 
itu berjumlah lebih besar daripada jum lah pajak yang dihi- 
tung kemudian itu, maka kelebhannya dikem balikan. Pemu­
ngutan maupun pengembalian termaksud tidak dilakukan, 
jik a  pqjafe yang dihitung kemudian Itu tidak' berbeda lebih 
dart sepuluh pcrsen dari pajak yang telah dipungut di muka.

(2) Dihapmkmn.

Pasal 8t>.
K (Dihapuskan).

Pasal S f

t niuk pelaksanaan Ordonansi in i, maka dianggap sebagai 
anak angkat, orana yang belum dewasa yang pada awal tahun 
takwim atau masa pajak dimaksudk n pada pasal 8c ayat (4) tidak 
tergohmg keluarga sedarah atau se  ̂ enda daiam garis lum s wajib 
pajak d«n| yang penuh menjadi t rm  s;ungannya.

* Tek* »‘fmi men' ut Undang V Ung
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Dari pajak dikecualikan :
a. wakil diplom atik, konsuler dan Iain-lain wakil negaia asmg, 

orang yang diperbarr kan kepada mereka dan yang bckeija 
pada dan bertempat kediaman bersama-sama mereka, asal 
nterci'a bukan warga negara Indonesia dan selanjuinya di In­
donesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan, dan 
dengan syarat, bahwa jik a  oleh negara unluk mana atau u n ­
tuk wakil mana jasa-jasa itu dilakukan, dipungui suatu pajak 
atas pendapatan atau atas kekayaan, wakil diplom atik, kon­
suler dan lain-lain wakil Hepublik Indonesia, orang vang di- 
perbantukan  kepada mereka dan yang bekerja puda dan bci 
tempat kediaman bersama-sama mereka, dalam negara itu 
memperoleh pengecuaiian yang sesuai;

b. pegawai sipil dan militer angkatan darat, angkatan taut dan 
angkatan udara negara asing;

c. wakil-wakil organisasi intcrnasional yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan.

d. (dihapuskan).
e. (dihapuskan).
f. (dihapuskan).
g. (dihapuskan).

Pasal 10.
I 4.

• (I) Ketetapan-pajak ditetapkan oleh'para Kepala Inspeksi Pa­
ja k, masing-roasjng sckodar mengonai daerah jabatannya.

(2) (dihapuskan). H
(3) (dihapuskan).

(4) (dihapuskan). 11 .
(5) Wajib* pajak" yang bertempat-kediaman di Indonesia, dan 

wajib-pajak yang ‘tidak bertempat-kedtaman di Indonesia 
yang pendapatanftyk diperoleh dari harta-tetap yang lerletak 
di Indonesia a tan  dari hak yang pada itu, dari piutang, yang 
pokok hutangnya dijam jn oleh hipotek atas harga tetap atau

Pasal 9.

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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hak demikian. maupun dari peker jaan atau perusahaan yang 
dilakukan di Indonesia, dikenakan pajak oleh pejabat, dalam 
daerah siapa mereka bertempai-kodiaman, barang tak gerak 
(crletak atau pekerjaan atau perusahaan dilakukan, kecuali 
bjla Menteri Keuangan menemukan lain.

<6) Pada pendapan tempat mcnurut ayal terdahulu, maka kc- 
adaan pada awal tahun takwim aiau masa pajak udalah me* 
neniukan.

(7) W ajib-pajak yang tain, yang tidak bertempat kediaman di In­
donesia dikenakan pajak oteh Kepala Inspcksi Pajak Jakar- 
la.

Pasat tOa.

* 0 ) W ajib-pajak sepcrii dimaksudkan pada pasal I ayat (1), se~ 
panjang ia menjalankan sualu pekerjaan bebas atau perusa­
haan, apabila penghasilfcn kotor pekerjaan atau perusahaan 
itu dalam sesuatu tahun setelah tahun 1945 telah melebihi 
jum lah stratus ribu rupiah, ataupun apabila ia  ditunjuk oleh

1 pegawai yang dibebani ketetapan pajak, diwa.iibkan untuk 
mengadakun pembukuan tentang apa yang dijalankan, de- 
m ikian rupa, schingga dari pembukuan dapat ternyata peng- 
hasilan bersih yang didapat dari pekerjaan (Uau perusahaan 
itu. ,

(2) W ajib-pajak seperti dimaksudkan pada pasal 1 ayat (2) di- 
haruskan memenuhi kewajiban yang sama, akan tetapi 
$emata-mata sekedar mengenai pekerjaan atau perusahaan 
yang dilakukan di Indonesia. . ^  ,

(3) Pejabat yang dibebani ketetapan pajak dapat m enaiik kem- 
bali penunjukan yang dimaksudkan pada ayat pcrtama, pun 
Uapat memberikan pembebasan k w a jib a n  untuk mengada- 
kan suatu pembukuan dimaksudkan pada ayat pertama,' 
kalau wajib pajak menunjukkan bahwa penghasilan setahun 
dart pekerjaan atau pcrim hatnaya setajn* lima tahun ber- 
lurut-turui telah berjumlah «ratu^ ribu rupiah atau kurang.

(4) Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia 
dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka 
yang lazim terpakai.

• Tcks rcsmi menurui Undany Undang
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(5) Menteri Kcuangan dapat mengizinkan baik untuk umumnya, 
maupun untuk hal-hal khusus, dipergunakannya bahasa- 
bahasa tain seh.igai bahasa pengantar dan diadakan pembu- 
kuan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angka-angka
lain.

(6) Pembukuan itu harus memuat catatan urut tentang keadaan 
kas dan daftar utgihan dan hutang yang dikerjakan tcratur 
dan disudahi setlap tahun juga, jik a  mengenai suatu perusa- 
haan bebas, suatu daftar kekayaan dan hutang yang disusun 
set tap tahun,

(7) Pembukuan itu dan surat-surat yang menjadi dasarnya harus 
disimpan selama sepuluh tahun.

Pasal I t.
(t )  W fcjib-pajak, atas permintaan wafib:

a. melakukan pemberitahuan dengan mengisi dengan tegas 
dan benar suatu surat pemberitahuan yang diberikan ke- 
padanya, mcnanda-tangani dan mengirimkan kembati 
surat pemberitahuan itu kepada pejabat yang dibebani ke- 
tetapan pajak dalam waktu yang ditentukan olehnya.

b. mamb«rikan keterangan lisan kepada pejabat yang dibe­
bani ketetapan pada tempat dan saat yang ditentukan 
olehnya, begitu pula keterangan tertulis, dalam waktu 
yang ditentukan otehnya yang dianggapnya perlu untuk 
pengenaan ketetapan pajak;

c. mempertihatkan kepada pejabat yang dibebani ketetapan 
pajak atau kepada akhli atau ju ru  bahasa yang ditunjuk- 
nya, pada tempat dan saat yang ditentukan oleh mereka, 
pembukuan yang dilakukan, surat-surat yang menjadi 
dasar pembukuan itu begitil pula catatan-catatan dan 
surat-surat lainnya yang dianggapnya perlu untuk penge­
naan pajak, inemberikan kesempatan kepada mereka 
membuat salinan, kutlpan dan catatan dari pada itu, mem- 
berikan segala keterangan tentang itu yang mereka perlu- 
kan dan mengizinkan, bahwa pemeriksaan dilanjutkan 
selama mereka menganggap demikian itu perlu.

*( I a) Jufia apabila kepadanya tidak Jiberikan surat pemberitahu­
an. maka wajib-pajak yang p ndopatan bersihnya setahun

* Teks resmi menurut Undang-Und .n«
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melebihi betas pendapatan minimum seperti dimaksudkan 
dalam pasal 8 ayat (1) dan tidak semata-mata tcrdiri dari pen­
dapatan termaksud pada pasal 17a ayai-ayat <!)» (£) dan (7), 
wajib melakukan pemberitahuan jebelum Uiiggal 1 A pril 
dari tahun yan$ berikut pada tahun takwim,

(2) Guna memenuhi kewajiban seperti dimaksud pada ayat ( I ), 
maka oleh pejabat yang dibebani ketetapan pajak dapat pula 
ditunjuk: ^  ;

a. Untuk w ajib pajak yaag beJum dewasa, berada di dalam 
pengampnnan atau gila, Uriah wakilnya yang sah;

b. U ntukw *jib“P ^ ak yang1 maninggal dunia, ialah pelaksana 
wasiatnya pengurus harta-peninggalannya, atau seorang 
atau kW h ahli warisnya;

c. Untuk Wfcj)b*pajak yang tidak bertempat-tinggal di Indo­
nesia dan memperoleh hatfl dari barang tak gerak yang 
terletak di Indonesia atau hak y*ng terikac pada barang 
tak gerak ftu, dari piutang yang pokoknya dijam in oleh 
hipotek atas barang tak gerak yang ttrletak di Indonesia 
atau hak yang terikat pada barang tak gerak itu  maupun 
darfptfcerjtan atau perusahaan yang dilakukan di Indo­
nesia ialah w akilnya atau kuaianya.

(3) Jika kewajiban yang ditentukan p id a  paial 10a tidak atau 
tidak sepenuhnya dicukupi* atau jik a  pemberitahuan, walau* 
pun telah dKegur dengan surat tercatat* tidak dilakukan 
dalam *aktu yang ditentukan padattguran itu, ataupun, jika  
kewajiban yang ditentukan pada ayat {\) huruf b dan c tidak 
dicukupi sepenuhnya, maka jum lah pajak ditambah dengan 
duapuluh lima persen.

(4) D iiektur Jenderal Pajak, setelah diyakinkan oleh yang ber- 
. sangkutan, -berwenang atas ilasan kektyla/an atau kelalaian

yang dapat dim aafkan, untuk mengurangi atav mcmbatalkan 
tambahan yang dimaksud pada ayat yang lalu.

'a s a l  1 2 N

(1) Ketctapan pajak ditetapkan secepat mungkin 'sesudah akhir 
tahun takwim atau masa pajak.

* Teks icsmi menurut Undapg-Undang
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(2) Sambil menunggu ketetapan pajak maka oleh pejabat yang 
dibebani ketetapan pajak, dapat dikenakan ketetapan pajak 
sementara, menurut perkiraan yang berdasar dengan meng- 
ikat pendapatan yang dikenakan pajak untuk tahun yang 
lalu.

(3) Ketetapan pajak sementara hanya dapat dilakukan satu kali 
dan dikenakan dalam tahun takwim yang bersangkutan, 
kccuali jik a  terdapat alasan-aiasan untuk menyimpang dari 
ketentuan tersebut dan dengan persetujuan wajib-pajak.

(4) Ketetapan pajak sementara dipandang sebagai ketetapan pa* 
jak dalam a rii kata ordonansi, kccuali terhadap ketetapan 
pada pasal-pasaJ 13, 14, 14d dan pasa) 17 ayat ( I) .

(5) Jika setelah dua tahun terhitung semenjak akhir tahun dalam 
mana ketetapan pajak sementaradikenakan, ketetapan pajak 
belum juga ditetapkan, maka ketetapan pajak sementara itu 
dianggap sebagai keteapan pajak dalam arti kata ordonansi.

(6) Dari ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) sebagian yang 
besarnya sama dengan ketetapan pajak sementara tidak di- 
tagih. v

(7) Jika ketetapan pajak dimaksud ptda ayat (1) lebih rendah 
daripada ketetapan pajak sementara, maka ketetapun pajak 
itu seluruhnya tidak ditagih dan ketetapan pajak sementara 
dikurangi dengan bedanya.

(8) Jumlah pengurangan menurut ayat (7) dibagi rata menurut 
jum lah ahgsuran ketetapan p^jak yang belum dilunasi.

(*)) jik a  besarnya ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) sama 
dengan atau lebih rendah dari ketetapan pajak sementara, 
maka tentang hal itu oleh pejabat, yang dibebani ketetapan 
pajak diberikan suatu berita kepada wajib-pajak yang 
memuat tanggal pemberian tersebut.

(10) Dihapuskan.

* Pasal 13.
(1) W aiib-pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan pajak 

yang dikenakan padanya dalam waktu tiga bulan sesudah 
pembmqn surat ketetapan pajak atau pemberitahuan dimak-

* l eks resjm menurut Undang-Undang
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sud pada pasal 12 ayai (9) u^au dalam wukiu iiga bulan 
sesudah dua lahun dimaksud pada pasal 12 a \a i {>), dapal 
memasukkan suiai keberaian pada pejabat yang inenetapkan 
ketetapan pajak iiu.

(2) Kewajiban membayar ketetapan pajak tidak ditunda oleh 
pemasukan surat keberatan.

lJasat 14.

(1) Atas surat keberatan diam bil suatu keputusan oleh pejabai 
yang ditunjuk pada pasal 13 ayat (1).

(2) Untuk mengambil kepuiusan alas surat keberatan apa yang 
ditentukan pada pasal I I  ayat (1) dan (2) dilakukan sebuai.

(3) W ajib-pajak yang tidak memenuhi kewajiban yatig ditentm- 
kan pada pasal 11 wajib membuktikan tidak benarnya kete- 
tapan-pajak yang dikenakan.

(4) Jika surat keberatan tidak dimasukkan dalam batas waktu
■ yang ditentukan maka wajib-pajak tidak diterima dalam ke-

beratannya, kecuali jik a  ditunjukkan, bahwa batas waktu itu 
oleh keadaan-keadaan istimewa tidak dapat dipaiuhi.

(5) Dalam mengambil keputusan atas surat keberatan yang di­
masukkan pada waktunya, diperhatikan segala apa yang ter- 
nyata tidak bcnar pada pengenaan kctetapan-pajak.

(6) Keputusan diberi alasan-alasan, jik a  w ajib-pajak tidak d i­
terima dalam keberatannya ataupun jik a  keberatan yang di- 
ajukan untuk ichiruhnya aU y untuk se banian ditolak.

*(7) Suatu fialinan dari keputusan Ku diberikan kepada wajib- 
pajak dengan jalan pengirfman tdgku surat dinas terdaftar 
maupun atas tanda tarlma ^ n ^ d lb ftb u h i tanggal,

Barang siapa keberatan terhadap keputusan yang diam bil 
menurut pasal 14, daUun w aktu tig* bulan sesudah salinan kepu­
tusan dildrim kan, dapat mcmphon )>andin| kepada M ajelis Per- 
timbangan Pajak menurut caja yang.djfcntukaa dalam peraturan- 
pertirabangan U ruian Pitfak.

• Tcks resmi menurut UndangAJndang
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(1) Ketetapan-pajak, sebagaimana ditetapkan terakhir diperta- 
hankan oleh M ajelis Pertimbangan Pajak sepanjang ketidak 
benarannya tidak ternyata kepada M ajeiis:
a. jik a  pemberitahuan walaupun telah ditegur mcntirut pasal

11 ayat (3), tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan 
dalam batas teguran itu;

b .jik a kewajiban yang ditentukan pada pasal 11 ayat (I) 
huruf b dan c tidak dipenuhi seluruhnya.

Pasat f4c.

(Dihapuskan).

Pasat lid.

( t) Jika suatu ketetapan-pajak dikenakan kerendahan atau salah 
diputuskan untuk tidak mengenakan ketetapan-pajak, begitu 
pula jik a  ketctapan-p^jak yang dikenakan aalah dikurangkan 
atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut itu dapat 
ditagih kemudian, selama sejak akhir tahun takwim itu tidak 
lew attiga tahun. . ,

(2) Pajak yang termasuk dalam suatu ketetapan tagihan kemu­
dian ditambah dengan seratus persen darf jum lah pajak itu.

(3) Tambahan itu tidak terhuUng, jik a  dan aepanjang tagihan 
kemudian itu adalah akibat dari pada keterangan tertulis, 
yang diberikan oleh yang bersangkutan dengan kemauannya 
sendiri dan bersama itu pula diberikan keterangan yang 
benar untuk menghiiung pajak yang kurang dipungut.

(4) Tambahan juga tidak terhutang, jik a  dan sepanjang tagihan 
kemudian terjadi: «•
a. untuk membetulkan perkiraan yang salah dari yang berke- 

pentingan dan yang dapat ditarima bahwa perkiraan itu 
dilakukan dengan itikad baik;

b, untuk membetulkan kelalaian jabatan.
(5) Direktur Jenderal Pajak, setelah dlyakinkan oleh yang 

berkepentingan, berwenang atas alasan kesesatan atau 
kekhilafan, yang dapat dimaafkan, mengurangi atau mem- 
batalkan tambahan yang dimaksud pada ayat (2).

(6) (Dihapuskan).

Pasal 14b.
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(1) terhadap ketetapan tagihan kemudian peraturan icntang 
penetapan dan penagihan ketetapan-pajak berlaku sesuai.

(2) Barang siapa berkeberatan terhadap tagihan kemudian yang 
dikenakan padanya, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal 
pemberian surat ketetapan-pajak dapat memohon bunding 
kepada M ajelis Pertimbangan Pajak menurut cara yang d i­
tentukan dalam Peraturcn Pertimbangan Urusan Pajak ,

Pesat IS.

(1) Ketetapan-pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat 
dalam' kohir, kecuali ketetapan-pajak yang besarnya sama 
dengan atau lebih rendah d cri ketetapan sementara.

(2) Kohir yang memuat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh 
Kepala Inspeksi Pajak, ditetapkan oleh Kepala Inspeksi itu.

*(2) Kepala inspeksi Pajak mengurua pemungutan pajak yang ter-
■ hutang menurut kohir yons ditetapkan oleh mereka, juga pe- 

liksoiutan yang saksama dart apayeng ditentukan pada ayat- 
a y a t(3 ),< 4 ),(5 )d a n (6 ).

(2b) (Dihapuskan).

(3) Segura sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung 
pajak atau dalam hal yang ditentukan pada pasal 11 ayat (2), 
anak bagian a dan b, kepada orang-orang yang disebut dalam 
pasal itu diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat 
di dalam kohir itu, dengan ja la fl memberikan suatu surat ke- 
tetapan-pajak. ' '

(4) Jik a  ketetapan pajak mengendi wttfib-pajak yang tidak ber- 
tempat tinggal di Indonesia dan yang memperoleh hasil dari 
barang tak gerak yang terletak di indoensla.atau hak yang 
terikat pada barang tak gerefe itu dari piutang, yang pokok- 
nya dijam in oleh hipotek atas barang tak gerak yang terletak 
di Indonesia, atau hak yang tcrikat pada barang tak-gerak itu 
maupun dari pekerjaan atau peru»haan yang dilakukan di 
Indonesia maka surat ketetapan pajak dapat diberikan 
kepada wakil atau kuasanya yang bertempat tinggal di Indo­
nesia.

Pasal 14c.

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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(S) Tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada ^ur.it kete­
tapan pajak.

*(6) Dalam hal wajib-pajak alau orang yang disebut pad a yat (3) 
tidak mempunyai rumab atau tempat kediaman yang terang 
surat ketetapan-pqjak disimpan di k&ntor Kepala Inspeksi 
untuk w ajib-pajak, maka hal itu diumumkan dalam Berita 
Negara dan dalam surat kabar harian yang diterbitkan dalam 
wilayah Kepala lnskepsi Pajak yang bersangkutan dan pe- 
nyimpanan itu berlaku sebagai penyerahan sedang sebagai 
tanggal penyerafian dianggap hari fceenampuluhnya sesudah 
tanggal nomor Berita Negara dl mana pengumuman tersebut 
dimuatnya.

Pasat 16.

(1) Ketetapan-pajak terhutang oleh orang atas nama siapa kete­
tapan itu dimuat dalam kohir.

(2) Jika ketetapan-pajak mengenai ttorang penanggung-pajak 
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan yang memper- 
oteh hasil dari barang tak gerck yang terletak di Indonesia, 
atau 4iak yang terikat pada barang tak gerak itu, dari 
piutang, yang pokoknya dimjemin oleh hipotek atas barang 
tak gerak yang terletak dl Indonesia, atau hak yang terikat 
pada b aring tak gerak itu, m auptp dari pekerjaan dan peru­
sahaan yang dilakukan di Indonesia maka w akil atau kuasa- 
nya yang bertanggung-jawab nt/w pembayaran ketetapan* 
pajak itu, jik a  surat ketetapan pajak bersangkutan diberikan 
kepadanya menurut pasal 15 ayat (4),

Pasal 17.
*(1) Ketetapan pajak yang dimaksudkan pada pasal 12 ayat ( I)  ' 

ditagih sekaligus pada hari kelima belas dari bulan ketiga 
yang berikut pada bulan, dalam mana surat ketetapan pajak 
diberikan. H ari kelimabelas itu diteotukan sebagai hari pem- 
bayaran.

(2) Ketetapan-pajak sementara, begitu pula ketetapan-pajak di­
maksud pada pasal 12 ayat (8 ),-dapat ditagih dalam sekian 
angsuran yang sama, sebab sisa bulan tahun takwim sesudah

* Teks tesmi menurut Undang-Undang
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bulan, dalam mana surat ketetapan-pajak diberikan.
Pada hari kelimabelas dari tiap-tiap bulan itu jatuh hari pem­
bayaran satu angsuran.

(3) Jika pemberian sural ketetapan mengenai ketetapan pajak 
yang dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah tanggal 31 Juli 
tahun takwim yang bersangkutan dengan ketetapan-pajak, 
maka ketetapan-pajak dapat ditagih dalam lima angsuran 
yang sama, yang hari pembayarannya jatuh berturut-turut 
pada hari kelimabelas dan tiap-tiap bulan, dimulai dengan 
bulan yang berikutnya pada bulan, dalam mana pemberian 
itu terjadi.

*(4) Jika penanggung-pajak lalai dalam membayar pajak yang 
terhutang sebelum atau pada hari pembayaran, maka ia d i­
kenakan bunga sebesar lima prosen dari bagian yang tidak 
terbayar, untuk tiap-tiap bulan sebagian dari sebulan 
dihitung untuk sebulan penuh dari hari jatuh pembayaran 
hirtgga penyetoran.

(is) Ketetapan-pajak dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat 
ditagih sekaligus:
ke-1 jik a  suatu jum lah yang lebih besar dari dua angsuran 

yang telah dapat ditagih tidak dilunasi; 
ke-2 jika  penanggung-pajak dinyatakan pailit, begitu pula 

dalam hal pcnyitaao barang gerak atau barang tak gerak 
atas kuasa Pemerintah' atau dalam hal penjualan 
barang-barang Itu oleh karena penyitaan atas nama 
fihak ketiga;

ke*3 jik a  penanggung-p^jak menlnggalkan Indonesia untuk 
selama-lamanya atau sementara, atau berniat untuk itu. 

ke-4 jik a  w ajib-pajak ttimaksug dalam pasal 2 ayat ( I) ,  
menghentikan atau tecara inenyolok mengecilkan pe- 
kerjaannya atau pvusahaaim ya^ying dilakukan di 
Indonesia maupun mamindahkan harta tetapnya yang 
terletak di IndoneHia. *:■

• Pasal 17a.
MV »-

(1) Sesuai deng&a,ketentuan^ketentuan yang akan dikeluarkan 
oleh Menteri Keuangaa, maka para m ajikan w ajib melaku-

* Teks resmi menurut Undaiig-Undang
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(2) Juga para penlrbit dan mereka yang meiakukan perusahaan 
dan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di­
keluarkan oleh Menteri Keuangan berkewajiban meiakukan 
potongan pajak yang terhutang alas honorarium-honorarium 
yang mereka bayarkan.

(3) Vang dimaksud Ordonansi ini dengan : 
ke-1 m ajikan :

orang atau badan yang mempunyai hutang kepada bu- 
ruh yang berupa upah. 

ke-2 buruh :
a. setiap orang yang menurut suatu perjanjian-kerja 

dalam arti kata bab V llA , buku ketiga dari Kitab 
Undang-Undang Hukum perdata meiakukan peker­
jaan, juga jik a  ketentuan-ketentuan dari bab itu tidak 
atau tidak semua berlaku atas perjanjian-kerja itu;

b. setiap orang yang meiakukan kerja dalam jabatan 
v Negeri atau badan-badan umum lainnya;

c. setiap brang yang meiakukan kerja dalam dan untuk 
suatu perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, 
juga jik a  kerja itu tidak dilakukan dalam jabalannya, 
tidak termasuk kerja untuk parusahaan itu dilakukan 
oleh teorang, yang melakukannya sebagai scorang 
yang meiakukan suatu pekerjaan bebas atau pcrusa-
haan, *

» i
d. tidak dianggap sebagai melakOkan suatu pekerjaan 

bebas atau perusahaan ialah meiakukan kerja me­
nurut petunjuk pimpinan perusahaan yang walaupun 
dengan terhenli-heoU, lerjad i dengan teratur untuk 
perusahaan itu.

ke-3 upah ;
segala seiuatu yang terhuUag atau yang dibayarkan 
oleh m ajikan kepada buruh dengan nama apapun juga, 
baik yang berupa uang ataiji yang berupa barang dan 
jasa yang dapat dinilaikatl dalam uang, sebagai ganti 
jasa yang diberikan buruh kepada m ajikan berdasarkan 
hubungan kerja.

kan potongan pajak yang lerutang atas upah yang dimiliki
oleh buruhnya dan untuk menyetor jumlah potongan itu di
Kas Negara.
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(4) Jika kewajiban dimaksud pada ayat ( I)  dipcnuhi dengan 
saksama, maka terhadap mereka yang berkewajiban pajak 
karena menerima upah, tidak dikenakan ketetapan pajak, 
kecuali atas permohonannya sendiri atau dalam hal pajak 
yang terutang atas seluruh pendapatan bersihnya untuk 
tahun takwim atau masa pajak yang bersangkutan, berjum­
lah lebih dari pada jumlah potongan-potongan yang telah 
disetor atas nama mereka, mengenai masa setahun takwim 
atau masa pajak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal suatu ketetapan pajak dikenakan, maka diadakan 
perhitungan dengan yang telah disetor atas nama wajib pa­
ja k, sesuai dengan apa yang ditentukan pada ayat pertama, 
apa yang lebih disetor dikembalikan kepada buruh yang ber­
sangkutan.

(6) Untuk pelaksanaan pasal ini maka :
a. dalam upah yang dim iliki oleh buruh termasuk pula apa 

yang dibayarkan kepada bekas buruh atau kepada ahli 
warisnya karena suatu jabatan atau hubungan kerja yang 
telah lampau;

,b. dalam honorarium pengarang termasuk pula apa yang di­
bayarkan kepada ahli-waris.seorang pengarang karena hal- 
hal yang berhubungan tfengan pekerjaannya yang telah
Iwnroi. ,

(7> Pajak yang terhutang atasgaji* gaji cuti, uang tunggu, tun- 
. jangan pensiun dan la iM tin  basil yang dibebankan pada ke­

uangan utnum Indonesia, dipotongkan dari pendapatan itu 
dan disetor di Kas Negara menurut peraturan-peraturan yang 
akan ditetapkan oleh Mentcn keuangan.
Ayat-ayat (4) dan (5) bcrlajjui t^suai untuk itu.

'fins* 19b.

(1) Jika ternyata, bahwa upah terhutang atau dibayarkan de­
ngan tidak dipenuhinya kewajiban seperti yang dimaksud 
pada pasal 17a ayat ( I) ;  atau dengan tidak diturutinya de­
ngan tertib ketentuan-ketetitfcait yang dikeluarkan untuk pe- 
ilaksanaan pasal tersebut; maka Kepaja Inspeksi Pajak dapat

* Teks rcsmi menurut Undang-Undang
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mengenakain kepada m ajikan yang lalai karena itu suatu 
ketetapan pajak tagihan tambahan untuk menagih yang 
kurang dibayar menurut keterangan-keterangan yang ada 
padanya.

(2) Pajak yang dipungut berdasarkan ayat (J) ditambah dengan 
dua ganda. Tambahan dua ganda itu tidak dipungut, jika  
sepanjang pengenaan pajak itu terjadi sebagai akibat dari 
perkiraan yang salah dari majikan dan dapat ditcrim a bahwa 
perkiraan itu dilakukan dengan itikad baik.

(J) Ketetapan pajak ditetapkan dengan suatu keputusan yang 
memuat alasan; salinan dari keputusan itu dikirim kan 
kepada yang berkepentingan menurut cara yang ditetapkan 
oleh Kepala Inspeksi Pajak sesudah tanggal pengiriman di- 
catat pada salinan itu.

(4) Jika telah lewat dua tahun sejak hari diketahuinya oleh 
Kepala Inspeksi Pajak fakta yang menyebabkan tagihan tam­
bahan pajak itut maka hak untuk mengenakan suatu ketetap- 
an p^jak hilang.

* Pasal 17c.

Terhadap ketetapan pajak seperti dim aknid pada pasal 17b
ayat (1) maka pasal-pasal 14a, 14d ayat (5), 19 ayat (4) dan 29
berlaku sesuai.

* Pasal 17d.

(1) M ajikan yang bertempat tinggal atau berkedudukan d i Indo­
nesia dikenakan pajak di tempat di mana mereka bertempat 
tinggal atau berkedudukan; mereka yang tidak mempunyai 
tempat-tinggal yang tetap, dikenakan., patyk dl tempat di 
mana mereka diketemukan atau di knano mereka meI«jporkan 
diri.

(2) M ajikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di 
Indonesia dikenakan pajak di tempat di mana perusahaan 
atau pekerjaan semata-mata atau tenjtama dilakukan.

(3) Oleh Menteri Keuangan ditetapkan peraturan untang tempat 
pengenaan pajak m ajikan, untuk siapa ketentuan pad a ayat

• Teks resmi menurut Undang-Undang
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(2) tidak mcnunjuk suatu tempat pengenaan pajak, ataupun 
menunjuk lebih dari salu tempat pengenaan pajak.

(4) D i mana m ajikan bertempat tinggal ditentukan menurut ke­
adaan .

* Pasat 17e.

(1) Ketetapan pajak yang jum lahnya lima puluh rupiah atau 
lebih begitu pula tambahan-tambahan, juga yang dimaksud 
pada pasal IS Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak, 
dimuat dalam kohir.

(2) K ohir ditetapkan oleh Kepata Inspeksi Pajak.

(3) Porm ulir kohir ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

* Pasat I7f.

(1) Segera sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung 
pajak diberitahukan hal ketetapan pajak yang dimuat di 
dalamnya dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak 
kepada m ajikan bersangkutan atau wakilnya dalam arii kata 
pasal l?h ,

%
(2) Penyelenggaraan pemberian iu ra | ketetapan pajak dilakukan 

oieh Kepjda Inspeksi Pajak.

(3 ) Tanggal pemberian dicatat baik, pada kohir maupun pada 
surat ketetapan Pajak.

(4) Porm ulir surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak.

* Pasat I7g,

(1) Ketetapan pajak dapat ditagJh sthfcHJhnfH mulai hari kese- 
puluh sesudah hari sunrt ketettfpaif fktjfck diberikan.

(2) Ketetapan pajak dapat ditagih seketika itu, jik a  ketetapan 
pajak ftu dikenakan kepada m ajikan yang tidak bertempat 
tinggal atau berkedudukan d i flndonedia yang untuk semen- 
tara meiakukan sendiri perusahaan atau pekerjaan di In­
donesia ataupun dengan perantam n wakilnya.

4 Teks resmi menurut Undang*Undana
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(3) Pada surat ketetapan pajak dinyatakan tanda penerimaan 
pembayaran jik a  pembayaran dilakukan kepada yang berhak 
menerimanya,

(4) Kewajiban membayar pajak tidak ditunda oleh pemasukan 
keberatan terhadap ketetapan pajak.

* Pasat m .

(1) M ajikan atau wakilnya bertanggung jawab atas pembayaran 
tagihan tambahan seperti yang dimaksud pada pasal 17b.

(2) Tanggung jawab dimaksud pada pasal ini meliputi pula biaya 
tuntutan.

* Pasat itu

(1) Untuk ketetapan pajak tagihan tambahan. Negara mcmpu- 
nyai hak utama terhadap segaJa barang m ajikan yang me* 
nanggiing pajak, begitu pula terhadap barang mereka yang 
menurut pasal 17h bertanggung jawab terhadap pembayaran 
pajak.

(2) H ak utama yang diberikan pada ayat (1) mendahului segala 
hak laihnya, kecuali terhadap piutans tersebut dalam pasal 
1139 No. I  dan 4 dan pasal 1149 Nd. 1 dari Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata dan pasal SQdon pasal 81 dari Kitab 
Undang-Undang Hufc'um Dagang, terhadap ikatan panenan 
terhadap gadai dan hipotek yang di&tur^lah Kitab Undang- 
Undang Hukum  Perdata yang diedakan sebelum saat pajak 
terhutang atau dalam hal digdatan se telah saat jtu, sepan- 
jang untuk itu diberikan suatu sural Jtetevangan hipotek se- 
perti yang dimaksud pada ayat (IjK ,

(3) Terhadap tanah, hak utama yang diberikan pada ayat (1) 
tidak mendahului ikatan kredit yang diadakan sebelum saat 
terhutangnya pajak atau dalam hat diadakannya sesudah saat 
itu, sepanjang untuk itu diberikatt suatu surat keterangan 
9eperti dimaksud p&da ayat (5). Terhadap tanah dan barang 
yang digadaikan menurut hukum o dd , hak utama Negara 
tidak mendahului hak pemegang gadai terhadap pembayaran 
uang gadai.

• Teks resmi menurut Undang-Undang
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(4) Hak utama hilang dua tahun setelah surat ketetapan pajak 
diberikan atau jik a  dalam waktu itu diberitahukan surat 
paksa untuk membayar, dua tahun setelah diberitahukannya 
surat tuntutan yang terakhir. Dalam hal diberikan penunda- 
an pembayaran, maka waktu itu karena hukum diperpanjang 
dengan waktu penundaan,

(5) Sebelum atau sesudah diadakan hipotek dalam arti kata 
Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, maka pemberi 
hipotek dapat minta suatu surat keterangan, bahwa hipotek 
itu mcndohului hak utama yang diberikan pada ayat (I) . 
Surat keterangan diminta pada Kepala Inspeksi Pajak dalam 
wilayah siapa pemberi hipotek bertempat tinggal atau jika 
mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, dalam wilayah 
siapa barang tak gerak terletak atau berada atau kapan 
dibukukan. Kepala Inspeksi Pajak memberikan surat keie- 
rangan itu, jik a  tidak ada pajak yang mendahuiui hipotek

, atau menurut pendapatnya cda jam inan, bahwa pajak yang 
berhak m tndahului hipotek Itu akan dilunasi.
Dalam hal surat keterangan itu tidak diberikan, maka 
pemberi hipotek dapat mengajufon keberatannya kepada 

( Direktur Jcnderal Pajak yang je&aa ipenyuruh memberikan 
‘ curat keterangan itu , jflta {penm y^Q dapatnya ada aiasan 

untuk hal itu- ‘
..T e rh a d q ^  ikatah kreoitjpwgoa tjelfpfyan in i berlaku sesuai.

t f)  ^JCetentufiivbetenUuio W a n ft bahiiitcm a mehmiti pula biaya 
, tuntutan. i

(9) ^ * ja k  ynngW mtang ttfttlah feaitt 'pdteifsgung pajak dinyata- 
' ta n  dalatoi lecchum  palHt a tttt^ 'w e m p a tk a h  di bawah 

penyelesalan pengadUu,1 iKiafcjjftifejtftffTtma membefatkan 
.kakayaam -

' Asa? Iti?

<U Kepada psnanggung^pajftk1 y t ^ ’fcfcimmjukken, bahwa kete­
tapan pajak yafig.ftkaattikenc£tfi‘p<baya.93bagai yang di­
maksudkan pado^pasai l2  a y a t(|l)/k in v k irB  akan dihitung 
©Ua suatu pendapatwviKUig iturtiK j d e sitisa  perempat dari 
pada pendapatan yang dihitung untuk katetcpsn cementara 
atas permintaannya diberikan suatu penundaan pembayaran 
untuk jum lah, dengan mana ketetapan yementara kira-kira

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



akan melebihi ketetapan-pajak yang kemudian akan ditetap- 
kan.

(2) Jum lah yang pembayarannya ditunda dibagi rata mcnurui 
banyak angsuran ketetapan sementara yang belum dilunasj.

(3) Keputusan penuodaan pembayaran dapat ditarik kembali 
setiap waktu, bilamana berdasar perkiraan jum lah ketetap- 
an-pajak yang akan ditetapkan kemudian mcmberi alasan 
untuk itu.

Pasat 19.

(1) Pajak dapat ditagih atas barang-barang gerak dan  barang tak 
gerak dari orang yang dikenakan pajak, begitu pula atas 
barang gerak dan barang tak gerak dari isteri yang penda- 
patannya menurut ketentuan pada pasal 6 dianggap sebagai 
pendapatan suaminya, dan atas barang gerak dan barang tak 
gerak dari isteri seseorang, yang menurut ketetuan pada  pasal 
15 ayat (4) dan pada pasal 17a bertanggung-jawab atas pem- 
bayaran ketetapan-p^jak.

(2) Untuk pajak Negara mempunyai hak utama terhadap barang 
gerak dad barang tak gerak yangdjm aksud pada ayat 0 ) .

(3) H ak utama yong diberikan pada cy st <2) mendahului segala 
hak, kecuali ferhadap piutang ten^btit dalam pasal 1139 No. 
1 dan 4 deui pasal ,1149 No. i Kitab Undang-Undang 
Hukum  Perdata .(tan pQ*aJ~p^l £u d&n 81 dari Kitab 
Undang-Undang Hukum  Dagan&i&id^t Jaminan panen baik 
pun hipotek* yang jllodakan sebelum awal tahun untuk mana 
pajak terhutang. “ ‘

(4) Piutang untuk membayar pajak ftsttot wwktu setelah lanipau 
lima tahun, dihitunx dari akhir lohunt *t04 mana pajak 
dipungut.

Pasal 20.
(Dihapuskan),

Pasal 21.

(1) Setiap orang dtlarang untuk memtieitahukan lebih jauh se* 
lain dari pada yang diperlukan untuk melakukan jabatan 
atau pekerjaan, apa yang temyata tta il dlberitahukan ke-
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padanya dalam jabatannya atau pekerjaannya dalam melak- 
sanakan ordonansi ini atau yang berhubungan dengan iiu.

(2) Larangan ini berlaku juga terhadap ahli bukan  pegawai atau 
juru bahasa dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, sepan- 
jang mereka, berhubung dengan pelaksanaan ordonansi mi 
diminta pendapatnya atau ditunjuk memeriksa pembukuan, 
surat-surat yang menjadi dasar pem bukuan itu dan surat- 
surat lain,

Pasal 22.

(1) M ereka yang melakukan perusahaan dan pekerjaan di dalam 
negeri diwajibkan kepada pejabat yang dibebani ketetapan- 
pajak atau kepada ahli yang ditunjuk, sesuai dengan pasal 11 
ayat (1) huruf c, untuk memeriksa pem bukuan, surat-surat 
yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-surat lain, atas 
permintaannya, untuk :
a. memberikan segala keterangan yang oleh peminta diang­

gap perlu untuk penentuan yang saksama dari pendapatan
■ W ajib-pajak yang tersebut pada permintaan itu dan;

b. memperlihatkan semua buku-buku, surat-surat atau 
tulisan-tulisan yang oleh pemintii dianggap perlu untuk 
dilihat guna peiakianaan tugasnya dengan saksama.

*(2) Kewajiban yang dbnuat pada ayat pertama berlaku pula un­
tuk para pengofus termasuk padanya pesero-pesero kerja, 
para w akil dari £ara penyeleiai'dari badan-badan hukum , 
yang melakukatf suatu perusahaaft'di Indonesia.

(3) Jika mengenal keterangan yatyfdlmtnta untuk dlberitahukan 
atau untuk diperlihatkan menurut ay«t‘0 )  ada kewajiban un­
tuk merahasiakah, maka kew«jibafet«nebut oleh permintaan 
itu ditiadakan sapanjang in i tfipgriw lin untuk mencukupt 
permintaan itu.

Posot 2${ .

(1) Barang siapa untuk d iri sendiri atau untuk orang lain dengan 
sengaja mengisi surat pemberitahuan sebagai dimaksud pada 
pasal 11 ayat (1) huruf a dengaft keterangan-ketcrangan yang 
tidak benar atau, tidak lengkap, maka jik a  hal itu dapat me-

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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nimbulkan kerugian untuk negara, dihukuin dengan luikuin- 
an penjara paling lama enani bulan atau hukuman denda pa­
ling banyak scpuluh ribu rupiah.

(2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku, jik a  orang yang 
memberitahukan, selama hal itu belum disampaikan kepada 
kejaksaan, dengan kemauan sendiri meiakukan pemberiiahu- 
an baru yang benar dan lengkap asal ketetapan-pajak belum 
ditetapkan dan orang yang memberitahukan tidak diminiu 
untuk memcnuhi kewajiban yang ditentukan pada pasal 11 
ayat <l) huruf b dan c atau asal ketetapan-pajak ditetapkan 
kerendahan.

Pasal 24.

Barang siapa kepada pejabai yang dibebani ketetapan-pajak 
atau kepada seorang ahli atau juru bahasa, yang sesuai dengan 
pasal 11 ayat (1) huruf c, ditunjuk untuk memcriksa pembukuan, 
surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-surat 
lain, dengan sengaja menyerahkan atau memperlihatkan suatu 
buku atau tulisan lain yang palsu atau dipalsukan, seoiah-olah iui 
benar dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara 
paling lama dUa tahun.

Pasal 25.

(1) Barang siapa dengan sengega melanggar perahasiaan yang 
diwajfbkan pada pasal 21, dihukum dengan hukuman pen­
jara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling 
banyak enam ratus rupiah.

(2) Barang siapa bersalah atas terjadinya pelanggaran perahasia­
an, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama liga 
bulan atau hukuman denda paling banyaktiga ratus rupiah.

(.1) Penuntutan tidak dilakukan selain atas pengaduan orang tcr- 
hadap siapa perahasiaannya dilanggar.

Pasal 26.

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak atau tidak sepenuhnya 
mencukupi kewajiban yang dimaksud pada pasal 22, atau 
oleh karena meiakukan tindakan atau mengabaikan sesuatu, 
dengan sengaja membuat atau dengan sengaja ikut membuat
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supaya kewajiban itu tidak atau tidak sepcnuhnyu dicukupi. 
dihukum dengan hukuman penjara paling lama liga bulan 
atau hukuman denda paling banyak lima ribu rupiah.

(2) Barang siapa bersalah atas tidak atau lidak sepeiiulmya di- 
cukupinya kewajiban dimaksud pada ayat (1), dihukum 
dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama sebulan 
atau hukuman denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 27.
Ketentuan dalam pasal 23 sampai dengan pasal 25 berlaku 

juga atas peristiwa yang dilakukan dl luar Indonesia.

Pasal 28.

Peristiwa yang dapat dituntut dalam ordonansi ini dianggap 
sebagai kejahatan.

Pasat 28a.

Bilamana hukuman menurut pasal 23 menjadi pasti, maka 
setelah- lewat batas waktu yang ditentukan pada pasal 14d 
dilakukan tagihan kemudian terhadap pajak.

Pasal 29.

(1) Oleh pejabat yang dibebani ketetapan pajak, maka kesalahan 
tulis dan hitung pada pembuatan kohir atau surat ketetapan 
pajak, karena jabatan atau ata* permintaan wajib-pajak 
dapat dibetulkan dan ketetapan pajak yang saiah ditetapkan 
oleh karena kekhilafan mengenai kenyataan dapat dikurang- 
kan atau dibatalkan.

*(2) Keicrapan-keletapan pajak yang tidak benar dapat dibctul- 
kan oleh D irektur Jenderal P^jak karena jabatan.

(3) Wewenang yang diberikan pada ayat ( I)  hilang setelah lewat 
dua puluh empat bulan sesudah tanggal pemberian sural ke­
tetapan pajak kecuali jika  dalam waktu iiu  yang berkcpen- 
tingan mengajukan permintaan tertulis untuk meiakukan we­
wenang itu.

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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• Pasal 29a.

Menteri Keuangan berwcnang untuk mengeluarkan peratut 
an-peraturan yang dipcrlukan untuk menambah dan menjalankun 
ordonansi ini.

Pasal SO.

(1) Ordonansi ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 1945.
(2) Ordonansi in i dapat disebut "O rdonansi Pajak Pendapaian 

1944".
(3) Dihapuskan.
(4) Dihapuskan.

_ — —. —
* Teks rcsm| mcnuru( (Jndang-Undang
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Laopiran t IV

T a r ip  Umum Pfcjttk Pendapatan (P P d ) yang  b e r la k u  a ta s  pendapat­

an yan g  d ip e ro le h  dalam  ta h u n  1976 sam pai dengan ta h u n  1?80*

1* TA RIP PPd YANG BERLAKU m 3  PENDAPATAN 

YANG DIPEitOLEH DALAM TAHUN I 976

ssm *M aiaBBaaBsnR»g:«acB

Pendapatan 

S is a  K en a P a ja k

S B S B se a a .m a M a sa ;

Pokok P a ja k

:aaisais«M |i«BK8aadiaaa8M B=:

P ro se nta s e  s e t ia p  tam - 

bahan Rp 1 0 0 ,-  penuh.

0 0 10

100.000 10-000 11

200.000 21.000 12

300.000 3 3 .0 0 0 13

500.000 5 9 .0 0 0 14

700.000 87.000 15

900.000 117.000 16

1 2̂00.000 165.000 17

1 *500.000 2 1 6 .0 0 0 19

1 . 800..000 27 3..000 21

2*200.000 3 5 7 .0 0 0 2 3

2 .6 0 0 .0 0 0 449*000 25

3 *000.000 j 5 4 9 .0 0 0 28

3 -5 0 0 .0 0 0 669.000 31

4 . 000.000 8 4 4 .0 0 0 34

4 . 500.000 1 .0 1 4 .0 0 0 38

5 . 500.000 1 .3 9 4 .0 0 0 42

6. 500.000 1 . 814.000 46

7 . 500.000 2 .2 7 4 .0 0 0 50

Sumber t Bentuk KP. PPd.2, Direktorat Jendral Pajak ,1976.
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2* TARIP PPd YANG BERLAKU AT A3 PENDAPATAN

YANG DIPBHOLSH DALAM TAHUN 1977

Pendapatan
Pokok P a ja k  P ro se n ta se  e e t ia p  ta o  -

S if ia  Kena P a ja k  bahan Rp 1 0 0 ,-  penuh.

0 0 10

15& -000 15.000 11

3 0 0 .0 0 0 3 1 .5 0 0 12

5 0 0 ,oOO 5 5 .5 0 0 13

700. 000^ 8 1 .5 0 0 14

900*000 109.500 15

1 .2 0 0 .0 0 0 154*500 16

1 , 500.000 202.500 1 ?

1 .8 0 0 ,0 0 0 253.500 I f l

2 .2 0 0 .0 0 0 325.500 20

2 ,6 0 0 .0 0 0 405.500 22

3 .0 0 0 .0 0 0 493.500 24

3 .5 0 0 .0 0 0 613.500 26

4 .0 0 0 .0 0 0 743.500 29

4 .6 0 0 .0 0 0 917.500 32

s .2 0 0 .0 0 0 1*109.500 35

5 . 900.000 1 . 354.500 38

6. 600.000 1 . 620.500 42

7 .4 0 0 .0 0 0 1 . 956.500 46

8 .4 0 0 .0 0 0 2 . 416.500 50

Sumber t Bentuk KP.PPd.2, Direktorat Jendral Pajak 1977*
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3. TARIP PPd YANG BERLAKU ATAS PENDAPATAN

YANG DIP^UOLEH DALAH TAHUN 1978

3Ba«8«neaBaenAmx=tf;

Pendapatan 

S is a  Kena P a ja k

a a a e a sssrissn r. •  ̂ •.*» iss>

Pbkok P a ja k P ro a e n ta so  s o t ia p  tain - 
bahan Rp 1 0 0 ,-  penulw

0 0 IP

200*000 20.000 11

4-00.000 42.000 12

700.000 78.000 13

1 . 000.000 117.000 14

1 .4 0 0 .0 0 0 1 7 3 .0 0 0 15

1 . 800.000 2 3 3 .0 0 0 16

2 .3 0 0 .0 0 0 3 1 3 .0 0 0 17

2 .8 0 0 .0 0 0 3 9 8 .0 0 0 19

3 .3 0 0 .0 0 0 4 9 3 .0 0 0 21

3 .9 0 0 .0 0 0 619.OOO 23

4 . 500.000 7 5 7 .0 0 0 25

5 *100.000 907.000 28

5 .8 0 0 .0 0 0 1 .1 0 3 .0 0 0 31

6. 500.000 1 .3 2 0 .0 0 0 34

7 . 200.000 1 . 558.000 38

8. 000.000 1 ,8 6 2 .0 0 0 42

8 . 800.000 2 . 198.000 46

9 . 600.000 2 . 566,000 50
E3«a«c»a»£Bi>aBaaaia
Sumbor i B en tuk K P .P P d ,2 , D ire k t o ra t  J e n d ra l P a ja k  1978*
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4 .T A itIP  PPd YANG BliRLAKU ATAS

YANG DIPEROLEH DALAK TAM

Pendapatan 

S is a  Kena P a ja k

SBXaCaEBSBBSVB.BHSBB

Pokok P a ja k

0 0

200.000 20.000

400.000 4 2 .0 0 0

700.000 78.000

1 .0 0 0 .0 0 0 117.000

1 . 400.000 1 7 3 .0 0 0

1*800.000 2 3 3 .0 0 0

2. 300.000 3 1 3 .0 0 0

2 .8 0 0 .0 0 0 3 9 8 .0 0 0

3 .3 0 0 .0 0 0 4 9 3 .0 0 0

3 . 900.000 619.000

4. 500.000 7 5 7 -0 0 0

5 . 100.000 907.000

5. 800.000 2 *.103*000' ’

6. 500.000 1* 32 0 .0 0 0

7 . 200.000 1 *558.000

8. 000.000 1*862 .000

8 .8 0 0 .0 0 0 2 , 198.000

9 , 600.000
i in a B K a a a c ia iB K s t iH i

2. 566.000

P ro se n ta se  s e t ia p  tam* 

bahan Ip *  100, -  nenuh<

Sumbor t Bentuk KP. PPd 2, Direktorat Jendral Pajak

10 

11 

12

13

14

15

16 

IT 

19 

21 

23 

25 

28 

31 

34 

38 

42 

46 

50
ISB

1979
■  S l H U H I lM S  s a iD IB  IB S
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5* TARIF PFd YANG BERLAKU ATAS PLNDAPATAIJ

YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN I98O

■ B « t i B i i s v a B i s s a s s « a v E s i s a

Pendapatan 

S is a  Kena P a ja k

I S S S I « a H B > S > a 3 B C B >

Pokok P a ja k

l a M s i a c s B a a a s a M e n e s s s

P ro se n ta e e  s e t ia p  tam- 

bahan Rp 1 0 0 ,-  penuh.

0 0 5

24 0 .0 0 0 12*000 6

4 8 0 .0 0 0 2 6 .4 0 0 7

720.000 4 3 .2 0 0 8

96 0 .00 0 62 .4 00 9

1 .2 0 0 .0 0 0 8 4 .0 0 0 10

1 . 500.000 1 14 .0 0 0 12

1 .8 0 0 .0 0 0 150.000 14

1 . 400.000 2 34 .0 0 0 16

3 . 000.000 3 30 .0 0 0 18

3 *900.000 4 9 2.000 '  20

4 .8 0 0 .0 0 0 672.OOO 23

6 .0 0 0 .0 0 0 9 4 8 .0 0 0 26

7 .2 0 0 .0 0 0 1 .2 6 0 ,0 0 0 29

8*700.000 I . 695.OOO 33

10. 500.000 2 .2 8 9 .0 0 0 3 7

12. 600.000 3 .0 6 6 .0 0 0 41

15 . 000.000 4 .0 5 0 .0 0 0 45

1 8 .0 0 0 .0 0 0 5 .4 0 0 .0 0 0 50
t i » H B a t i a B a a * n > M a a e M « t

Summer 1 B entuk K P . PPd 2 , D ire k to ra t  J e n d ra l P a ja k  I 98O.
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